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Reformasi di berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara telah 
dicanangkan lebih dari satu dasa warsa yang lalu. Satu diantaranya 
adalah reformasi di bidang ketatanegaraan yang ditandai dengan 
adanya Perubahan terhadap Un dang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Perubahan UUD 1945 telah 
memberikan peningkatan peran yang cukup signifikan kepada DPR 
dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Melalui 
peningkatan peran tersebut, DPR bukan lagi sekedar rubber stamp 
bagi kebijakan-kebijakan pemenintah. DPR kini memiliki peran penting 
sebagai penyeimbang terhadap eksekutif dalam kerangka sistem checks 
and balances. 

Peningkatan peran dan fungsi DPR dalam konstitusi, memunculkan 
tuntutan dan harapan dari masyarakat terhadap perbaikan kinerja 
lembaga yang mewakilinya. Harus diakui, dalam kurun waktu lebih darl 
satu dasa warsa reformasi ini bergulir, DPR belum mampu memenuhi 
tuntutan dan harapan masyarakat tersebut. Hal ini menjadi perhatian 
dan keprihatinan Pimpinan DPR beserta seluruh Fraksi di DPR. 
Perhatian dan keprihatinan ini kemudian diwujudkan dengan 
membentuk Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR. Tim yang dibentuk 
oleh DPR periode 2004-2009 ini, tanpa ragu mengevaluasi diri, 
melakukan introspeksi, dan otokritik terhadap kinerjanya. 

Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI telah menghasilkan beberapa 
rekomendasi yang harus ditindakianjuti agar peningkatan kinerja DPR 
dapat terwuiud. Langkahtindak lanjut yang diambil selanjutnya adalah 
dengan membentuk-Ttm Peningkatan Kinerja DPR RI yang dipimpin 
langsung oleh Ketua DPR. Dalam kurun waktu antara tahun 2007 
sampai dengan akhir masa jabatan DPR periode ini, Tim Peningkatan 
Kinerja telah melaksanakan berbagal program dan kegiatan untuk 
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SEKRETARIS JENDERAL DPR RI 

Atas upaya penerbitan buku ini, kami mengucapkan terima kasih 
kepada seluruh Tim atas kerja kerasnya. Disadari bahwa kegiatan ini 
tidak hanya berhenti sampai di sini mengingat perubahan merupakan 
sebuah proses yang berkelanjutan. Semoga buku ini dapat memberikan 
inspirasi dan lebih memacu pada peningkatan kiner]a untuk tahun-tahun 
berikutnya, agar lembaga ini menjadi semakin optimal dalam 
melaksanakan tugas konstitusionalnya sebagaimana diharapkan oleh 
se\uruh \apisan masyarakat. 

Peningkatan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI diyakini akan 
berkorelasi positif terhadap peningkatan kinerja DPR RI. 
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Selain hal tersebutjuga telah dilakukan Kerjasama Sekretariat Jenderal 

Pada tahun ini, Tim Peningkatan Kinerja DPR RI ditambahkan satu 
bidang yaitu bidang Kerjasama Luar Negeri. Salah satu hasil 
pelaksanaan tugas Bidang Luar Negeri adalah terbentuknya Global 
Legal Information Network (GLIN) Indonesia. GLIN adalah suatu media 
atau saran a informasi dan komunikasi yang efektif dalam kegiatan akses 
data atau informasi tentang hukum yang ber!aku secara global. Data 
dan informasi yang disajikan GLIN adalah mengenai berbagai peraturan 
perundang-undangan, sejarah pembentukannya dan berisi materi 
hukum (peraturan perundang-undangan) dari berbagai negara anggota. 
GLlN hadir atas inisiatif dan dikelola oleh USA Library of Congres yang 
keanggotaannya telah mencapai lebih dari 40 negara dari berbagai 
kawasan di Amerika, Eropa, Asia Afrika dan Australia. 

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPR RI; meyusun 
draft awal prosedur kerja di unit Sekretariat Jendera! bagi dukungan 
terhadap pe!aksanaan fungsi anggaran; melakukan konsultasi dan 
koordinasi antara Pimpinan Panitia Anggaran dengan, tenaga ahli dan 
Deputi Sekretaris Jenderat bi dang Anggaran dar. Pengawasan daiam 
rangka melaksanakan rekomendasi tentang pembentukan Komisi 
Akuntabilitas Publik (KAP) dan PusatAnalisa Anggaran (PAA) sebagai 
bahan masukan kepada Pansus RUU tentang Susunan dan Kedudukan 

MPR,DPR,DPD,DPRD. Ketiga, Pimpinan dan Anggota Panitia 
Anggaran serta staf Sekretariat Jenderal mengikuti Revised Budget 
Estimate for Participation in the 3rd Residential Summer Schooi for 
Parliamentary Public Accounts Committee & Effective Parliamentary 

Inquiries Courses di Australia. Keempat, BURT bersama-sama dengan 
Sekretariat Jenderal menyusun usu Ian Nomenklatur baru dalam rangka 
menyesuaikan anggaran yang sesuai dengan karakteristik tugas dan 
fungsi DPR RI. 
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Pada bidang pengawasan berbagai kegiatan yang dilaksanakan 
antara lain; membuat usulan tentang perlunya memperbaiki manajemen 

Berkaitan dengan itu Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan up-date 
dan perubahan struktur website www.dpr.go.id, pengadaan wireless 
pada bagian - bagian yang belum memiliki jaringan internet, peningkatan 
band-with dan kapasitas serverserta pengamananjaringan server DPR 
RI, agar para Anggota dan seluruh unsur pendukung yang berada di 
lingkungan DPR RI dapat memanfaatkan sarana ini bagi peningkatan 
kinerjanya. 

Dengan menindaklanjuti rekomendasi yang telah di rumuskan 
Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI, maka Tim Peningkatan Kinerja 
DPR RI berharap semoga segala upaya yang telah dilaksanakan selama 
ini dapat memberikan kontribusi besar bagi peningkatan kinerja DPR 
RI yang pada akhirnya tertuju pada kesejahteraan bangsa. 

Pada tahun 2009 Tim Peningkatan Kinerja DPR RI terus 
melanjutkan berbagai kegiatan yang tidak selesai pada tahun 2008. 

Untuk Bidang Legislasi beberapa rekomendasi yang 
ditindaklanjuti oleh Tim Peningkatan Kinerja DPR RI lebih diarahkan 
pada menyusun draft usulan I masukan bagi pansus perubahan 
Peraturan Tata Tertib DPR RI. Dan beberapa masukan telah diakomodir 
di dalam UU nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD. 

DPR RI dengan UNDP; Kerjasama Antara Sekretariat Jenderal DPR 
RI dengan World University Service Komite Indonesia (WUSKI), dan 
kerjasama antara DPR RI dengan HDAC melalui Memorandum of 
Understanding Between The House of Representative of Indonesia and 
The House Democracy Assistance Commission of United States House 
of Representative. 
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Pada bidang sistem pendukung rekomendasi yang telah dan sedang 
dalam proses untuk ditindaklanjuti oleh Sekretariat Jenderal, adalah 
Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kemudahan Anggota dan 
Publik dalam mengakses data dan informasi mengenai kegiatan DPR 
RI; Meningkatkan Kualitas pelayanan data dan informasi dengan terus 
mengembangkan kanal-kanal pada web site DPR RI seperti kanal untuk 

Untuk bidang Luar Negeri rekomendasi yang dilaksanakan oleh Tim 

Peningkatan Kinerja DPR RI yaitu meningkatkan diplomasi parlementer 
yang dijalankan oleh DPR RI dan Meningkatkan sosialisasi diplomasi 
parlementer oleh DPR RI, dilaksanakan melalui kegiatan penyusunan 
buku tentang "Oiplomasi DPRRI: Dari Senayan ke Kancah Global", 
kesediaan untuk menjadi host penyelenggaraan sidang APA, serta 
melakukan sosialisasi diplornasi parlementer dengan menghadiri 
berbagai kegiatan internasional yang terkait dengan tugas DPR RI. 

Untuk bidang anggaran, rekomendasi yang ditindaklanjuti adalah 
mengaktualisasikan otonomi anggaran dengan menyusun Anggaran 

yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi DPRRI; Menyusun 
Rencana Strategis DPR RI Tahun 2010-2014; Meningkatkan kualitas 
data dan Analisa APBN, serta peningkatan kapasitas SOM staf 
Sekretariat Jenderal DPR RI untuk bidang Anggaran melalui pemberian 
kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formai 
penjenjangan dan yang bersifat tehnis dan fungsional. 

persidangan melalui fasilitasi rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Komisi­ 

Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya; memperbaiki manajemen 
dan mekanisme Kunjungan Kerja Anggota Dewan; dengan membuat 
pedoman pelaksanaan kunjungan kerja bagi Anggota; serta membuat 
mekanisme penanganan penyerapan aspirasi dan pengaduan 
rnasyarakat. 
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kegiatan Fraksi-fraksi dan Sekretariat Jenderal; Meningkatkan Kualitas 
Hubungan DPR dengan Media Massa, Meningkatkan kualltas SDM 
Setjen DPR RI; Meningkatkan profesionalisme petugas Pengamanan 
Dalam (Parndal) di DPR RI; Penyusunan SOP terkait dengan 
pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal DPR RI, menyelenggarakan 
workshop mengenai pembuatan grand design kawasan gedung 
parlemen Indonesia, yang diikuti oleh masyarakat umum. 
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Terhadap penyusunan Program Legislasi, baik untuk program lima 
tahunan maupun prioritas tahunan, rekomendasi yang dihasilkan oleh 
Tim Peningkatan Kinerja DPR RI adalah pertama, mengefektifkan 
koordinasi antara Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dengan alat 
kelengkapan DPR RI lainnya (komisi) dalam menentukan Program 
Legislasi Nasional. Kedua, mengefektifkan koordinasi antara Badan 
Legislasi dengan alat kelengkapan DPR RI lainnya (komisi) dalam 
menentukan prioritas dan mengevaluasi target pencapaian pembahasan 
RUU per tahun. Sebagai tindak lanjutnya, Baleg telah melaksanakan 
koordinasi dengan komisi-komisi untuk mendapatkan masukan 
mengenai RUU yang akan diusulkan dalam Prolegnas prioritas tahun 
2008 dan tahun 2009. Dari kegiatan tersebut, telah dihasilkan output 
berupa ditetapkannya Keputusan DPR tentang Program Legislasi 
Nasional RUU Prioritas Tahun Anggaran 2008 dan Keputusan DPR 

Penyusunan Prolegnas 

Tindak lanjut rekomendasi dan kegiatan, serta output yang 
dihasilkan oleh Tim Peningkatan Kinerja DPR RI di bidang leqislasi 
berdasarkan alur proses legislasi dapat diuraikan sebagai berikut: 

permasalahan, berdasarkan alur proses legislasi atau proses 
pembahasan RUU, yaitu mulai dari penyusunan Prolegnas sampai 
dengan pengesahan RUU menjadi undang-undang. Namun demikian, 
proses ini tidak berhenti sampai di situ, karena masih ada tahapan lain 
setelah RUU disahkan menjadi undang-undang, yaitu tahapan 
sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan. Sosialisasi dan pemantauan 
pelaksanaan undang-undang merupakan kegiatan yang sangat penting 
untuk mendapatkan umpan balik (feedback) dari pemangku kepentingan 
(stake holder) guna evaluasi dan penyempurnaan peraturan perundang­ 
undangan berikutnya. 
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Seiring dengan peningkatan peran dan kewenangan DPR dalam 
pembentukan undang-undang berdasarkan perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), perlu 
adanya peningkatan kuantitas dan kualitas RUU yang berasal dari DPR. 
Terkait dengan hal tersebut, salah satu rekomendasl yang dihasitkan 
adalah merevisi Peraturan Tata Tertib DPR RI terutama mengenai 
mekanisme kerja staf pendukung penyusunan RUU. Rancangan 
Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI secara parsial telah diajukan, 
yang salah satu materinya terkait dengan masalah dukungan keahlian 
dalam pembentukan undang-undang. Namun pembahasan perubahan 
Peraturan Tata Tertib DPR disepakati menunggu selesainya 
pembahasan RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD 
agar perubahan Peraturan Tata Tertib DPR dapat lebih komprehensif, 

Penyusunan RUU 

Rekomendasi berikutnya adalah mengefektitkan koordinasi antara 
Sadan Legislasi dengan Komisi dalam menentukan prioritas dan 
mengevaluasi target pencapaian pembahasan Rancangan Undang­ 
Undang (RUU) per tahun. Salah satu permasalahan yang muncul terkait 
dengan evaluasi penyusunan Prolegnas adalah kekurangan Prolegnas 
sekarang ini yang hanya memuat daftar judul RUU. Seharusnya 
Prolegnas juga memuat daftar RUU berikut uraian singkat mengenai 
pokok-pokok pikiran dan materi yang akan diatur. Terkait dengan 
permasalahan ini, perubahan mengenai format Prolegnas baru bisa 
dilaksanakan pada periode berikutnya dan dipertegas di dalam 
Peraturan Tata Tertib DPR RI, karena Prolegnas lima tahunan dan 
prioritas tahunan telah ditetapkan oleh DPR periode 2004-2009 ini. 

tentang Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun Anggaran 2009 
dalam Rapat Paripurna OPR. 
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Permasalahan yang terkait dengan pembahasan RUU di DPF<, 
antara lain mengenai lamanya waktu pembahasan di DPR, sehingga 
mengakibatkan target pencapaian RUU sebagaimana telah ditetapkan 
di dalam Prolegnas menjadi tidak tercapai. Ada beberapa hal yang dapat 
mengakibatkan pembahasan RUU berlangsung lama atau tidak dapat 

Pembahasan RUU 

3. Membuat mekanisme kerja staf pendukung dalam rangka 
penyusunan rancangan undang-undang. 

2. Meningkatkan kapasitas dukungan dalam penyusunan RUU can 
DPR dan dalam pembahasan RUU di Komisi/Pansus/Baleg. 
Peningkatan kapasitas dukungan ini dilakukan dengan 
meningkatkan kapabilitas tenaga pendukung di bidang legislasi 
dengan memberikan pendidikan dan pelatihan terkait kepada 
Tenaga Perancang Undang-Undang, peneliti dan tenaga teknis 
pendukung lainnya. 

1. Membentuk Tim Pendukung untuk membantu Dewan dalam 
Penyusunan RUU dari DPR di Komisi/Baleg dan Pembahasan RUU 
di Komisi/Pansus/Baleg. Tim ini telah melaksanakan tugas 
pemberian dukungan kepada Komisi/Pansus/Baleg dalam 
beberapa penyusunan RUU dari DPR dan dalam pembahasan 
RUU, baik RUU dari DPR maupun dari Pemerintah. 

Meskipun menunggu perubahan Peraturan Tata Tertib DPR, 
kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas DPR dalam penyusunan 
RUU telah diupayakan dan dilakukan, antara lain: 

termasuk yang terkait dengan masalah struktur Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
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Untuk menghindari beban kerja yang berlebihan di satu komisi 
dibandingkan dengan komisi lain, dilakukan penetapan kriteria 
penanganan RUU oleh Komisi atau ditetapkan dibentuk Panitia Khusus 
dengan mempertimbangkan substansi yang dibahas, mitra kerja, dan 
beban kerja komisi yang bersangkutan. Sekretariat Jenderal DPR 
sebelumnya dapat menyampaikan kepada Bamus dan fraksi-fraksi, 
kajian RUU untuk menetapkan kriteria penanganan RUU yang berisi 
abstraksi materi RUU, saran pertimbangan mengenai alat kelengkapan 
Dewan yang akan menangani RUU dan waktu pembahasan RUU. 

Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah menentukan batas 

maksimal waktu pembahasan RUU dan jumlah RUU yang dibahas 
oleh Komisi/Baleg/Panitia Khusus. Mekanisme ini dapat dilakukan 
melalui koordinasi antara Sadan Legislasi dengan a!at kelengkapan 
DPR RI lainnya untuk menentukan batas maksimal waktu pembahasan 
RUU dan jumlah RUU yang dibahas oleh Komisi. Rapat Bamus 
selanjutnya menentukan batas maksimal waktu pembahasan RUU. 
Walaupun ada pembatasan waktu, namun Komisi/Pansus/Baleg harus 
melaporkan kepada Bamus tentang perkembangan pembahasan RUU 
secara periodik, untuk diputuskan tindak lanjutnya, termasuk apabila 
telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan sebelumnya apakah perlu 
perpanjangan waktu. 

diprediksi waktu penyelesaiannya, antara lain menyangkut beban kerja 
alat kelengkapan, perangkapan anggota di berbagai alat kelengkapan/ 
pelaksanaan tugas DPR, dan mekanisme pembahasan. Faktor lain yang 

sangat mempengaruhi adalah materi dari RUU yang sedang dibahas. 
Apabila mempunyai bobot politis yang tinggi dengan perbedaan 

pendapat yang sangat tajam, maka dapat diperkirakan pembahasan 
RUU akan memerlukan waktu yang cukup lama. 
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Mekanisme penetapan alat kelengkapan yang menangani RUU; 
pembatasan perangkapan anggota fraksi dalam keanggotaan Panitia 
Khusus RUU, Panitia Khusus Non RUU atau Tim lainnya; dan waktu 
penyelesaian pernbahasan RUU di DPR tersebut di atas, selanjutnya 
perlu diatur mekanismenya di dalam Peraturan Tata Tertib DPR. Untuk 
itu diperlukan adanya revisi/perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI 
terutama mengenai kriteria penanganan RUU oleh Komisi atau Panitia 
Khusus dengan mempertimbangkan substansi yang dibahas, mitra 
kerja, dan beban kerja komisi yang bersangkutan, termasuk mengenai 
batasan perangkapan anggota Fraksi. 

Terkait dengan perangkapan anggota di dalam berbagai alat 
kelengkapan dalam pembahasan RUU dan non RUU, perlu diadakan 
Rapat Koordinasi antara Pimpinan DPR dengan Pimpinan Komisi/Baleg 
dan Pimpinan Fraksi-fraksi untuk membicarakan waktu pembahasan 
RUU dan jumlah RUU yang dibahas oleh Komisi, serta pembatasan 
perangkapan keanggotaan Fraksi daiam mengikuti Panitia Khusus 
pembahasan RUU. Pimpinan Fraksi dapat mempertimbangkan untuk 
membagi secara proporsional anggota fraksinya dalam keanggotaan 
alat kelengkapan yang membahas RUU. Berdasarkan hal tersebut, 
terdapat kemungkinan adanya pembatasan jumlah maksimal 
perangkapan keanggotaan bagi Anggota Fraksi dalam mengikuti 
pembahasan RUU atau di dalam Pansus non RUU atau Tim DPR 
lainnya. 

Sebelum Bamus memutuskan penanganan penyelesaian/ 
pernbahasan suatu RUU oleh Komisi/Pansus!Ba!eg, terlebih da'nu!u 
Bamus mempertimbangkar substansi, mitra korja dan beban kerja 
Komisi atau alat kelengkapan yang bersangkutan. Pertimbangan Bamus 
dilakukan dengan mengutamakan Komisi berdasarkan ruang lingkup 
kerjanya. 
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Tahapan lainnya setelah RUU disahkan dan diundangkan adalah 
pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang. Dari pemantauan 
tersebut dapat diketahui efektivitas dan kendala atau harnbatan dalam 
implementasinya. Pemantauan juga dilaksanakan terhadap undang­ 
undang yang sudah disahkan namun belum dikeluarkan peraturan 
pelaksanaannya. Pemantauan ini dilakukan oleh Komisi atau baleg 
dengan didukung o!eh Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-undang 

a. Ketentuan surat/masukan dari masyarakat yang terkait dengan 
pembahasan RUU, yang dikirimkan langsung ke alat kelengkapan 
DPR RI yang membahas RUU tersebut. 

b. Penentuan sifat Rapat Panitia Kerja pada dasarnya terbuka dan 
dapat diakses oleh publik, kecuali rapat menentukan lain. 

Sementara itu terkait dengan keterlibatan atau partisipasi 
masyarakat dalam pembahasan RUU, perlu dilakukan Perubahan 
Peraturan Tata Tertib DPR mengenai: 

Penyelesaian pembahasan suatu RUU juga terkait dengan 
Pemerintah, karena pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh 
Pemerintah dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Tidak 
jarang seorang Menteri atau Dirjen harus membahas lebih dari satu 
RUU yang dilakukan secara paralel. Terkait dengan hal tersebut, maka 
perlu pula diadakan pengharmonisasian jadwal dan kesepakatan antara 
Pemerintah dan DPR. Terkait dengan hal itu pula, komisi/pansus/baleg 
perlu membuat kesepakatan dengan pemerintah mengenai jadwal 
pembahasan RUU pada setiap masa persidangan dan penjadwalan 
pembahasan RUU dilakukan oleh Alat Kelengkapan yang bersangkutan 
dengan Pemerintah pada setiap awal Rapat Kerja Tingkat I. 
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Pada saat ini telah dilaksanakan Diklat Perancangan Undang­ 
Undang bekerja sarna dengan Departemen Hukum dan HA~·A serta 
Universitas Indonesia. 

2. Melakukan kerjasama dengan Oepartemen Hukurn dan HAM serta 
perguruan tinggi. 

~ Melakukan Diklat Perancang Undang-Undang 

Peningkatan kualitas SOM Perancang Undang-Undang dilakukan 
dengan: 

3. Melakukan pengharmonisasian dan sinkronisasi, baik secara 
vertikal maupun horisontal dengan undang-undang lain, termasuk 
dengar· '.JU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 

2. Melakukan diskusi terbatas dengan mengundang pakar yang 
bidang keahliannya terkait dengan substansi dan teknik perundang­ 
undangan. 

1. Membuat manual tentang tata cara pembentukan peraturan 
perundang-undangan dan menyosialisasikannya. Saat ini telah 
dicetak buku manual tentang tata cara pembentukan undang­ 
undang dan telah disampaikan kepada komisi. 

Selain berdasarkan alur mekanisme proses pembahasan RUU di 
DPR, terdapat hal-hal teknis lainnya untuk peningkatan kinerja DPR, 
antara lain: 

Tata Cara Pembentukan Undang-Undang 
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3. Menentukan batas maksimal jumlah anggota Panitia Khusus (28 
orang anggota) 

2. Menetapkan kriterla pembentukan panitia khusus dengan 
mempertimbangkan substansi yang dibahas, mitra kerja, dan 
keterwakilan fraksi di dalam Panitia Khusus 

Rekomendasi yang perlu ditndaklanjuti oleh Tim Peningkatan 
Kinerja DPR RI yaitu: 

1. menentukan batas jumlah Panitia Khusus yang membahas RUU 
secara bersamaan (paralel) 

Pembahasan RUU 

Pada akhir masa keanggotaan DPR periode 2004-2009, Tim 
Peningkatan Kinerja DPR tetap melakukan berbagai upaya untuk 
menindaklanjuti berbagai rekomendasi Tim Kajian Peningkatan Kinerja 
DPR RI yang belum dilaksanakan pada tahun 2007 hingga tahun 2008 
atau rekomendasi yang memang diharuskan dikerjakan pada tahun 
2009. Hal ini dimaksudkan untuk tetap terjaganya upaya yang kontinu 
dari Tim Peningkatan Kinerja Dewan dalam menindaklanjuti 
rekomendasi yang telah ada dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan 
hingga akhir masa bakti DPR periode 2004-2009. Kegiatan yang 
dilakukan yaitu: 

Untuk menyosialisasikan proses pembahasan dan hasil 
pembahasan rancangan undang-undang baik untuk internal di DPR 
maupun untuk eksternal (masyarakat), disusun program khusus Sistem 
lnformasi Legislasi (SILEG). Pada saat ini sedang dirancang program 
khusus Sistem lnformasi Legislasi (SILEG) dengan materi muatan dalam 
intranet dan internet. 

Sosialisasl kegiatan DPR khususnya bidang legislasi 
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2. Mengevaluasi Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR Rl 
untuk meningkatkan dukungan kepada Dewan 

1. Meningkatkan dukungan dalam penyusunan RUU usu I inisiatif DPR 
dan dalam pembahasan RUU di Komlsi/Pansus/Baleg. 

Meningkatkan kualitas staf pendukung penyusunan RUU 
merupakan rekornendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Tim Peningkatan 
Kinerja DPR RI. Untuk itu kegiatan yang dilakukan adalah 

Kualitas Stat Pendukung 

Rekomendasi yang terkait dengan permasalahan transparansi ini 
adalah penentuan sifat Rapat Panitia Kerja pada dasarnya terbuka 
dan dapat diakses oleh publik, kecuali rapat menentukan lain. Seperti 
juga bentuk kegiatan dari rekoemdasi terdahulu, maka kegiatan yang 
telah dilakukan adalah memberikan masukan dalam rangka revisi 
Peraturan Tata Tertib DPR mengenai tata cara persidangan dan rapat. 
Dalam UU MPR, DPR, DPD, DPRD sebagai pijakan dalam menrevisi 
Tatib DPR telah ditetapkan semua rapat di DPR pada dasarnya bersifat 
terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup (Pasal 200) 

Transparansi Pembahasan RUU 

Untuk ketiga rekomendasi tersebut, Tim telah melakukan kegiatan 
dengan memberikan masukan dalam rangka revisi Peraturan DPR 
tentang Tata Tertib mengenai tata cara pembentukan, susunan, tugas, 
wewenang, dan mekanisme kerja Panitia Khusus. Sebelumnya telah 
berhasil ditetapkan di dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD 
mengenaijumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna 
paling banyak 30 (tiga puluh) orang. (Pasal 137 ayat (2)). 
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Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yaitu membuka 
kesempatan kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi dan 
menyampaikan aspirasi. Untuk itu kegiatan yang dilakukan adalah 
memberikan masukan dalam rangka revisi Peraturan Tata Tertib DPR 
mengenai mekanisme penerimaan aspirasi masyarakat dalam rangka 
pembahasan RUU. Dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, 

Partisipasi Masyarakat 

Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti untuk masalah ini yaitu 
menentukan batas maksimal waktu pembahasan RUU dan jumlah RUU 
yang dibahas. Untuk itu kegiatan yang dilakukan yaitu memberikan 
masukan dalam rangka merevisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib. 
Di dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD telah diakomodir 
mengenai tugas Bamus untuk menentukan jangka waktu penyelesaian 
RUU.(Pasal 90 ayat (1) huruf a) 

Batas Waktu Pembahasan RUU 

2. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPR dibentuk 
kelompok pakar atau tim ahli yang diperbantukan terutama kepada 
anggota. 

1. Untuk rnendukung kelancaran tugas dan wewenang DPR, dibentuk 
badan fungsional/keahlian yang ditetapkan dengan peraturan DPR 
setelah dikonsultasikan dengan Pernerintah. 

Bentuk kebijakan yang telah dihasilkan dan dapat dijadikan pijakan 
bagi upaya peningkatan kualitas dukungan staf dalam pembahasan 
RUU, sebagaimana telah ditetapkan dalam UU tentang MPR, DPR, 
DPD, DPRD yaitu 
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DPR. DPD dan DPRD telah ditetapkan ketentuan Anggota atau Alat 
KelengKapan DPR yang rnenyiapkan atau membahas RUU dapat 
melakukan kegiatan untuk mendapat masukan dari masyarakat. 
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A. Salah satu rekomendasi di bidang pengawasan adalah 
memperbaiki manajemen persidangan meialui fasilitasi rapat-rapat 
yang dilaksanakan oleh Komisi - Komisi dan Alat Kelengkapan 
Dewan lainnya 

Terhadap rekomendasi tersebut, Tim Peningkatan Kinerja DPR 
RI rnenindaklanjutl dengan kegiatan sebagai berikut : 

1. Persiapan sebelum Rapat Kerja: 

a. Sebelum Rapat Kerja, DPR RI telah menyampaikan surat 
undangan kepada Pemerintah dengan mencantumkan 

Berdasarkan tiga permasalahan tersebut, Tim Kajian Peningkatan 
Kinerja DPR RI telah merumuskan solusi beserta rekomendasinya. 
Selanjutnya, Tim Peningkatan Kinerja DPR RI, menindaklajuti 
rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Tim Kajian di bidang 
pengawasan, yaitu sebagai berikut: 

3. DPR RI belum efektif menjalankan tugas dan fungsi checks and 
balances. 

1. Efektivitas pengawasan melalui rapat-rapat masih rendah. 

2. Aspirasi masyarakat/konstituen pada saat Anggota DPR RI 
melakukan pengawasan ke daerah dalam kunjungan kerja 
seringkali tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. 

Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI telah mengidentifikasi 
adanya tiga permasalahan yang mempengaruhi kinerja DPR dalam 
bidang pengawasan, yaitu : 

BAB II 
LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI 

BIDANG PENGAWASAN 
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2. Dukungan terhadap pelaksanaan Ra pat : 

a. Mengadakan pendidikan dan latihan untuk penyusunan 
kesimpulan rapat, laporan singkat, catatan rapat, risalah 
rapat. Selain itu juga diadakan pendidikan dan latihan di 
bidang kehumasan (membuat press release) bagi staf 
Sekretariat Jenderal DPR RI yang terlibat langsung secara 
teknis, baik dalam pelaksanaan rapat maupun yang terkait 
dengan bidang kehumasan, dalam rangka meningkatkan/ 
menyebarluaskan hasil-hasil rapat. 

secara jelas topikltema pembicaraan atau agenda rapat, 
minimal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya. 

b. Jawaban Pemerintah (bahan rapat mengenai topik yang 
dimaksud dalam undangan) sudah disampaikan kepada 
Anggota (alat kelengkapan yang bersangkutan) minimal 
paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan rapat. 

c. Sebelum rapat dimulai, minimal Pemerintah 
menyampaikan laporan secara tertulis mengenai tindak 
lanjut hasil kesimpulan Rapat Kerja sebelumnya. 

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dalam 
perkembangannya sampai saat ini, penyampaian surat 
undangan kepada Pemerintah paling lambat baru dapat 
disampaikan 2 (dua) hari kerja sebelumnya. Hal ini disebabkan 
masih terjadinya perubahan jadwal atau agenda rapat. 

Sedangkan jawaban dan laporan secara tertulis dari 
Pemerintah kepada Anggota (Alat Kelengkapan yang 
bersangkutan) sampai saat ini masih disampaikan pada waktu 
menjelang rapat dimulai karena surat undangan yang 
dikirimkan DPR kepada Pemerintah baru disampaikan paling 
lambat 2 (dua) hari kerja sebelumnya. 
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3. Setelah Rapat : 

Kegiatan yang dilakukan setelah rapat sebagai upaya 
untuk menindaklajuti rekomendasi Tim Kajian adalah dengan 
segera menyusun laporan singkat (berdasarkan prosedur baku 
penyusunan kesimpulan rapat dan laporan singkat) yang 
disampaikan kepadaAnggota paling lambat 1 (satu} hari setelah 
pelaksanaan rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat. 

Untuk mendukung kegiatan tersebut, Sekjen DPR RI telah 
mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI 
Nomor 395/SEKJEN/2007 tentang Petunjuk pembuatan 

b. Menetapkan pedoman rekrutmen, persyaratan, dan 
ketentuan mengenai evaluasi secara berkala (setiap 6 
bulan) bagi tenaga ahli. 

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, menghasilkan output 
yaitu telah diselenggarakannya pendidikan dan pelatihan Tata 
Cara Penyusunan Kesimpulan Rapat, Laporan Singkat dan 
Resume Rapat pada bulan April 2007 yang diikuti oleh para 
stat Komisi dan Alat kelengkapan Dewan serta para staf 
Perancangan Undang-Undang. 

Setjen DPR RI juga telah menyelenggarakan lokakarya 
pada bulan Desember 2007 guna mengkaji dan merumuskan 
sistem rekrutmen dan mekanisme kerja tenaga ahli. 
Selanjutnya pada bulan Pebruari 2008, Sekretariat Jenderal 
melakukan verifikasi administrasi tenaga ahli yang 
diperuntukan bagi masing-masing Anggota DPR, Alat 
Kelengkapan DPR, dan Fraksi-Fraksi. Sedangkan assessment 
dilakukan oleh lembaga independent sesuai ketentuan yang 
berlaku. 



Naskah Resmi dan Surat Dinas DPR RI dan Sekretariat 
Jenderal DPR RI. Surat Keputusan tersebut memuat antara 
lain pedoman penyusunan Risalah Rapat Paripurna, Catatan 
Rapat Alat kelengkapan Dewan, Laporan Singkat Rapat Alat 
Kelengkapan Dewan, Laporan Delegasi Ke Luar Negeri, 
Laporan Kunjungan kerja, Program legislasi Nasional, 
lnventarisasi Masalah, Laporan Dewan, Laporan Sekretariat 
jenderal, dan daftar lnventarisasi Masalah. 

Selain dikeluarkannya Surat keputusan tersebut, 
Sekretariat Jenderal telah menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan bagi para staf Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan 
serta para staf Perancangan Undang - Undang, mengenai tata 
cara penyusunan kesimpulan rapat, laporan singkat dan 
resume rapat. 

Terkait dengan rekomendasi ini, juga telah disusun draf 
revisi Peraturan Tata tertib DPR RI terkait dengan substansi 
pelaksanaan rapat sebagai berikut, yaitu : 

1) penentuan kuorum untuk membuka rapat: dihadiri oleh 
60% wakil fraksi atau 50% + 1 dari jumlah Anggota. 

2) penentuan kuorum pengambilan keputusan: dihadiri oleh 
60% wakil fraksi atau 50% + 1 dari jumlah Anggota. 

3) dalam pelaksanaan rapat diperlukan adanya pembatasan 
waktu untuk bicara, yaitu 3 kali 3 menit untuk masing­ 
masing Anggota dengan diselingi jawaban Pemerintah. 

4) Anggota sudah mempersiapkan pertanyaan sebelum rapat 
dirnulai dengan didukung data dan informasi yang akurat. 

5) Anggota yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) 
menit kehilangan hak bicara dalam rapat. 

16 
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B. Rekomendasi Tim Kajian untuk memperbaiki manajemen dan 
mekanisme Kunjungan Kerja Anggota Dewan ditindakfanjuti oleh 
Tim Peningkatan Kinerja dengan melakukan beberapa kegiatan 
sebagai berikut: 

1 . Membuat rnekanisrne baku mengenai pelaksanaan kunjungan 
kerja perorangan lintas fraksi (berdasarkan daerah pemilihan) 
dan lintas Komisi. 

1 . Melakukan kompilasi kesimpulan Rapat Kerja yang belum/tidak 
difindaklanjuti oleh Pemerintah untuk menjadi bahan rapat dan 
agenda Rapat Konsultasi DPR RI dan Presiden. 

2. Mempersiapkan pokok-pokok pembicaraan antara Pemerintah 
dan DPR RI dalam Rapat Konsultasi. 

Dalam pelaksanaannya, meskipun telah diupayakan 
kegiatan tersebut, namun sampai saat ini belum semua Komisi 
atau A/at Kelengkapan melakukan kompilasi kesimpulan Rapat 
Kerja dan mempersiapkan pokok-pokok pembicaraan antara 
Pemerintah dan DPR RI. 

6) sanksi bagi Anggota yang tidak hadir dalam rapat. 

7) sanksi bagi Anggota yang meninggalkan rapat sebelum 
ditutup. 

8) adanya kewajiban Menteri untuk menindaklanjuti 
kesimpulan Rapat Kerja yang diatur dalam Undang­ 
Undang. 

Rekomendasi kedua yang harus ditindaklanjuti adalah 
melakukan konsultasi dan koordinasi dengan lembaga lainnya. 
Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan adalah 
sebagai berikut : 
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D. Rekomendasi selanjutnya adalah membentuk kelompok kerja 

pengaduan masyarakat pada masing-masing alat ke!engkapan 

DPR RI. 

2. Mengupayakan untuk membentuk kelompok kerja pengaduan 

masyarakat pada masing-masing alat kelengkapan DPR RI. 

Mengenai mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat, 

sebagai acuan telah disusun Pedoman Mekanisme Penanganan 

Surat Apirasi dan Pengaduan Masyarakat kepada DPR RI. 

1. Membuat mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat. 

C. Tim Peningkatan menindaklanjuti rekomendasi berupa memperbaiki 

manajemen dan mekanisme penyerapan aspirasi dan pengaduan 

masyarakat, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut : 

3. Mengupayakan untuk menyediakan staf Anggota DPR RI di 

daerah pemilihannya yang menampung pengaduan 

masyarakat. 

Mengenai mekanisme baku pelaksanaan kunjungan kerja telah 

didukung dengan adanya konsep pedoman umum tentang 

pelaksanaan kunjungan kerja Komisi-Komisi dan Badan Legislasi 

dalam setiap reses Masa Persidangan. Sedangkan mengenai 

pendirian rumah aspirasi dan stat Anggota DPR RI di daerah 

pemilihannya yang menampung pengaduan masyarakat, dalam 

pelaksanaannya masih memerlukan dasar hukum. Dasar hukum 

tersebut adalah UU tentang Susduk dan Peraturan Tata Tertib DPR 

RI, yang sampai saat ini masih direvisi. 

2. Mengupayakan untuk mendirikan rumah aspirasi yang 

menjembatani Anggota DPR RI dengan rakyat di daerah 

pemilihannya. 
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E. Untuk meningkatkan kinerja DPR RI di bidang pengawasan, Tim 
Kajian juga merekomendasikan untuk membentuk Tim Perancang 
Penyusunan Jadwal Acara Rapat, yang anggotanya terdiri dari 
wakil-wakil fraksi yang menjadi Anggota Sadan Musyawarah, 
dengan kegiatan antara lain mengadakan konsultasi dengan pihak 
ketiga dalam rangka penyusunan jadwal rapat-rapat DPR RI dan 
mengadakan survei mengenai kegiatan Anggota Dewan sebagai 
bahan penyusunan jadwal rapat (untuk meminimalisasi tumpang 
tindih jadwal kegiatan Anggota). 

Terhadap rekomendasi tersebut, Tim Peningkatan Kinerja . 
menindaklanjuti dengan melakukan kerja sama dengan LPPM 
dalam rangka Perancangan/Penyusunan Jadwal Acara DPR. Dari 
pelaksanaan kegiatan tersebut telah tersusun pola baru jadwal 
rapat-rapat DPR. 

Seperti juga bidang masalah legislasi, maka pada bidang 
pengawasan ini lim-Peningkatan Kinerja DPRjuga menindaklanjuti 
rekomendasi yang pertu dilaksanakan pada tahun 2009 ini. Kegiatan 
yang dilakukan yaitu: 

Masyarakat dan telah menangani pengaduan masyarakat dengan 
baik. 

Terhadap rekomendasi ini, Tim Peningkatan Kinerja 
menindaklajuU dengan mengupayakan agar Alat-Alat Kelengkapan 
Dewan membentuk Pokja Pengaduan Masyarakat untuk 
menangani pengaduan masyarakat baik yang datang langsung 
maupun yang melalui surat. 

Terkait dengan tindaklanjut dari rekomendasi dan kegiatan 
tersebut, beberapa Komisi telah membentuk Pokja Pengaduan 
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2. Rekomendasi kedua berka ita n denga n u pay a u ntu k 
memperbaiki manajemen dan mekanisme Kunjungan Kerja 
Anggota Dewan. 

e. Anggota yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) 
menit kehilangan hak bicara dalam rapat. 

f. Sanksi bagi Anggota yang tidak hadir dalam rapat. 

g. Sanksi bagi Anggota yang meninggalkan rapat sebelum 
ditutup. 

h. Adanya kewajiban Menteri untuk menindaklanjuti 
kesimpulan Rapat Kerja yang diatur dalam Undang­ 
Undang. 

a. Penentuan kuorum untuk membuka rapat: dihadiri oleh 
60% wakil fraksi atau 50% + 1 dari jumlah Anggota. 

b. Penentuan kuorum pengambilan keputusan: dihadiri oleh 
60% wakil fraksi atau 50% + 1 dari jumlah Anggota. 

c. Dalam pelaksanaan rapat diperlukan adanya pembatasan 
waktu untuk bicara, yaitu 3 kali 3 menit untuk masing­ 
masing Anggota dengan diselingi jawaban Pemerintah. 

d. Anggota sud ah mempersiapkan pertanyaan sebelum rapat 
dimulai dengan didukung data dan informasi yang akurat. 

1. Rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti yaitu Memperbaiki 
manajemen persidangan melalui fasilitasi rapat-rapat yang 
dilaksanakan oleh Komisi-Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan 
lainnya 

U ntuk rekomendasi tersebut, maka kegiatan yang 
dilakukan adalah: 



21 

3. Rekomendasi ketiga yaitu memperbaiki manajemen dan 
mekanisme penyerapan aspirasi dan pengaduan masyarakat 

Kegiatan yang dilakukan yaitu: 

a. Membentuk kelompok kerja pengaduan masyarakat pada 
masing-masing alat kelengkapan DPR RI. 

b. Melakukan kerjasama dengan kantor pos, media cetak 
dan media e!ektronik lainnya untuk menyosialisasikan 
kotak pos pengaduan masyarakat agar dapat 
dimanfaatkan publik untuk menyampaikan aspirasinya 

Tindaklanjut yang telah dihasilkan oleh Tim Peningkatkan 
Kinerja untuk masalah ini yaitu membentuk Pokja Pengaduan 
Masyarakat di semua Alat Kelengkapan Dewan dan 
memberikan masukan dalam rangka revisi Tatib DPR untuk 
substansi penyerapan aspirasi masyarakat. 

Kegiatan yang dilakukan dlantaranya mendirikan rumah 
aspirasi yang rnenjembatani Anggota DPR RI dengan rakyat 
di daerah pemilihannya, serta menyediakan staf Anggota OPR 
RI di daerah pemilihannya yang menampung pengaduan 
masyarakat..Tim telah memberikan masukan dalam rangka 
revisi Tatib DPR can sebelumnya ketentuan untuk masalah ini 
telah diakomodir di dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, DPRD 
mengenai pendirian rumah aspirasi dan staf Anggota DPR RI 
di daerah pemilihannya yang menampung pengaduan 
masyarakat 
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b. Telah diterbitkan sebuah buku Spektrum mengenai pelaksanaan 

a. Pelaksanaan seminar setengah hari pada tanggal 6 Nopember 2007 
mengenai peran Parlemen dalam Proses Anggaran dengan 
pembicara dari lnstitut Bank Dunia (World Bank Institute) yang 
dihadiri oleh Pimpinan Fraksi-fraksi, Anggota Panitia Anggaran, 
Anggota Tim Kinerja DPR RI, Departemen Keuangan, serta staf 
Sekretariat Jenderal DPR RI yang berkaitan dengan bidang 

anggaran negara. Seminar ini dimaksudkan untuk menggali 
informasi dari pengalaman internasional sebagai masukan bagi 
peningkatan pelaksanaan fungsi anggaran serta untuk mencari 
masukan dalam rangka menyusun buku manual dan SOP serta 
siklus APBN. 

Adapun laporan Tim Peningkatan Kinerja DPR RI Bidang Anggaran 
berisi mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan da!am 
rangka menindaklanjuti rekomendasi Tim Kajian DPR RI, yaitu antara 
lain: 

Pada tahun 2007 Tim Kajian Peningkatan Kinerja DPR RI telah 
merekomendasikan kepada Tim Peningkatan Kinerja DPR RI beberapa 
hal berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran Dewan. 
Rekomendasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja DPR khususnya 
bidang anggaran. Sebagai tindak-lanjut dari rekomendasi dimaksud, 
beberapa kegiatan sudah dilaksanakan oleh DPR RI dan Sekretaritat 
Jenderal DPR RI dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran 
Dewan. 

BAB Ill 
LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI 

BIDANG ANGGARAN 
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g. Untuk dukungan data berkaitan dengan APBN, Sekretariat Jenderal 
telah melaksanakan kerjasama dengan beberapa pusat data. 

h. Memasukkan data - data APBN dalam data base berupa hasil 
analisa dan referensi. Selain itu Sekretariat Jenderal juga telah 
berlangganan data Ceic untuk memperoleh Regional Economic 
Database, Premium China Database, Sector Database, dan 
Corporate Database. 

f. Dalam rangka peningkatan kuatitas Sumber Daya Manusia di 
bidang anggaran telah dilaksanakan berbagai macam diklat, 
seminar serta on the job training mengenai penganggaran dan 
keuangan negara. 

e. Untuk memperoleh masukan dalam rangka revisi Tatib DPR 
mengenai hubungan kerja PanitiaAnggaran danAlat Kelengkapan 
DPR RI lainnya, telah dilaksanakan diskusi antara Sekretariat 
Jenderal dengan Departemen Keuangan, CSIS, ICW dan lainnya. 

d. Baleg telah mengusulkan untuk merevisi UU No. 17/2003 tentang 
Keuangan Negara dan sudah mendapat tanggapan dari Menteri 
Keuangan, sedangkan prosesnya sedang dilaksanakan di Kornisi 
XI. 

c. Selain itu juga telah dilakukan kajian/analisa pada setiap tahapan 
pembahasan APBN dan beberapa isu terkait dengan APBN, serta 
sudah terdapat draft awal prosedur kerja antara Biro Persidangan 
dan Biro Analisa Anggaran dan Pe!aksanaan APBN tentang 
dukungan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran oleh Sekretariat 
Jenderal. 

fungsi anggaran DPR RI dengan judul "Mengenal dan Memahami 
APBN" 
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e. Dalam rangka peningkatan kapasitas SOM, Pimpinan dan Anggota 
Panitia Anggaran telah mengikuti Seminar on Legislative Budqst 
Offices yang dilaksanakan pada tanggal 28 - 30 Juli 2008 di 
Washington DC. 

d. Dalam rangka peningkatan kapasitas SOM, Pim pi nan dann Anggota 
Panitia Anggaran serta staf Sekretariat Jenderal mengikuti Revised 
Budget Estimate for Participation in the 3rd Residential Summer 
school for Parliamentary Public Accounts Committee & Effective 
Parliamentary Inquiries Courses di Australia pada tanggal 3 - I 5 
Februari 2008. 

c. Untuk meningkatkan kualitas staf telah diselenggarakan kursus 
tentang "Effective Financial Scrutiny: The Role of Parliament in 
Public Finance" atas kerjasama Sekretariat Jenderal DPR RI 
dengan World Bank Institute (WBI) dan COi. 

b. Rencana pembentukan Kantor Akuntabilitas Publik (KAP) dan 
Kantor analisa Anggaran (KAA) tersebut diatas telah disampaikan 
kepada Pansus RUU tentang Susunan dan Kedudukan 
MPR,DPR,DPD,DPRD sebagai masukan, dan telah diakomodasi 
dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan 
DPRO menjadi Sadan Akuntabilitas Kinerja Negara (BAKN). 

a. Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi tentang pembentukan 
Kantor Akuntabilitas Publik (KAP) dan Kantor Analisa Anggaran 
(KAA) telah diadakan beberapa diskusi dan rapat koordinasi antara 
Pimpinan Panitia Anggaran, tenaga ahli dan Deputi Sekretaris 
Jenderal bidang Anggaran dan Pengawasan. 

Pada tahun 2008 Tim Peningkatan Kinerja DPR RI juga telah 
melakukan berbagai kegiatan terhadap tindak !anjut atas rekomendasi 
dari Tim Kajian, yaitu antara lain: 
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k. Oalam mendukung fungsi pengawasan Dewan, Dewan telah 
meminta BPK RI untuk melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu terhadap beberapa kegiatan/issu. Pada tahun 2008 
terdapat peningkatan yang signifikan terhadap pemeriksaan dengan 
tujuan tertentu sejumlah 26 entitas di lingkungan Kementerian/ 
Lembaga, sedangkan 11 entitas di lingkungan BUMN. Hal ini 
menunjukkan adanya fungsi pengawasan DPR dengan 
bekerjasarna dengan lembaga tinggi negara BPK RI. 

J. Dalam rangka meningkatkan dukungan substansi kepada Dewan, 
Sekretariat Jenderal telah menyampaikan beberapa kajian ten tang 
APBN sejumlah 18 judul yang terkait dengan issu-issu ekonomi 
yang terjadi pada tahun 2008. Hasil kajian/analisa disampaikan 
kepada Kom1si XI dan Panitia Anggaran sebagai usaha untuk 
meningkatkan dukungan substansi dari Sekretariat Jenderal kepada 
Dewan. 

i. Rapat BURT telah membentuk Panja untuk menyusun Rencana 
Strategis DPR RI Tahun 2010-2014, termasuk didalamnya 
mengembangkan indikator kinerja DPR RI. 

h. BURT bersama-sama dengan Sekretariat Jenderal menyiapkan 
usulan Nomenklatur baru dalam rangka menyusun anggaran yang 
sesuai dengan karakteristik tug as dan fungsi DPR RI. >' 

g. Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi anggaran telah 
ditetapkan tenaga ahli untuk analisa tindak lanjut temuan BPK. 

f. Staf Sekretariat Jenderal dan Tenaga Ahli Panitia Anggaran 
menghadiri seminar on Parliamentary Budget Analysis pada tanggal 
19 - 31 Oktober 2008 di Washington DC. 



26 

Untuk rekomendasi tersebut kegiatan yang dilakukan yaitu 
menyiapkan usulan Nomenklatur baru dalam rangka menyusun 
anggaran yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi DPR RI. 
Output yang telah dihasilkan yaitu Tim meminta agar BURT bersama­ 
sarna dengan Sekretariat Jenderal menyiapkan usulan Nomenklatur 
baru dalam rangka menyusun anggaran yang sesuai dengan 
karakteristik tugas dan fungsi DPR RI. 

Rekomendasi Anggaran yang sesuai dengan karakteristik tugas 
dan fungsi DPR 

Pada tahun 2009 Tim Peningkatan Kinerja DPR juga 
menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang terkait dengan bidang 
anggaran. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut: 

o. Mengingat adanya permasalahan tentang tindak-lanjut atas temuan 
BPK RI di DPR RI maka telah diadakan diskusi dengan tema: 
;'Hubungan Antara BPK RI - DPR RI Yang Efektif'. 

n. Dewan telah mengundang BPK di Panja RAPBN 2009 dalam 
rangka pembahasan tentang cost recovery pada saat Panja 
menghadapi Kementerian dan Lembaga. 

rn Sekretariat Jenderal telah melakukan Diskusi/Seminar tentang 
Pembentukan Kantor Akuntabilitas Publik dan Kantor Analisa 
Anggaran pada bulan Oktober 2008 di Hotel Crown, Jakarta. 

Sekretariat Jenderal telah mencoba membuat analisa kebijakan 
terhadap timbulnya serta penyebab yang berpotensi terhadap 
penyimpangan keuangan negara di Kementerian/Lernbaga. Hasil­ 
hasil analisa sejumlah 9 analisa telah disampaikan ke beberapa 
atat kelengkapan dan pansus. 
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Rekomendasi Peningkatan kapasitas SOM staf Sekretariat Jenderal 
DPR untuk bidang Anggaran, ditindaklanjuti dengan melakukan 
kegiatan mengikuti pendidikan singkat atau seminar bidang anggaran, 
diantaranya dengan telah mengikuti kursus tentang "Effective Financial 
Scrutiny: The Role of Parliament in Public Finance" atas kerjasarna 
Sekretariat Jenderal DPR RI dengan World Bank Institute (WBI) dan 
CDI. 

Rekomendasi Meningkatkan kualitas data dan Analisa APBN 
ditindaklanjuti dengan melakukan kegiatan menyiapkan data dan analisa 
APBN. Untuk mewujudkan hal tersebut maka akan diupayakan untuk 
membangun pusat data dan analisa APBN 

Rekomendasi ini kemudian ditindaklanjuti melalui kegiatan 
pembentukan Panja di BURT untuk menyusun Rencana Strategis DPR 
RI Tahun 2010-2014. hasil yang diperoleh, Panja telah mengembangkan 
indikator kinerja DPR RI dan membahas draft Renstra DPR yang 
diajukan oleh Setjen DPR RI. 

Rekomendasi Menyusun Rencana Strategis DPR RI Tahun 2019· 
2014 
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Dibentuknya kerjasama ini tidak terlepas dari peran baru DPR 
sebagai lembaga utama pembuat kebijakan publik dan politik di 
Indonesia. Sebagai sebuah lembaga, DPR masih perlu 
meningkatkan kapasitas yang dimilikinya sesuai dengan peran 
barunya itu. Melalui kerjasama ini diharapkan dapat terbentuk 
sebuah lembaga keparlemenan yang mampu menjalankan funqsi- 

.. .. rrrekanisme-kelernsaqaan yang mapan. · 

1. Kerjasama Sekretariat Jenderal DPR RI dengan UNDP 

Tujuan dari kerjasama ini pada dasarnya adalah membangun 
sistem keparlemenan Indonesia yang sesuai dengan perubahan­ 
perubahan konstitusional dan demokrasi. Tujuan lainnya dari 
kerjasama ini adalah meningkatnya kapasitas alat kelengkapan 
Dewan dan struktur pendukung sehingga menghasilkan proses 
polltik yang berkualitas dan memberi hasil yang didasarkan atas 

Dalam upaya meningkatkan kinerja anggota Dewan sesuai dengan 
fungsinya dibidang legis!asi, anggaran dan pengawasan, Pimpinan 
Dewan dan Sekretariat Jenderal DPRRI, telah merintis kerjasama 
dengan beberapa pihak yang dianggap mampu mempromosikan 
produk-produk yang telah dihasilkan oleh anggota Dewan melalui 
pemanfaatan kemajuan teknologi jaringan informasi. Melalui kerjasama 
semacam ini diharapkan produk-produk yang dihasi!kan oleh anggota 
Dewan akan semakin berkualitas. Sementara pada waktu yang 
bersamaan, Sekretariat Jenderal akan senantiasa memberikan 
dukungan sistemik yang semakin baik. Beberapa kerjasama yang dapat 
disebutkan disini antara lain : 

BABIV 
LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPRRI 

BIDANG KERJASAMA LUAR NEGERI 
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Tugas mereka adalah memberikan dukungan kepakaran dan 
pengetahuan dalam merancang dan membuat jaringan komputer 
Local Area Network (LAN) dan Virtual Local Area Network (VLAN) 
yang pengamanannya secara berkesinambungan. Sehingga 
siapapun juga yang berkepentingan dengan produk-produk yang 
dihasilkan oleh para anggota Dewan dibidang legislasi, anggaran 
dan pengawasan dapat lebih mudah mengakses. Salah satu tugas 
yang telah dihasilkan oleh tenaga ahli WUSKI antara lain 
memperbaharui situs DPRRI yang terkait dengan pelaksanaan 
tugas dan fungsi pokok DPRRI. 

Didalam melaksankan kerjasama ini, Sekretariat Jenderat 
DPRRI masih menghadapi kendala berupa belum tersedianya 
tenaga khusus yang mampu mengimplementasikan program­ 
program yang diberikan tenaga WUSKI sehingga didatam 
pelaksanaannya tenaga ahli dari WUSKI bukan hanya merancang 
tetapi juga mengaplikasikan program-program kerjanya sendiri. 

2. Perjanjian Kerjasama Antara Sekretariat Jenderal DPR RI 
dengan World University Service Komite Indonesia (WUSKI) 

Tujuan dari perjanjian ini adalah menyelenggarakan program 
penempatan alumni Mahasiswa Indonesia yang menyelesaikan 
pendidikan master di Jerman sebagai tenaga asistensi pada 
Sekretariat Jenderal DPRRI. Tenaga asistensi yang diperbantukan 
memiliki kualifikasi seperti yang dikehendaki oleh Sekretariat 
Jenderal DPRRI. 

fungsinya dengan kualitas tinggi dan daoat dipertanggungjawabkan 
kepada publik. Sedangkan Sekretariat Jenderal DPR RI 
memberikan dukungan yang efektif dan efisien kepada pekerjaan 
para anggota Dewan. 
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GLIN merupakan jaringan informasi hukum melalui jaringan 
internet (http://www.glin.gov) yang diprakarsai oleh Kongres AS 
dengan tujuan untuk saling tukar menukar informasi di bidang 
hukum dan perundang-undangan diantara pihak-pihak 
penandatangan. Basis data disimpan di sebuah server di 
Perpustakaan Kongres dan semua negara anggota GLIN dapat 
mengakses informasi ini melalui internet. 

4. GLIN (Global Legal Information Network) 

DPR RI telah berpartisipasi dalam sistem basis data digital 
legislatif internasional yang disebut GLIN (Global Legal Information 
Network). Keikutsertaan Indonesia ditandai dengan penandatangan 
penjanjian oleh Ketua DPR RI Agung Laksono pada tanggal 16 
Desember 2006. Dengan penandatanganan ini Indonesia menjadi 
anggota GLIN yang ke 36. 

3. Memorandum of Understanding Between The House of 
Representative of Indonesia and The House Democracy 
Assistance Commission of United States House of Representative 

Kerjasama ini bertujuan untuk memfasilitasi pertukaran 
informasi dan berbagi pengetahuan antara kedua belah pihak di 
bidang legislasi terutama dalam ha! implementasi sistem informasi. 
Pertukaran informasi dan data dibidang legislasi ini dimaksudkan 
untuk meningkatkan kualitas legislasi yang dihasilkan serta 
kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat di masing-masing 
negara untuk mengakses informasi di bidang legislasi tersebut. 

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian ini, kedua belah pihak 
sepakat untuk mengadakan program pelatihan bagi anggota 
Dewan, staf ahli, perancang UU dan peneliti untuk meningkatkan 
sistem dan proses pembuatan legislasi. 
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4. Melakukan penyediaan intormasio hukum dan peraturan 
perundang-undangan. 

5. Merencanakan pelatihan bagi tenaga-tenaga khusus pengelola 
GUN. 

3. Menyusun program kerja, perencanaan, pengelolaan dan 
pemeliharaan serta updating data dan informasi tentang proses 
pembuatan perudangan-undangan. 

2. Menyusun mekanisme dan SOP tim kerja. 

1. Membentuk tim kerja dibawah koordinasi Perpustakaan 
DPRRI. 

Untuk menindaklanjuti keikutsertaan DPRRI dalam program 
GUN tersebut, Sekretariat Jenderal DPRRI telah menyusun 
kerangka kegiatan sebagai berikut: 

4. Pengelolaan dan pemeliharaan serta publikasi peraturan 
perundang-undanoan. 

3. Penyediaan data dan informasi sebagai bahan pengambilan 
keputusan atau kebijakan. 

2. Penyediaan akses data peraturan perundang-undangan bagi 
negara anggota dan publik. 

1. Penyediaan data dan informasi tentang peraturan perundang­ 
undangan, sejarah pembentukan peraturan perundang­ 
undangan, referensi-referensi tentang keterkaitan dengan 
proses pembuatan perundang-undangan serta updating data 
dan informasi peraturan perundang-undangan. 

Ruang lingkup kegiatan GUN antara lain: 
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Untuk itu kegiatan yang dilakukan yaitu menjadi tuan rumah 
penyelenggaraan pertemuan Dewan Eksekutif Asian Parlementary 

Meningkatkan diplomasi parlementer yang dijalankan oleh DPR 
RI 

3. Perlu ditetapkan penanggungjawab pengelola GLIN DPRRI. 

Pada tahun 2009 rekomendasi yang perlu dijalankan oleh Tim 
Peningkatan Kinerja DPR RI yaitu: 

2. GLIN OPRRI perlu segera melakukan: pelatihan khusus, 
oenyediaan staf pengelola khusus, serta prasarana khusus. 

I. Secara nasional GLIN Indonesia perlu menetapkan sebuah 

lembaga khusus yang bertanggung jawab terhadap 
penanganan GLIN; 

Memperhatikan nilai dan manfaat GUN serta memperhatikan 
permasalahan yang dihadapi GLIN DPRRI, maka 

direkomendasikan: 

4. Belum tersedianya pelatihan khusus pengelolaan GLIN. 

3. Belum ada pengelola GLIN secara nasional yang bisa menjadi 
acuan. 

2. Sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang 
dimiliki masih terbatas. 

1. Belum tersedianya tenaga khusus yang mengelola GLIN seperti 
yang dipersyaratkan oleh GLIN. 

Keberadaan GUN di DPRRI pada saat ini masih menghadapi 
kendala berupa: 
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Kegiatan yang dilakukan untuk rekomendasi ini yaitu menyusun 
diplomasi parlementer yang dijalankan oleh DPR RI dalam sebuah buku. 
Untuk itu telah diluncurkan buku "Diplomasi DPRRI: Dari Senayan ke 
Kancah Global". Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi 
kepada masyarakat umum mengenai kiprah BKSAP dalam 
melaksanakan diplomasi palemen secara aktif dengan menjadi anggota 
dan dalam beberapa kesempatan menjadi penggagas organisasi 
parlemen regional dan internasional serta rnenjalin hubungan bilateral 
dengan parlemen negara lain. 

Meningkatkan sosialisasi diplomasi parlementer yang dijalankan 
oleh DPR RI 

Assembly {Executive Council APA), serta menyiapkan agenda sidang 
yang akan disahkan dalam Sidang Pleno APA yang diputuskan untuk 
diselenggarakan di Bandung pada bu1an November 2009. Output yang 
telah dihasilkan untuk rekomendasi ini adalah menyempurnakan Piagam 
(Charter) dan mekanisme kerja {Rules of Procedure) APA yang akan 
disahkan pada sidang pleno bulan November mendatang, serta Delegasi 
lndonesia berhasil meyakinkan delegasi negara-negara peserta lainnya 
agar APA mengurangi jumlah Standing Committee dari l!ma menjadi 
tiga agar ke depan APA lebih efektif dan efisien dalam membahas 
permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara di Asia 
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c. Menginventarisasi usulan-usulan dari Dewan Perwakilan 
Daerah terhadap RUU yang akan dalam daftar Program 
Legislasi Nasional, baik 5 tahunan maupun prioritas 1 tahunan. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu 
telah disusunnya draft awal urutan prioritas RUU yang kemudian 
diserahkan kepada Badan Legislasi DPR untuk dijadikan bahan 

b. Menginventarisasi usulan-usulan dari komisi, fraksi, maupun 
masyarakat terhadap RUU yang akan masuk dalam daftar 
Program Legislasi Nasional, baik lima tahunan maupun prioritas 
satu tahunan 

a. Menginventarisasi RUU yang belum selesai dibahas pada 
tahun tahun sebelumnya 

1 Rekomendasi yang harus dijalankan yaitu menyiapkan draft awal 
daftar urutan RUU, baik prioritas tahunan maupun Program Legislasi 
Nasional 5 tahunan, sebagai bahan rapat koordinasi antara Badan 
Legis!asi dan Menteri Hukum dan HAM RI. Berdasarkan 
rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa: 

Pada tahun 2007 Tim Peningkatan Kinerja DPR RI Bidang Sistem 
Pendukung memiliki tugas menindaklanjuti rekomendasi Tim Kajian 
Peningkatan Kinerja DPR RI khususnya berkaitan dengan peningkatan 
kapasitas dan hal-hal yang harus ditindaklnajuti oleh Sekretariat Jenderal 
DPR RI. Pada tahun 2007 ini, berbagai kegiatan yang telah 
dilaksanakan oleh Tim Peningkatan Kinerja DPR RI Bidang Sistem 
Pendukung yaitu: 

BAB V 
LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI 

BIDANG SISTEM PENDUKUNG 
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a. Menginventarisasi materi-materi yang perlu ditampi!kan dalam 
kanal-kanal database Perancangan Undang-Undang yang 
akan ditermpatkan dalam website www.dpr.go.id 

3. Rekomendasi ketiga yang harus dilaksanakan yaitu rnembangun 
database Perancangan Undang-Undang. Berdasarkan 
rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa: 

a. Mengikuti rapat-rapat koordinasi antara Sadan Legislasi DPR 
dengan Menteri Hukum dan HAM RI yang membahas 
penentuan Prioritas Daftar Program Legislasi Nasional, baik 5 
tahunan maupun prioritas 1 tahunan. 

b. Menyusun buku Prioritas Daftar Program Legislasi Nasional, 
balk 5 tahunan maupun prioritas 1 tahunan. 

c. Menampilkan Prioritas Daftar Program Legislasi Nasional, balk 
5 tahunan maupun prioritas 1 tahunan dalam website 
www.dpr.go.id 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu: 
telah disusunnya buku mengenai Keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor: 01/DPR Rl/111/2004-2005 
tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 
2005-2009. Selain itu menampilkan Prioritas Daftar Program 
Legislasi Nasional, baik 5 tahunan maupun prioritas 1 tahunan 
dalam website www.dpr.go.id. 

2. Rekomendasi kedua yang harus dilaksanakan yaitu sosialisasi hasil 
penetapan Program Legislasi Nasional. Berdasarkan rekomendasi 
tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa: 

rapat koordinasi bagi Sadan Legislasi DPR dengan Menteri Hukum 
dan HAM. 
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d. Melakukan rapat penyusunan kajian urgensi penyiapan RUU. 

c. Mengumpulkan peraturan perundangan yang relevan dengan 
materi RUU serta mengkaji UU yang akan direvisi. 

b. Mengumpulkan data-data yang relevan dengan materi RUU 

berupa hasil penelitian/kajian/berita-berita dari media massa, 
internet, buku-buku ilmiah 

a. Melakukan diskusi terbatas dengan mengundang Pakar yang 
bidang keahliannya sesuai dengan materi RUU yang akan 
disusun. 

4. Rekomendasi keempat yang harus dilaksanakan yaitu 
melaksanakan kajian urgensi penyiapan RUU dari Pemerintah 
yang diamanatkan di dalam Prolegnas. Berdasarkan 
rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa: 

c. Membangun kerjasama dengan Universitas, LSM, Lembaga 
Kajian untuk melengkapi database Perancangan Undang­ 
Undang. 

Namun dernikian upaya untuk membangun database 
Perancangan Undang-Undang pad a tahun 2007, be I um dapat 
dilaksanakan karena belum ada kemampuan SOM untuk mengisi 
database Perancangan Undang-Undang, belum ada kerjasama 
dengan Universitas/LSM/Lembaga Kajian, dan perlu peningkatan 
kemampuan server. Untuk itu rekomendasi ini diluncurkan dari 
tahun 2007 ke tahun 2008 

b. Mengisi kanal-kanal database Perancangan Undang-Undang 
sesuai dengan NA RUU, Draft RUU, usu Ian masyarakat, data­ 
data penunjang RUU, serta pembahasan RUU di DPR. 
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c. Sinkronisasi dengan UU No. 1 O tahun 2004 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

d. Menyusun manual tentang tata cara pembentukan peraturan 
perundang-undangan 

e. Mensosialisasikan manual tentang tata cara pembentukan 
peraturan perundang-undangan. 

b. Melakukan perbandingan tata cara pembentukan peraturan 
perundang-undangan dari Pemerintah, Universitas dan LSM/ 
Lembaga kajian 

5. Rekomendasi kelima yang harus dUaksanakan yaitu membuat 
manual tentang tata cara pembentukan peraturan perundang­ 
undangan. Berdasarkan rekomendasl tersebut, kegiatan yang 
dilakukan berupa: 

a. Melakukan dlskusi terbatas dengan mengundang pakar yang 
bidang keahliannya terkalt dengan teknik perundang­ 
undangan. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu: 
telah disusunya kajian urgensl penyiapan RUU diantaranya: Revisi 
UU Kepegawaian, Kajian RUU Ormas, RUU Pemilihan Gubernur 
dan Bupati/Walikota, RUU Pemilihan Umum Presiden/Wakil 
Presiden, RUU Pemasyarakatan, RUU Ekstradisi. Selanjutnya hasil 
kajian disampaikan ke Badan legislasi dan Komisi yang sesuai 
dengan hasil kajian. 

Melakukan sosialisasi hasil kajian f r , 

e. Melakukan dlskusi terbatas untuk penyempurnaan kajian 
urgensi penyiapan RUU 
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7. Rekomendasi ketujuh yang harus dilaksanakan yaitu membantu 
menyiapkan naskah akademis dan draft awal RUU yang akan 
dijadikan RUU Usul lnisiatif dari DPR RI. Berdasarkan rekornendasi 
tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa: 

a. Penyusunan proposal penelitian penyiapan RUU 

b. Diklat studi perbandingan dengan unit kerja pada instansi lain 
dan studi banding di negara lain 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu: 
pelaksanaan diklat metode penelitian, diklat penulisan ilmiah, diklat 
penelusuran data ilmiah, diklat penyusunan Naskah Akadernik dan 
drat RUU, diklat kearsipan, diklat kepustakaan, diklat pranata 
kornouter, diklat keparlemenan dan perancangan UU di India dan 
Australia. 

a. Diklat bagi tenaga peneliti, legal drafter dan pejabat fungsional 
lainnya dilakukan melalui diklat tingkat dasar dan diklat tingkat 
lanjutan 

6. Rekomendasi keenam yang harus dilaksanakan yaitu melakukan 
pendidikan dan latihan bagi peneliti, legal drafter, dan pejabat 
fungsional lainnya. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan 
yang dilakukan berupa: 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu: 
Deputi PUU Setjen DPR RI telah menghasilkan draft buku manual 
tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang dilanjutkan dengan tahap uji sahih dan penyempurnaan buku 
manual tentang tata cara pembentukan peraturan perundang­ 
unda n ga n. Pencetakan buku dilakukan setelah ada 
penyempurnaan dan sosialisasi tata cara pembentukan peraturan 
perundang-undangan juga dilakukan melalui website www.dpr.go.id 



39 

b. Memasukan RUU yang telah diselesai dibahas oleh DPR 
dengan Pemerintah 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu di 
dalam Website www.dpr.go.id sosialisasi RUU dibagi atas RUU 
yang sedang dibahas, RUU yang telah selesai dibahas/RUU yang 
disetujui Rapat Paripurna DPR 

8. Rekomendasi kedelepan yang harus dilaksanakan yaitu 
memfasilitasi sosialisasi RUU dan RUU yang telah disetujui melalui 
website DPR RI. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang 
dilakukan berupa: 

a. Memasukan draft RUU dalam website DPR RI 

Kelengkapan Dewan 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu 
beberapa Naskah Akademik dan drarft RUU telah dan sedang 
dikerjakan oleh Tim Asistensi Penyiapan RUU. 

e. Penyusunan naskah akademik RUU 

f. Penyusunan draft RUU 

g. Menyerahkan Naskah Akademik dan draft RUU pada Alat 

dari hasil penelitian lainnya, kajian, berita dari media massa, 
jurnal ilmiah, dan internet. 

b. Diskusi terbatas dengan pakar yang terkait dengan 
penyempurnaan proposal penelitian dan panduan 
penqurnpulan data. 

c. Pencarian data di lapangan penelitian yang sesuai dengan 
materi yang akan diatur dalam RU U 

d. Melengkapi data penelitian dengan sumber data yang berasal 
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a. Mengisi website www.dpr.go.id dengan berita-berita yang terkait 

11. Rekomendasi kesebelas yang harus dilaksanakan yaitu 
membuka akses publik melalui website DPR-RI. Berdasarkan 
rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa: 

b. Menyusun SOP yang terkait dengan pelaksanaan tugas 
kearsipan berbasis teknologi informasi 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu 
Penyusunan Pedoman Umum Pengelolaan Tekono!ogi lnformasi 
dan SOP nya. Penyusunan dan pembahasan Pedoman ini masih 
terus dilakukan pada Panja Sistem dan Standar BURT DPR RI 
dan diluncurkan dari tahun 20072007 ke tahun 2008. 

10. Rekomendasi kesepuluh yang harus dilaksanakan yaitu 
membangun manajemen kearsipan berbasis Tl. Berdasarkan 
rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa: 

a. Menyusun pedoman pengelolaan arsip berbasis teknologi 
informasi 

9. Rekomendasi kesembilan yang harus dilaksanakan yaitu 
mengadakan pendidikan dan latihan untuk penyusunan kesimpulan 
rapat, laporan singkat, dan resume rapat. Berdasarkan rekomendasi 
tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa: melakukan pendidikan 
dan latihan bagi staf Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan, Staf 
Sekretariat Fraksi untuk penyusunan kesimpulan rapat, laporan 
singkat, risalah rapat dilakukan dengan mengundang pakar yang 
memiliki kompetensi tersebut. Pelaksanaan kegiatan tersebut 
menghasilkan (output) yaitu telah dimilikinya staf Setjen yang 
memiliki kompetensi pencatatan rapat dan diklat ini akan terus 
dilaksanakan secara periodic oleh Bagian Diktat Setjen DPR RI. 
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c. Membuat analisa terhadap Pengaduan Masyarakat 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu 
disosialisasikannya prosedur menjadi peninjau dalam rapat-rapat 
DPR, prosedur penerimaan tamu/delegasi masyarakat. Sedangkan 
hasil tabulasi pengaduan masyarakat dalam satu tahun dimuat 
dalam Buku Tahunan DPR. 

b. Menyusun mekansime penyampaian aspirasi masyarakat 
melalui surat pengaduan masyarakat 

a. Menyusun mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat 
melalui delegasi pengaduan masyarakat 

12. Rekomendasi keduabelas yang harus dilaksanakan yaitu membuat 
draft mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat, 
disosialisasikan lewat website DPR RI. Berdasarkan rekomendasi 
tersebut, kegiatan yang ditakukan berupa: 

c. Meningkatkan kemampuan server DPR 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu 
telah dilaksanakan penyempurnaan tampilan website www.dpr.go.id 
berisi berita terkini, agenda, tentang DPR, Anggota DPR, Setjen 
DPR, RUU/Pansus, Pidato, Jajak Pendapat, Serba-Serbi DPR, 
Pengaduan Masyarakat, Foto-Foto Kegiatan DPR. Tampilan 
website dpr akan disesuaikan dengan dinamika kegiatan yang 
terjadi di DPR serta kebutuhan masyarakat akan informasi. Setiap 
RUU diberikan ruang untuk membuka kanal dalam website DPR 

b. Membuka akses publik dalam pembahasan RUU 

dengan peJaksanaan tugas Dewan di bidang legislasi, 
pengawasan dan anggaran 
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16. Rekomendasi keenambelas yang harus dilaksanakan yaitu 
peningkatan Gaji kepada pegawai Setjen DPR RI sebagai pegawai 
parlemen. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang 
dilakukan berupa melakukan kajian peningkatan gaji pegawai Setjen 
DPR sebagai pegawai parlemen serta mengkaitkannya dengan 
UU Nomor 43 Tahun 1999 ten tang Pokok-pokok Kepegawaian, UU 
Susduk sebagaimana telah diubah menjadi UU tentang MPR, DPR, 
DPD dan DPRD dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

14. Rekomendasi keempatbelas yang harus di la ksa nakan yaitu 
membuat draft Manajemen Rapat. Berdasarkan rekomendasi 
tersebut. kegiatan yang dilakukan berupa melakukan kontrak kerja 
dengan LPPM untuk mengkaji penjadwalan rapat-rapat di DPR. 
Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu 
perubahan Jadwal rapat DPR RI Masa Persidangan ll 2007-2008 

15. Rekomendasi ke!imabel as yang ha rus di laksana kan yai tu 
menjadikan pegawai Setjen DPR RI menjadi pegawai parlemen. 
Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan 
berupa melakukan kajian perubahan status pegawai Setjen DPR 
RI menjadi pegawai Parlemen serta mengkaitkannya dengan UU 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan UU 
Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk. Pelaksanaan kegiatan 
tersebut masih terus dilakukan dan kajian ini diluncurkan dari tahun 
2007 ke tahun 2008 

13. Rekomenda si keti gabelas yang ha rus di laksana ka n ya itu 
membentuk Badan Penge!ola Gedung dan Halaman. Berdasarkan 
rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa melakukan 
kajian mengenai pembentukan Sadan Pengelola Gedung dan 
Halaman. Pelaksanaan kegiatan tersebut masih terus dilakukan 
dan diluncurkan dari tahun 2007 ke tahun 2008. 
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b. Peningkatkan pengawasan penggunaan kartu akses khusus. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu 
sudah dipergunakannya bentuk kartu akses khusus dan 
menggunakan pintu-pintu masuk yang hanya blsa dibuka dengan 
kartu akses khusus. 

18. Rekomendasi kedelapanbelas yang harus dilaksanakan yaitu 
meredisain ruang rapat paripurna, ruang rapat alat-alat 
kelengkapan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang 
dilakukan berupa mengundang konsultan untuk mempresentasikan 
Grand Dlsain Gedung DPR. Pelaksanaan kegiatan tersebut 
menghasilkan (output) yaitu dimilikinya grand disaln Gedung DPR. 

19. Rekomendasi kesembilanbelas yang .harus dilaksanakan yaitu 
penguatan staf pendukung bidang legislasi dan anggaran Setjen 
DPR Rl mela\ui kerjasama dengan pihak penyadang dana. 
Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan 
berupa melakukan pelatihan-pelatihan, seminar, kajian-kajian bagi 
SOM Setjen DPR yang terkait dengan bidang legislasi dan 
anggaran. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) 

Negara serta kebijakan Pemerintah mengenai Remunerasi gaji 
pegawai negeri. Pelaksanaan kegiatan masih tersu dilakukan dan 
kajian ini diluncurkan dart tahun 2007 ke tahun 2008. 

17. Rekomendasi ketujuhbelas yang harus dilaksanakan yaitu 
peningkatan pengamanan lingkungan DPR melalui satu kartu akses 
khusus. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang 
dilakukan berupa 

a. Pendataan identitas diri Anggota Dewan, karyawan Setjen DPR 
RI, tenaga ahli dan Sespri dan pihak-pihak yang bekerja di 
DPR 
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Rekomendasi kedua yang harus dilaksanakan yaitu 
menyediakan sarana untuk mengakses data dan informasi. 
Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan 
berupa pengadaan dan pengelolaan internet (Website, Wireless/ 

Pada tahun 2008 Rekomendasi kesatu yang harus 
dilaksanakan yaitu meredesign Ruang Rapat Paripurna, Ruang 
RapatAlat kelengkapan DPR. Berdasarkan rekomendasi tersebut, 
kegiatan yang dilakukan berupa mempresentasikan konsep grand 
design termasuk rencana renovasi ruang rapat paripurna (saat ini 
sedang dalam proses lelang) sebagai bagian dari grand design 
kompleks Gedung DPR RI. Pelaksanaan kegiatan tersebut 
menghasilkan (output) yaitu me-review master plan kawasan DPR 
oleh konsultan perencana dan manajemen konstruksi yang 
ditetapkan melalui proses pengadaan. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut terus dilaksanakan sesuai 
dengan syarat pengajuan kenaikan pejabat fungsional. 

b. Melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang terkait 
dengan kenaikan pangkat pejabat fungsional 

a. Melakukan kerjasama dengan instansi induk pengatur jenjang 
pejabat fungsional mengenai karakter beban kerja yang ada 
di DPR 

20. Rekomendasi keduapu!uh yang harus dilaksanakan yaitu 
peningkatan jenjang karier pejabat fungsional. Berdasarkan 
rekomendasi tersebut. kegiatan yang dilakukan berupa; 

yaitu telah dilaksanakannya Diklat perancangan undang-undang, 

Diklat analisa kebijakan, Diklat pelatihan APBN, On the Job 
Trainning, Diklat metode penelitian, dan One paper summary brief. 
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Wi Fi) dilakukan secara professional sehingga Anggota Dewan 
dapat memanfaatkannya secara optimal. Pelaksanaan kegiatan 
tersebut menghasilkan (output) yaitu: 

a. Peningkatan kapasitas band-with internetdari 9 MBPS menjadi 
20 MBPS untuk seluruh user 

b. Pemeliharaan website www.dpr.go.id berupa pengisian dan 
perubahan data serta perubahan tampilan website 
www.dpr.go.id 

c. Pengadaan anti virus untuk 1000 user 

d. Seluruh ruangan rapatAnggota DPR telah terpasang wireless. 
Pengadaan 100 Wireless pada ruangan yang belum ada 
jaringan internet dan penambahan wireless untuk tempat diluar 
ruangan. 

e. Dilakukan monitoring terhadap cara kerja wireless. 

f. Peningkatan kehadalan system pendukung ruang server (AC 
dan UPS) 

Rekomendasi ketiga yang harus dilaksanakan yaitu melakukan 
kerjasama dengan media cetak dan media elektronik di DPR RI. 
Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan 
berupa: 

a. perbaikan ruang wartawan (pressroom) dan fasilitasnya di 
Gedung Nusantara Ill serta membangun ruang wartawan 
(pressroom) baru di Gedung Nusantara I untuk mendukung 
publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR. 

b. Peningkatan hubungan kerjasama dengan wartawan 
koordinatoriat DPR RI dalam rangka sosialisasi kegiatan 
Dewan kepada masyarakat. 
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f. Pengembangan kuantitas dan kualitas produksi TV Parlemen. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu: 

a. Dibangun ruang baru wartawan (pressroom) di Gedung 
Nusantara I serta direnovasi ruang wartawan di Gedung 
Nusantara Ill yang peresmian penggunaannya bertepatan 
dengan HUT MPR/DPR pada tanggal 29 Agustus 2008 
serta melakukan penambahan jaringan internet dan wi-fi 
di ruang wartawan (pressroom). 

b. Melakukan konfrensi pers mengenai isu actual atas 
kegiatan Dewan setiap hari Kamis dalam tajun "Nuansa 
Demokrasi" dan hari Jumat dalam diskusi yang bertajuk 
"Dialektika Demokrasi". Juga diadakan media gathering 
dua kali setahun dan media briefing setiap akhir masa 
sidang. 

c. Dilakukan blocking space (advertorial) untuk rubrik 
parlementaria di media cetak (Media Indonesia, Republika 
dan Koran Tempo) 

d. dilakukan blok spot "Public Corner" di Metro TV dwi 
mingguan, "Cate Kata" di TVRI dwi mingguan, "Forum Kita" 
di AN TV, "Bersama Wakil Rakyat" di RRI setiap Jumat, 
Liputan "Seputar Parlemen" di RRI setiap hari. Juga 
dilakukan penayangan iklan layanan masyarakat (PSA) 
produksi TV Parlemen di Metro TV, TVRI, TV One, SCTV, 
RCTI dan beberapa TV local dan Radio Elshinta. 

c. Meningkatkan sosialisasi kegiatan DPR di media cetak. 

d. Meningkatkan sosialisasi kegiatan DPR di media elektronik 

e. Memperluas cakupan sosialisasi kegiatan DPR melalui media 
cetak internal. 
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e. Memperluas cakupan terpaan media cetak internal DPR 
yaitu Majalah dan Bulletin Parmenetaria ke perguruan 
tinggi, LSM, Perpustakaan seluruh Indonesia, lnstansi 
Pemerintah, Kantor perwakilan asing, DPRD Provinsi 
seluruh Indonesia, DPRD Kabupaten/Kota seluruh 
Indonesia. lnformasi tentang kegiatan DPRD juga di update 
di situs DPR www.dpr.go.id 

f. Menayangkan hasil liputan melalui TV Plasma di sekitar 
Gedung DPR, kerjasama penayangan dengan TVRI, TV 
Swara dan TV Swasta lainnya. 

Rekomendasi keempat yang harus dilaksanakan yaitu larangan 
makan siang di dalam Ruang Rapat Paripurna. Berdasarkan 
rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa menetapkan 
waktu skors dalam Rapat Paripuma untuk istirahat, sholat dan 
makan siang. Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) 
yaitu: ditetapkannya ketentuan larangan makan siang di dalam 
ruang rapat Paripurna dan dilaksanakan dengan ditetapkannya 
waktu (skors dalam rapat) untuk istirahat, sholat dan makan siang 
(ISHOMA), kemudian melanjutkan rapat kembali. 

Rekomendasi kelima yang harus dilaksanakan yaitu larangan 
untuk merokok di Ruang Rapat. Berdasarkan rekomendasi tersebut, 
kegiatan yang dilakukan berupa: 

a. Menjadikan Ruang Rapat menjadi Kawasan Bebas Rokok 

b. Diusulkan dibangun ruangan/tempat khusus untuk merokok 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu: 

a. Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR mengenai larangan 
merokok di ruang rapat, saat ini telah dibuat tanda/gambar 
berupa tulisan atau larangan merokok yang diletakkan di tempat 
yang strategis 
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c. Kegiatan pendistribusian nomor polisi kendaraan berlambang 
DPR bagi Anggota DPR RI. 

b. Mendistribusikan lambang DPR yang melekat pada nomor 
polisi kendaraan kepada Anggota DPR RI. 

a. Melakukan penertiban penggunaan lambang DPR pada nomor 
polisi kendaraan dengan berkoordinasi dengan pihak 
kepolisian. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu: 

d. Dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan 
pemakaian kop surat, maka menugaskan kepada Setjen DPR 
RI untuk mengawasi penggunaan kop surat tersebut. 

c. Penertiban oleh Sekretariat Jenderal terhadap penggunaan 
Lambang DPR RI di kartu nama dan mobil pribadi yang 
dilakukan oleh Asisten Anggota Dewan dan Tenaga Ahl 

b. Setjen DPR RI melakukan pengawasan penggunaan Lambang 
DPR RI dengan melibatkan pihak terkait. 

a. Penggunaan Lambang DPR RI telah diatur dalam Peraturan 
DPR RI yang hanya bisa digunakan oleh yang berhak yaitu 
Lembaga DPR dan Anggota DPR. Ketentuan ini diundangkan 
dalam Lembaran Serita Negara 

Rekomendasi keenam yang harus dilaksanakan yaitu 
menertibkan penggunaan Lambang DPR RI. Berdasarkan 
rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa: 

b. Direncanakan dibangun lounge dan ruangan khusus untuk 
merokok yang anggarannya dialokasikan pada DIPA DPR 
tahun 2009. 
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b. Melakukan perawatan yang kontinu terhadap penggunaan lift 
baru khusus Anggota Dewan di Gedung Nusantara I DPR RI 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu: 
dilakukan penjagaan yang selektif oleh petugas Pamdal didepan 
pintu lift khusus Anggota DPR RI dan perawatan berkala lift khusus 
untuk Anggota DPR RI dan lift lainnya. 

a. Memaksimalkan pengawasan oleh Pamdal terhadap 
penggunaan lift baru khusus Anggota Dewan di Gedung 
Nusantara I DPR RI 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu: 
telah disusun Pedoman Umum Pengelolaan Pengamanan Dalam 
yang menjadi sistem kerja bagi petugas Pamdal dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya. 

Rekomendasi kedelapan yang harus dilaksanakan yaitu 
pengaturan penggunaan lift khusus Anggota DPR di Gedung 
Nusantara I DPR RI. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan 
yang dilakukan berupa: 

c. Membagi jadwal kerja selama 24 jam 

b. Menyesuaikan jumlah tenaga Pamdal di DPR RI dengan 
kebutuhan pengamanan dalam bagi seluruh kegiatan DPR RI 

a. Memaksimalkan tugas Pamdal di bidang pengamanan dalam 
DPRRi 

Rekomendasi ketujuh yang harus dilaksanakan yaitu 
meningkatkan profesionalisme petugas Pengamanan Dalam 
(Pamdal) di DPR RI. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan 
yang dilakukan berupa: 
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Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu 
pemeliharaan area tangga darurat secara kontinu seperti 
memberikan penerangan yang cukup terang, menjaga kebersihan 
dan "mensterilkan" area tangga darurat dari benda-benda yang 
dapat menghalangi sehingga siap digunakan dalam keadaan 
darurat jika sewaktu-sewaktu terjadi, dan melakukan pengecatan 
ulang 

Rekomendasi kesepuluh yang harus dilaksanakan yaitu 
menyediakan alternatif pintu keluar masuk kendaraan (mobil) di 
lingkungan DPR RI, jika diperlukan terutama dalam keadaan 
darurat. Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang 
dilakukan berupa: melakukan antisipasi keadaan yaitu dengan 
memberikan alternatif berupa pengaturan keluar masuk kendaraan 
(mobil) khusus untuk Anggota DPR dan karyawan melalui gerbang 
lain yang ada selain melalui pintu gerbang belakang DPR RI. 
Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu 
melakukan koordinasi oleh Bagian Pamdal dan Bagian Gedung 
dan Halaman. Alternatif pintu gerbang yang akan dibuka adalah 
pintu gerbang di samping Masjid dan Taman Ria Senayan. 

b. Lampu penerangan tangga darurat harus tetap menyala 
terutama bila terjadi hal-hal darurat seperti bencana gempa, 
kebakaran atau lift rusak. 

a. Menjadikan tangga darurat tidak dipergunakan sebagai gudang 
untuk menyimpan barang-barang 

Rekomendasi kesembilan yang harus dilaksanakan yaitu 
penggunaan tangga darurat harus sesuai dengan fungsinya. 
Berdasarkan rekomendasi tersebut, keglatan yang dilakukan 

berupa: 
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c. Pedoman Jaminan Kesehatan pada Panja Sistem dan Standar 
BURT DPR RI (Sedang dibahas dibahas di BURT) 

d. Pedoman Pengelolaan Kehumasan DPR RI pada Panja Sistem 
dan Standar BURT DPR RI (Sedang disempurnakan) 

e. Pedoman Pengelolaan Pengamanan Dalam pada Panja 
Sistem dan Standar BURT DPR RI (Telah disosialisasikan) 

f. Pedoman Pengelolaan IT (Sedang disosialisasikan) 

Rekomendasi duabelas yang harus dilaksanakan yaitu 

Pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan (output) yaitu 

a. Pedoman Pengelolaan Anggaran di DPR Rl sebagai 
pedoman untuk pengelolaan anggaran tahun 2009 

b. Pedoman Kunjungan Kerja (untuk perjalanan dinas Anggota 
ke luar negeri) tertuang dalam Keputusan Pimpinan DPR RI 
No. 70/PIMP/IV/2006-2007, tanggal 30 Juli 2007) 

d. Dijadwalkan untuk mempresentasikan Pedoman yang telah 
ada pada Rapat Tim 

c. Melaksanakan SOP pada unit kerja masing-masing 

b. Mempresentasikan SOP pada Rapat Tim Peningkatan Kinerja 
DPRRI 

Rekomendasi kesebelas yang harus dilaksanakan yaitu 
penyusunan SOP oleh Sekretariat Jenderal DPR RI. Berdasarkan 
rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan berupa: 

a. Menyusun dan mempresentasikan SOP pada Rapat BURT 
DPRRI 
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4. Pengadaan hot spot untuk wisma DPR RI di Kopo Cisarua (Tahap 
awal) 

5. Pengembangan perlengkapan labotarium komputer 

2. Pengadaan storerage server sebesar 2,4 terabyte 

3. Pengadaan anti virus lisensi dan spam server 

1. Penambahan bandwith dari 7 mbps awal tahun 2008 dan 9 mbps 
pada akhir tahun 2008 menjadi 20 mega byte per seconds (mbps) 
pada awal tahun 2009 yaitu 5 mbps melalui Vsat dan 15 mbps 
melalui kabel. 

Tindaklanjut yang dilakukan oleh Tim Peningkatan Kinerja untuk 
rekomendasi ini diantaranya: 

Menyediakan sarana untuk mengakses data dan informasi 

peningkatan jenjang karir pejabat fungsional Setjen DPR RI. 
Berdasarkan rekomendasi tersebut, kegiatan yang dilakukan 
berupa melakukan kerjasama dengan Kementerian Negara 
Pendayagunaan dan Aparatur Negara. Pelaksanaan kegiatan 
tersebut menghasilkan (output) yaitu berkaltan dengan rekomendasl 
tentang peningkatan jenjang karir pejabat fungsional telah 
dilaksanakan kerja sama dengan Menteri Pendayagunaan dan 
Aparatur Negara untuk menyempurnakan draft Naskah Akademis 
tentang pengembangan jabtan fungsional di DPR RI. 

Seperti juga pada dua tahun sebelumnya, maka pada tahun 
2009 Tim Peningkatan Kinerja DPR juga berbagai rekomendasi 
yang diperuntukan bagi bidang sistem pendukung (Setjen DPR 
RI). Beberapa rekomendasi yang dijalankan oleh Tim Peningkatan 
Kinerja DPR yaitu 
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Meningkatkan Kualitas Hubungan DPR dengan Media Massa 

Kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi ini 
yaitu mempermudah wartawan untuk mendapatkan informasi dari rapat­ 
rapat di DPR dan meningkatkan kualiltas komunikasi antara DPR 
dengan media massa. Hasil yang diperoileh dari kegiatan ini diantaranya 
tersusunya laporan singkat (lapsing) dan media release segera setelah 
rapat selesai dilaksanakan, melakukan media gathering dengan med fa 
massa koordinatoriat DPR RI, serta Membuat database analisis isi 
media massa tentang kegiatan DPR 

Kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi ini 
yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan Website www.dpr.qo.id. Untuk 
situs www.dpr.go.id, menu baru adalah siaran video streaming TV 
Parlemen, virtual show (gambar tentang gedung DPR). Sedangkan 
tampilan di bidang legislasi adalah koleksi UU dari tahun 1999 sampai 
dengan tahun 2009, RUU yang sedang dibahas dan RUU yang sudah 
disahkan dalam Rapat Paripurna. Daftar nama Anggota DPR dengan 
short daerah pemilihan juga ditampllkan sebagai upaya meningkatkan 
kualitas layanan data dan informasi. Hal lainnya berupa menampilankan 
situs www.dpr.go.id dalam bahasa lnggris, serta pengembangan 
tampilan situs Fraksi-Fraksi dan Setjen DPR RI 

Peningkatan kualitas layanan data dan informasi 

6. Pengadaan backbone fiberoptic {dalam tahap awal) 

7. Pengadaan peralatan ruang server {router dan firewall) 

8. Pengadaan software Microsoft office {OLP) 

9. Pengadaan pengolah data 
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Hingga saat ini telah dilakukan sosialisasi Pedoman Pengelolaan 
Kehumasan DPR RI kepada Alat Kelengkapan DPR RI, Fraksi-Fraksi 
di DPR dan Setjen DPR RI (menunggu pengesahan dari BURT). Juga 
telah dilakukan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan IT kepada Setjen 
DPR RI, Tenaga Ahli, Asisten Pribadi Anggota DPR RI, Sekretariat 
Fraksi. Untuk itu telah dijadwalkan untuk mempresentasikan Pedoman 
yang telah ada pada Rapat Tim Peningkatan Kinerka DPR RI. 

Penyusunan SOP oleh Sekretariat Jenderal DPR RI 

Dalam rangka memaksimalkan tugas kerja Pamdal DPR RI dan 
menciptakan rasa aman kepada Anggota DPR RI, maka untuk saat ini 
telah digunakan Pedoman Umum Pengelolaan Pengamanan Da!am 
DPR RI sebagai Panduan Kerja petugas Pengamanan Dalam, serta 
diikutsertakannya tenaga Pamdal untuk mengikuti Diklat Pengamanan 
Dalam di Sekolah Kepolisian Lido Jawa Barat 

Tindaklanjut dari rekomendasi ini yaitu dilaksanakannya Diklat 
Lemhanas, Diklatpim Tingkat I, II, Ill dan IV serta Diklat Pra Jabatan 
bagi CPNS dan Ujian Dinas penyesuaian golongan. Selain itu juga 
dilakukan Diklat Metodologi Pene!itian, Diklat Penulisan llmiah, Diklat 
Perancangan Undang-undang bagi pejabat fungsional. Juga dilakukan 
Diklat di bidang Kehumasan, Bahasa, Adminstrasi manajamen, dan IT 
Sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan Beasiswa maka Beasiswa 
diberikan untuk jenjang pendidikan S-3 kepada 4 orang, jenjang 
pendidikan S-2 kepada 18 orang, jenjang pendidikan S-1 kepada 5 
orang, dan penjajang pendidikan D-3 kepada 8 orang. 

Meningkatkan profesionalisme petugas Pengamanan Dalam 
(Pamdal) di DPR RI 

Meningkatkan kualitas SOM Setjen DPR RI 

·-···-·--- 
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Kegiatan yang dilaksanakan berupa merencanakan renovasi gedung 
DPR RI melalui penyelenggaraan sayembara grand design gedung DPR 
RI, dan telah dimulai dengan penyelenggaraan workshop tentang grand 
design kawasan gedung parlemen Indonesia. 

Meredesign Ruang Rapat Paripurna, Ruang Rapat Alat 
Kelengkapan DPR dengan 

Tindaklanjut yang telah dilakukan untuk rekomendasi ini yaitu 
telah ditambah 5 orang Peneliti pada Bidang Pengkajian P3DI Setjen 
DPR RI, mengikuti Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama bagi calon 
peneliti, menghasilkan kajian singkat yang diterbitkan 2 kali sebulan 
dan distribusikan kepada seluruh Alat Kelengkapan DPR RI, 
menggunakan redaktur ahli pada Jurnal llmiah KAJIAN, serta 
menghasilkan Booklet dan Leaflet pelayanan keahlian dan profil peneliti 

~ 

Peningkatan kualitas pejabat fungsional Setjen DPR RI 
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Penyampaian pokok-pokok revisi 
Peraturan Tata Tertib DPR oleh 
Setjen DPR kepada Tim 
Peningkalan Kinerja OPR., 
sebag ai antisipasi pad a 
perubahan Undang - Undang No. 
22 Tahun 2003 tentang Susunan 
dan Kedudukan MPR, DPR, DPD 
dan DPRD 

Sekretariat Jenderal membentuk 
Tim untuk menyusun draf Revisi 
Tata Tertib DPR; 
Mengadakan seminar untuk 
mendapatkan masukan mengenai 
revisi Tatib DPR {bekerja sama 
dengan UNDP) 
Menyusun draft revisi Tatib OPR; 

3. Merevisi Peraturan Tata 
Tertib DPR RI terutama 
mengenai kewenangan 
Sadan Musyawarah dalarn 
peng-ambilan keputusan 
dalam mene-lapkan 
Program Legislasi Nasional. 

Program Legislasi Naional 
Prioritas Tahun 2008 : 
1. Pembentukan 15 RUU 

Usul Df:>R 
2. Pembahasan 33 RUU dari 

Pemerintah dan Usul DPR 

Baleg melaksanakan koordinasi 
dengan Komisi-Komisi 

2. Mengefeklifkan koordinasi 
antara Sadan Legislasi 
dengan alat kelengkapan 
DPR RI lainnya dalam 
menentukan prioritas dan 
meng-evaluasi target 
pencapaian pem-bahasan 
Rancangan Undang­ 
Undang (RUU) per tahun 

Keputusan DPR RI Nomor 21 
DPR Rl/1112007-2008 lentang 
Program legislasi Nasional 
Rancangan Undang-Undang 
Prioritas Tahun 2008. 

Mengadakan rapat Koordinasi 
antara Baleg dengan Komisi-komisi 
untuk menentukan prioritas Program 
Legislasi Nasional dan evaluasi 
target pencapaian RUU. 

1. Mengefektifkan koordinasi 
antara Sadan Legislasi 
dengan ala! kelengkapan 
DPR RI lainnya dalam 
menentukan Program 
Legislasi Nasional. 

1. I Penyusunan 
Program 
Legislasi 
Nasional 

O'I 
-..J 
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Penetapan batas waktu 
pembahasan RUU oteh 
Bamus 
Penetapan jumlah RUU yang 
akan dibahas oleh Komisi/ 
Pansus/Baleg 

Rapa\ Bamus menentukan 
jumlah RUU yang akan dibahas 
oleh Komtsi/Pansus/Baleg 

Dalam Rapa\ Bamus, Komisi/ 
Baleg/Pansus menyampaikan 
I ap oran perkernban g an 
pembahasan RUU 

Rapa! Bamus menentukan batas 
maksimal waktu pembahasan 
RUU 

1. Menentukan batas maksimal 
waktu pembahasan RUU 
dan jurnlah RUU yang 
dibahas oleh Komisi. 

3. I Pembahasan 
RUU 

Keputusan Sekretaris 
Jenderal DPR RI Nomor 4128/ 
Sekjen/2007 ten tang 
Pembentukan Tim Pendukung 
dalam Pembentukan RUU 
Usul lnisiatif DPR dan 
Pembahasan RUU menjadi 
Undang-Undang. 

Tim telah melaksanakan tug as 
pemberian dukungan kepada 
Komisi/Pansus/Baleg dalam 
pembahasan Rancangan 
Undang-Undang dan 
pembentukan RUU usul 
inisiatif DPR 

· r1NoAK t:..ANJur1ofrtpu-t /.· 
Menyusun rnekanisme kerja staf 
pendukung dalam Pembentukan 
RUU Usu I DPR dan 
Pernbahasan RUU di Komisi/ 
Gabungan Komis1/Pansus/Baleg 

Membentuk Tim Pendukung 
Keahlian, Tim Pendukung 
Administrasi dan Tim Pendukung 
Teknik untuk membantu Dewan 
dalarn Pernbentukan RUU Usul 
DPR di Komisi/Baleg dan 
Pembahasan RLJU dt Komisi/ 
P ansus/Baleg 

Merevisi Peraturan Tata Tertib 
DPR RI terutarna rnengenai 
mekanisrne kerja stat 
pendukung penyusunan RUU. 

KEGIATAN REKOf.t.1ENl)ASf 
2. I Penyusunan 

RUU 

(J) 
(X) 
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Bamus mempertimbangkan 
substansi, mitra kerja dan beban 
kerja Komisi yang bersangkutan 
dalam menentukan Alat 
Kelengkapan Dewan yang akan 
menangani Rancangan Undang­ 
Undang. 

Menyusun Pokok-pokok revisi 
Peraturan Tata Tertib DPR RI. 

Setjen DPR menyampaikan 
kepada BAMUS Kajian RUU 
untuk menetapkan kriteria 
penanganan RUU yang berisi 
Abstraksi Materi RUU, Saran 
pertimbangan mengenai Al~l 
Kelengkapan Dewan yang akan 
menangani RUU dan waktu 
pembahasan RUU. 

Mengagendakan rap at 
Koordinasi antara Pimpinan DPR 
dengan Pimpinan Komisi-komisi/ 
Baleg dan Pimpinan Fraksi-fraksi 
untuk menentukan batas 
maksimal waktu pembahasan 
RUU dan [urnlah RUU yang 
dibahas oleh Komisi, serta 
pembatasan perangkapan 
keanggotaan Fraksi dalam 
mengikuti Panitia Khusus 
pembahasan RUU 
Memasukkan hasil rapat 
koordinasi ke dalam draft revisi 
Tatib DPR 

3. Menetapkan kriteria 
penanganan RUU oleh 
Komisi atau Panitia Khusus 
dengan mempertimbangkan 
substansi yang dibahas, 
mitra kerja, dan beban kerja 
komisi yang bersangkutan. 

2. Merevisi Peraturan Tata 
Tertib DPR RI lerutama 
mengenai: 

a) koordinasi antara Sadan 
Legislasi dengan alat 
keleng-kapan DPR RI 
lairmya untuk menentukan 
batas maksimal waktu 
pembahasan RUU dan 
jun-fah RUU yang dibahas 
oleh Komisi. 

b) pembatasan perangkapan 
keanggotaan bagi Anggota 
Fraksi dalam mengikuti 
~nitia Khusus. 
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Setiap Kom1s1/Pansus bersarna­ 
sama Pemerintah/pasangan kerja 
menyusun jadwal pembahasan 
RUU pada setiap masa 
persidangan, namun banyak 
RUU yang waktu 
pen yelesaiann ya meleset d art 
j adu al yang diperkirakan 
Sedangkan RUU APBN 2008 
akan diselesaikan bulan Oktober 
2007 

Menyusun pokok-pokok revisi 
Tatib yang berkaitan dengan 
penanganan RUU. 

Perubahan Tata Tertib 
tersebut belum dilaksanakan 

TINDAK LANJUTJQUTPOJ 

Memasukkan dalam dr af revisi 
Peraturan Tata Tertib DPR RI 
mengenai kriteria penanganan 
RU U oleh Kornisi a tau Pan ilia 
Khusus dengan 
mempertimbangkan substansi 
yang dibahas. rnitra kerj a, dan 
beban kerja komisi yang 
bersangkutan. 

Mengirim surat kepada komisi/ 
pansus/ baleg/panggar untuk 
membuat kesepakatan dengan 
pemerintah mengenai j adwal 
pembahasan RUU pada setiap 
masa persidangan 

Tata lertib DPR RI mengenai 
kriteria penanganan RUU oleh 
Kornisi atau Panitia Khusus 
dengan mempertimbangkan 
sub starisi yang dibahas, mitra 
kerja, dan beban k erja komisi 
yang bersangkutan. 

5. Mengadakan kesepakatan 
antara Pemerintah dan DPR 
R! mengenai batas waktu 
penyelesaian suatu RU U. 

4. Merevisi Peraturan Tata 
Tertib DPR RI terutama 
mengenai kriteria 
penanganan RUU oleh 
Kornisi atau Panitia Khusus 
dengan memper­ 
timbangkan substansi yang 
dibahas, mitra kerja, dan 
beban kerja komisi yang 
bersangkutan. 

KE:GlATAN .~EKOl\'tENDASI 
(J) 
0 



Menyusun draft revisi UU No. 17 
tahun 2003 

Menyusun pokok- pokok revisi Talib 
yang berkaitan dengan: 

masukan dari masyarakat dalam 
pembahasan RUU 
Sifat Rapa! Panitia Kerja 
pembahasan RU U 

7. Mer.evisi Undanq-Undanq 
Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara. 

masukan dari 
masyarakat yang terkait 
dengan pembahasan 
RUU, yang dikirimkan 
langsung ke alat 
kelengkapan DPR RI 
yang membahas RUU 
tersebut. 

b) Penentuan sitat Rapa! 
Panitia Kerja pada 
dasarnya terbuka dan 
dapat diakses oleh 
publik, kecuali rapat 
menentukan lain. 

surat/ 

6. Merevisi Peraturan Tata 
Tertib DPR RI terutama 
mengenai: 

a) Ketentuan 

en _ .... 
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Telah dilaksanakan penyusunan 
Draft perubahan Undang -­ 
Undang Nomor 15 Tahun 2004 
ten tang Pernerik s aan 
Pengeiolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara dengan 
memasukkan substansi yang 
b er k aitan dengan kekuasaan 
pengelolaan keuangan 
berdasarkan pembagian 
kekuasaan (UU No. 17 Tahun 
2003) sambil menunggu has1I 
revisi UU No. 17 tahun 2003 
tentang Keuangan Negara. yang 
dilak sanakan oleh Kornisi XI 

Telah dilaksanakan penyusunan 
draft revisi UU No. 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara 
sarnbil menunggu hasil revisi 
Undang-Undang No.17 tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, 
yang dilaksanakan oleh Komisi XI 

Menyusun draft Rancangan 
Undang -- Undang tentang 
perubahan alas Undang-Undang 
No 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan 
Negara dengan memasukkan 
substansi yang berkaitan dengan 
kekuasaan pengelolaan 
keuangan berdasarkan 
pembagian kekuasaan (UU No. 
17 Tahun 2003) · 

a. Perbend ahar aan 
b. Pengelolaan uang 
c. Pengelolaan piutang dan 

utang 
d. Pengelolaan barang milik 

negarae Pengelolaan 
mverilans 

Menyusun draft revisi UU No 1 
Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara 

Menyusun draft revisi Talib DPR 
berkaitan dengan fungsi 
anggaran 

9. Merevisi Undang-Undang 
Nornor 15 Tahun 2004 
ten tang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara. 

8. Merevisi Undang-Undang 
Nornor 1 Tahun 2004 
tenlang Perbendaharaan 
Negara. 

TINOAK L.ANJUTfOUTPUT KEGlATAN REKOMENDASI NO;, 
0) 
N 



(j) 
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Masih menunggu hasil revist 
Undang - Undang No. 17 tahun 
2003 tentang Keuangan Negara 

Substansi yang perlu diatur dalam 
perubah an adalah : 
1) BPK untuk menyertakan 

ringkasan dalam Laporan Hasil 
Pemeriksaan yang disampaikan 
kepada DPR RI; 

2) DPR dapat meminta BPK untuk 
melakukan audit lnvestigasi. 

1. Penatausahaandan 
pertanggungjawaban 

2. Pengendalian intern 
3. Penyelesaian kerugian 
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Membual k ejien/analisa pada 
setiap tahapan pembahasan 
APBN dan beberapa isu 
terkait dengan APBN 

Telah dicetak dalarn bentuk buku 

Telah dilaks anak an pada tanggal 
6 Nopember 2007 

Diskusi dalam rangka menyusun SOP 
(Panduan Tekni s) sebagai pedoman bagi 
Sekretariat jenderal dalarn memberikan 
dukungan terhadap tunqsi ariggaran. Hal i f1I 

juga berkaitan dengan rekomendasi Unsur 
Periunjanq, telah rnelakukan keg1atan untuk 
rnernberikan dukungan dalam 

Pembicaraan F-'endahuluarL antara 
lain. 

Mener1mo. mcnqumpulk an , d an 
rn: ngkaji bah an/d ata pagu indiknttf, 
Rf<P, asumsi rnakro, pokok-pok ok 
kebip1k;.m Iiskal dan pagu sernentara 
s e r ta Iorrn hasil p ernb ah as an 
asurnsi rnakro dan kebljak.an fiskal. 

Menyusun Slandar Operation Procedure 
(SOP) mek anisrne dukungan terhadap 
peiaksanaan fungsi budget 

Menyelenggarakan Seminar setengah hari 
dengan judul "Pengalaman lnlernasional 
rnenqenat peran Parlemen dalam proses 
anggaran", dengan pernbic ar a Mr. Rick 
Slapenhurst d ar i ln s titut Bank Duni a 
(W Bl)Seminar dihadiri oleh Pirnpin an 
Fraksi-fraksi, Anggota Panitia Anggaran, 
Anggota Tim Kinerja DPR RI, Deparlemen 
Keuangan, serla staf Setjen DPR RI yang 
oerkaitan dengan bi dang anggar an 
-~-------·-····- ---·- .. 

Menyusun Buku Manual untuk mendukung 
Pelaksanaan fungsi anggaran vang ak an 
dibaqikan kepadaAnggota Dewan, dengan 
Judul "Mengenal dan Memaharni APBN" 

Menyusun buku manual tentang mek anisrne 
siklus APBN dalam rangka menmgkalkan 
sosialisasi tentang siklus dan mekanisme 
APBN 

REKOMENDASI NO. TINDAK LANJUT/OUTPUT KEGIATAN 

2. 
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Untuk dukungan data, Sekretariat 
J ender al tel ah melaksanakan 
kerjasama dengan beberapa 
pusat data untuk akses data 
berkaitan dengan APBN 

Sudah dihasilkan draft awal 

2. Draft SOP mekanisme 
du kung an terhadap 
pelaksanaan fungsi anggaran 
oleh Sekretariat Jenderal 

.;::::: tiNiiRt:IWMiiOY.l#:Ui:;r,·· 

(J) 
c.n 

Mengikuti rapat-rapat pembahasan 
APBN dalam Pembicaraan 
Pendahuluan RAPBN di Komisi­ 
komisi dan Panitia Anggaran. 
Memasukkan hasil pembahasan 
pemblcaraan pendahuluan RAPBN 
dalam Database 

2. Pembahasan APBN: 
Menerima, mengumpulkan, dan 
mengkaji bahan/data Pengantar 
RUU APBN dan Nota Keuangan, 
Pemandangan Umum Fraksi, 
Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian/lembaga (RKA-KL) 
dan form hasi1 pembahasan RKA­ 
Kl komisi dengan pasangan 
kerjanya 

- Mengikuti rapat-rapat pembahasan 
APBN di Komisi-komisi dan Panitia 
Anggaran 
Mernasukkan hasil pembahasan 
APBN dalam Database 
Membuat analisa terhadap RUU 
APBN 

3. Laporan Semester I 
Menerima dan mengumpulkan 
bahan/data Laporan Semester I dan 
Prognosa 6 bulan berikutnya. 

NPfl.:::.:: :,·· .. ': .=::: :' ,::: :iekQM~ijpji~jj'j/:}u: 



Dalam perencanaan. Masih 
menunggu hasil revisi Undang - 
Undang No. 17 tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, yang 
dilaksanakan oleh Komisi XI Substansi yang perlu diatur ad alah hal­ 

hal yang berkaitan dengan kekuasaan 
pengelolaan keuangan berdasarkan 
pembagian kekuasaan (UU No. 17 
Tahun 2003) • 

a. Perbendaharaan 
b Pengelolaan uang 
c Pengelolaan piutang dan utang 

d Pengelolaan barang milik negara, 

Substansi yang perlu diatur adalah hal 
-hal yang berkaitan dengan otonomi 
DPR dalam pengelolaan keuangan 
DPR 

b. Revisi Undang-undang No. 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara 

4. I a. Revisi Undang - Undang No. 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara 

TJNDAK LANJVTfOUTPUT 

Membual analisa terhadap Laporan 
Pertanggu ngjawaban Pelaksanaan 
APBN 

Mengikuti rapat-r apat pembah asan 
Laporan Semester I dan Prognosa 
di Panitia Anggaran 

Memasu k kan h asil pembah asan 
Laporan Semester I dan Prognosa 
dalam database 

Membuat analisa terhadap Laporan 
Pembah asan Laporan Semester I 
dan Prognosa Laporan 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBN 

KEGIATAN 0) 
0) 



Sedang dilaksanakan peralihan 
dari sistem manual ke data base 

rUj:QJA.k:tAN4V-tt9vre:ut·>····.::1 
Melakukan kerjasama dengan Bappenas, 
81, Departemen Keuangan, BPS dan 
lembaga lainnya untuk membangun net­ 
working yang berkaitan dengan data-data 
}'ang mendukung APBN 

9. I Membangun Net-working dengan pusat­ 
pusat data yang berkaitan dengan APBN 
{seperti Bappenas, 81, Oepartemen 
Keuangan, BPS) 
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Sekretariat Jenderal bersama 
dengan Sekretariat Jenderal BPK 
menyusun draft tenlang tata cara 
p e nver ah an l ap c r an hasrl 
pemenksaan BPK kepada DPR RI 

Menyusun draft Jadual dan mekanisrne 
Pelaksanaan Rapa! Konsultasi secara 
In te n sif alas LHP BPK terhadap 
Peng,i1maan /\~'BN 

8. Melakukan Rapa! Konsultasi secara rnlensif 
atas Lap or an Has1I Pemeriksaan (LHP) 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
terhadap penggunaan APBN 

Telah dilaksanakan diskusi 
Sekretariat Jenderal dengan 
Oepartemen Keuangan, CSIS, 
ICW dan lainnya dalam rangka 
revisi Talib DPR 

Telah dibuat draft perubahan 
Peraturan Tata Tertib DPR RI dan 
disampaikan kepada Tim Kinerja 

Melakukan diskusi dengan Pemerintah 
dan p1hak lainnya dalam rangka efektifitas 
waktu pernb ahas an dan pelaksanaan 
Undanq - Undang No.17/2003 tentang 
Ke u ariq an Negara berkaitan dengan 
penyusunan RKA-KL 

Menyusun draft revrsi Peraturan Tata Tertlb 
DPR RI mengenai hubungan kerja Panitia 
Anggaran dan Ala! Kelengkapan OPR RI 
lainnya 

7.1 Merninta Pemerintah untuk menyampaikan 
RKA-KL disertai dengan target kinerj a, dan 
perkiraan maju tahun berikutnya pada 
masing - masing mitra kerja di OPR RI 
dengan waktu proses pernbahasan di Kornisi 
yang r elatif lebih lama . 

6.1 Merevisi Tata Tertib DPR RI (terkait dengan 
hubungan kerja Panilia Anggaran dan Alat 
Kelengkapan DPR RI) 

CJ) 
--...j 

Masih menunggu hasil revisi 
Undang - Undang No. 17 tahun 
2003 tentang Keuangan Negara 

Substansi yang perlu diatur dalam 
perubahan adalah 

BPK untuk menyertakan ringkasan 
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan 
yang disampaikan kepada DPR RI 

DPR dapat meminta BPK untuk 
melakukan audit lnvestigasi. 

5. I Revisi Undang-undang No 15 Tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelo!aan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

• TlNDAI{ LANJUT/ourf>(rr 

- --~-·---...,.--·----T"~--------- 

dan 

e. Pengelolaan inventaris 

f. Pen a tausah aan 
pertanggungjawaban 

g. Pengenda\1an intern 
h. Penyelesaian kerugian 

NO. ·KEGIA.TAN REKOMENDASI. 



~ 

01 
(0 

Mengenai penyarnpaian su rat 
undangan kepada Pemerintah 
paling lambat baru dapat 
disampaikan 2 (dua) hari kerja 
sebelumnya. Hal ini disebabkan 
masih !erjadinya perubahan 
jadwal atau agenda rapat. 

Sedangkan jawaban dan laporan 
secara terlulis dari Pemerintah 
kepada Anggota (Alat 
Kelengkapan yang bersangkutan) 
sampai saat ini masih 
disampaikan pada waktu 
menjelang rapat dimulai karena 
surat undangan yang dikirimkan 
DPR kepada Pemerinlah baru 
disampaikan paling lambat 2 (dua) 
hari kerja sebelumnya. 

:.}:·fit~NPAK:~Atilvri&~il.ii::!:! 
Persiapan sebelum Rapat Kerja: 
1. Sebelum Rapat Kerja, DPR RI telah 

menyampaikan surat undangan 
kepada Pemerintah dengan 
mencantumkan secarajelas topik/tema 
pembicaraan atau agenda rapat, paling 
lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya. 

2. Jawaban Pemerintah (bahan rapat 
mengenai topik yang dimaksud dalam 
undangan) sudah disarnpaikan kepada 
Anggota (alat kelengkapan yang 
bersangkulan) paling rambat 2 (dua) 
hari sebelum pelaksanaan rapal. 

3. Sebelum rapat dimulai, Pemerintah 
menyampaikan laporan secara tertulis 
mengenai tindak lanjut hasil 
kesimpulan Rapa! Kerja sebelurnnya. 

1. I Memperbaiki manajemen persidangan 
rnelalui fasilitasi rapat-rapat yang 
dilaksanakan oleh Komisi - Komisi dan Alat 
Kelengkapan Dewan lainnya 

t.to11:i·:H·: ,: :?,,·:· ,:R~KiM$H~~tt;:.·.:H'.·/ 
3. BIDANG PENGAWASAN 



Oraf revisi Talib telah diserahkan 
kepada Tim Peningkatan Kinerja 
DPR 

Sekretaris Jenderal sudah 
menyampaikan pokok-pokok 
revisi Peraturan Tata Tertib DPR 
RI pada tanggal 3 Oesember 
2007. 

Pelaksanaan Rapat 

F'enentuan kuorurn untuk membuka 
rapat: dihadrri oleh 60% wakil fraksi 
atau 50% + 1 dari jurnlah Anggota 

2. Penentuan kuorum pengambilan 
keputusan: dihadiri oleh 60°/., wakil 
fraksi atau 50% + 1 d ari jurnl ah 
Anggota 

3. Dalam pelaksanaan r apat diperluk an 
adanya pernb atas an waktu unluk 
bic ar a, yaitu 3 k ali 3 menit untuk 
rnasing-rnasing Anggota dengan 
diselingi jawaban Pernerinlah. 

4 Anggota su d ah rnemp er si apk an 
pertanyaan sebelum rapat dimulai 
dengan didukung data dan informasi 
yang akurat. 

5 Anggola yang datang terlambat lebih 
dari 30 (trga puluh) menit kP.hilcmgan 
hak bicara dalam rapat 

6. Sanksi bagi Anggota yang lldak hadir 
dalam r apat. 

7 Sanksi bagi Anggota yang 
meninggalkan rapat sebelum ditutup 

8. Adanya kewajib ar: Men ler i untuk 
menindaklanjuti kesimpulan Rap at 
Kerj a yang diatur d alarn lJndang­ 
Undang 

TINDAK LANJUT/OUTPlJT KEGIATAN REKOMENDASt NO. --.J 
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1. Sekjen DPR RI telah 
mengeluarkan Surat Keputusan 
Sekretaris Jenderal DPR RI 
Nomor 395/SEKJEN/2007 
tentang Pentunjuk pembuatan 
Naskah Resml dan Surat Dinas 
DPR RI dan Sekretariat 
Jenderal DPR RI.Surat 
Keputusan tersebut memuat 
antara lain pedoman 
penyusunan Risalah Rapat 
Paripurna, Catatan Rapat Alat 
kelengkapan Dewan, Laporan 
Singkat RapatAJat Kelengkapan 
Dewan, Laporan Delegasi Ke 
Luar Negeri, Laporan 
Kunjungan kerja, Program 
legislasi Nasional, lnventarisasi 
Masalall, Laporan Dewan, 
Laporan Sekretariat jenderal, 
dan daftar I nventarisasi 
Masai ah. 

2. Selain dikeluarkannya Surat 
keputusan tersebut, Setjen DPR 
RI telah menyelenggarakan 
pendldikan dan pelatihan Tata 
Cara Penyusunan Kesimpulan 
Rapat, Laporan Singkat dan 
Resume Rapat para staf Komsi 
dan Alat kelengkapan Dewan 
serta para staf Perancangan 
Undang-Undang . 

'::O 
fl(/ 
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Selelah Rapat : 

Segera disusun laporan singkat 
(berdasarkan prosedur baku penyusunan 
kesimpulan rapat dan laporan singkat} 
yang telah disampaikan kepada Anggota 
paling lambal 1 (satu) hari setelah 
pelaksanaan. 

"""' ...... 

l'Noj:.:::·::::=.:o::": :: H::::f1Kall:1~~t>Ai1Irns=,::.:.::-;.:rnm1:::1:r:::: ::.:(:=::::.= :_::'::: :: :.g&iriis;·:.: rn:-::::::.= .. :::·:;.:-:::m:::1:.:::::::·m~i).ik:t:Awo.1taumijux:rn=rn: 
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Dukungan terhadap pelaksanaan Rapat : 1 Set1en DPR RI tel ah 

1 Mengadakan pendidikan dan latihan 
menyelenggarakan 
pendidikan dan pelatihan Tata 

untuk penyusunan kesimpulan rapat, Cara Penyusunan Kesimpulan 
laporan singkat, catalan rapat, risalah Rapa!, Laporan Singkat dan 
rapal, dan hal kehumasan (rnembuat Resume Rapat pada bulan 
press release) b aqi staf Sekretariat April 2007 yang diikuti oleh 
Jenderal DPR RI yang terlibat para staf Komisi d an Alat 
langsung secara teknis, baik dalam kelengkapan Dewan serta 
pelaksanaan rapat maupun yang para staf Perancangan 
terkait dengan bidang kehumasan. Undang-Undang. 

2. Menetapkan pedoman rekrutmen, 2 Se tj e n DPR RI tel ah 
persyaratan, dan ketentuan mengenai menyelenggarakan lokakarya 
evalu asi secara berkala (se tiap 6 pada bulan De sember 2007 
bulan) bagi tenaga ahlt. gun a mengkaji d3n 

merumuskan si ste rn 

iv rekrutmen dan mekanisme 

I kerja tenaga ahli 

-....I 
N 
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1. Sudah ada konsep pedoman 
umum tentang pelaksanaan 
kunjungan kerja Komisi­ 
Komisi dan badan Legislasi 
dalam setiap reses Masa 
Persidangan. 

2. Mengenai pendirian rumah 
aspirasi dan staf Anggota DPR 
Rt di daerah pemilihannya 
yang menampung pengaduan 
masyarakat, dalam 
pelaksanaannya masih 
memerlukan payung hukum, 
revisi UU Susduk dan 
Peraturan Tata Tertib DPR RI. 

1. Membuat mekanisme baku mengenai 
pelaksanaan kunjungan kerja 
perorangan lintas fraksi {berdasarkan 
daerah pemilihan) dan lintas Komisi. 

2. Mendirikan rumah aspirasi yang 
menjembatani Anggota DPR RI 
dengan rakyat di daerah pemilihannya. 

3. Menyediakan staf Anggota DPR RI di 
daerah pemilihannya yang 
menampung pengaduan masyarakat. 

3. 

Konsultasi dan Koordinasi dengan lembaga 
lainnya 

Sampai saat ini belum semua 
Komisi atau Alat Kelengkapan 
melakukan kompilasi kesimpulan 
Rapa! Kerja dan mempersiapkan 
pokok-pokok pembicaraan antara 
Pemerintah dan DPR. 

1. Melakukan kompilasi kesimpulan 
Ra pat Kerj a yang b el u m/t id ak 
ditindaklanjuli oleh Pemerintah untuk 
menjadi bahan rapat dan agenda 
Rapat Konsultasi DPR RI dan 
Presiden. 

2. Mempersiapkan pokok-pokok 
pembicaraan antara Pemerintah dan 
DPR RI dalam Rapa! Konsultasi. 

Memperbaiki manajemen dan mekanisme 
Kunjungan Kerja Anggota Dewan 

2. 

IN&[:·L·· ·:.: : :. = :, :<: 1~l{C:>MiNDAs1 ::: .. : ::::!::.::: .:.·:, ,: :: :: :- .:t&.~9~1iN.'::.:: :::: .. ·:. .::.'::.: :·:::· m· : '.f.JfiQ~K·tA~wri9ijfil1rn::x 
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Beberapa Komisi lei ah 
membentuk Pokj a Pengaduan 
Masyarakat dan telah menangani 
pengaduan masyarakat dengan 
baik 

I " "~Ji.:. ... 

Alat-alat kelengkapan Dewan (dihirnb au 
untuk) mernbentuk PokJa Pengaduan 
Masyarakat untuk menangani penqaduan 
masyarakat bark yang d atano rang sung 
maupun yang melalui sur at. 

penaaduan masyarakat pada rnasmq­ 
rnas!11ci alrii kelengkapan DPR RI 

3. Mel<:ik1.ik:in kerjasarna dengan kantor 
pos, n1edia cetak dan media elektronik 
l<irnny<'J u ntuk menyosialisasikan kotak 
pos pengaduan masyarakat agar dapat 
dimanfaatkan publik unluk 
rnenyarnpaikan asprrasinya 

5 

Memperbaiki manajemen dan mekanisme 
penyerapan aspir asi dan pengaduan 
masyarakat 

Mek anisrne Penanganan 
Surat Apirasi dan Pengaduan 
Masyaraka\ kepada DPR RI. 

2 Tahun 1111 (2007) belum semua 
Ko rnisi dibentuk kelompok 
kerja pengaduan masyarakat. 

3. Tahun in1 (2007) Setjen ak an 
perlu melakukan kerjasarna 
dengan kan\or pos, media 
cctak dan media elektronik 
lainnya untuk menu aktitkan 
kembali kolak p o s 7000 
s eb aq ai saluran pengaduan 
masyarakat ke DPR 

ada 1 Sudah 

k erj a kelornpok 2 Hemben\uk 

1 Mer nbu at rnek anisrne penvarnparan 
asprr asi masyar akat. 

Pedoman 

KEGIATAN REKOMENDASI NO. 

I I 

Membentuk kelompok kerja pengaduan 
masyarakat pada masing-masing al at 
kelengkapan Df'R RI. 

4. 

TINDAK LANJUTIOUTPUT 
-.J ~ 
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Telah tersusun pola baru jadwal 
rapat - rapat DPR 

Telah dilaksanakan kerja sama dengan 
LPPM dalam rangka Perancangan/ 
Penyusunan Jadwal Acara DPR 

•11-:@::,: .. ::::::i·rnrn:m::::t:sett9i~Pll•::::;:n:,:rn::rn:rn,;:::l.l:.::·:::-j::}-:.r:t:-:::,:::::.:::.:::r::1~oifil:'.:::'t::,::::·::;::, .. :.;:::::::,I:':-'l:::,:r1:t;.,::,fifii:MifT~l@'~!i 
Membentuk Tim Perancang Penyusunan 
Jadwal Acara Rapat, yang anggotanya terdiri 
dari wakil-wakil fraksi yang menjadi Anggota 
Badan Musyawarah, dengan kegialan antara 
lain mengadakan konsultasi dengan pihak 
ketiga dalam rangka penyusunan jadwal 
rapat-rapat DPR RI dan mengadakan survei 
mengenai kegiatan Anggota Dewan sebagai 
bahan penyusunan jadwal rapat (untuk 
meminimalisasi tumpang tindih jadwal 
kegialan Anggota). 

6 



1 I Menyiapkan draft awal daftar urutan RUU, baik 
priontas tahunan maupun Program l.eqislasi 
Nasional 5 tahunan, seb aqai bahan rapat 
koordinasi antara Sadan l..egislasi can Menteri 
Hukurn dan HAM RI 

P--t---------------------'---<1-···--.--·-· 

-------·---------··· 

Menviapkan draft urutan prioritas 
RUU yang selanjutnya diserahkan 
kepada Badan Legislasi DPR 
urituk dij adik an bahan rapat 
ko ordin ast bagi Badan l.eqislasi 
DPR dengcin Menten Hukum dan 
HArv1 

TINDAK LANJUT/OUTPUT 

l\:!er,cpnventarisas1 usulan-u sulan dart 
D:..:vv::.11 f'erwakilan Dac;r<1h '.erhadap 
F<UU yang akan d alarn daf1nr Program 
l.e qrslas: Nasional, b aik 5 tahurian 
rnaupun prronlas 1 tahunm1 

I. '. 
rv1•:-:·~·1u "''~ntaris:is1 usu Ian usu Ian dari 

rr ak si. rn aupun rnasvar ak at 
,.,_;.e1·, RUU yang ak an masuk dalam 

u_ r:.., ; , .Jgram Legislasi Nasional, baik 
5 :anuri2111 maupun prioritas I tahunan 

f'.,k"'J;,, ..• entansasi RUU ycing belum 
,,,,,.;f-C;;:,, .lb arras pad a tahun tahun 
~~i.·~bc:l1 J rr·:.1ya 

KEGIATAN REKOMENDASI NO~ 
...--,.....---------------------+-----·· 

~ 4. BIDANG SISTEM PENDUKUNG (SEKRETAF~IAT JENDERAL.) 



2 I Fasilitasi kegiatan sosialisasi hasil penetapm 
Program Legislasi Nasional 

~9.t-·r•:c ::~KPM~tijf>4$(:::_,·:;:·;,:<:,: 
Tersusunnya buku mengenai 
Keputusan Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia 
Nemer: 01/DPR Rl/111/2004- 
2005 tentang Persetujuan 
Penetapan Program Legislasi 
Nasional Tahun 2005-2009, 
terdiri dari: 

a. Buku Program Legislasi 
NasionalTahun 2005-2009. 
Dicetak sebanyak 1000 
buku dan dibagikan kepada 
semua Anggota Dewan, 
Universitas, masyarakat 
dan pihak-pihak yang 
memerlukan 

b, Buku Program Legislasi 
Nasional Prioritas Tahunan. 
Dicetak sebanyak 1000 
buku setiap tahunnya dan 
dibagikan kepada semua 
Anggola Dewan; Dibagikan 
saat Sadan Legislasi DPR 
mengadakan Kunungan 
Kerja ke Universitas; 
masyarakat dan pihak­ 
pihak yang memerlukan 

Tampilan Prioritas Daftar 
Program Legislasi Nasional, 
b aik 5 lahunan maupun 
prioritas 1 tahunan dalam 
website www.dpr.go.id sedang 
disempurnakan 

:::: it!NiiK4ANiijif/,9qrnr:Y.1f,:U't 

{) 

Mengikuti rapat-rapat koordinasi antara 
Badan Legislasi DPR dengan Menteri 
Hukum dan HAM RI yang membahas 
penentuan Prioritas Dafter Program 
Legislasi Nasional, baik 5 tahunan 
maupun prioritas 1 tahunan. 
Menyusun buku Prioritas Daftar 
Program Legislasi Nasional, baik 5 
tahunan maupun prioritas 1 tahunan. 
Menampilkan Prioritas Daftar Program 
Legislasi Nasional, baik 5 tahunan 
maupun prioritas 1 tahunan dalam 
website www.dpr.go.id 

-..J 
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Upaya untuk membangun 
database Perancangan Undang­ 
Undang pada tahun 2007 belum 
dapat dllaksanakan karena 
kemampuan SOM untuk mengisi 
detebese Perancangan Undang­ 
Undang yang belum memadai, 
serta belum ada kerjasarna 
dengan Univer sit as I LSM I 
Lernbaga KaJian untuk mernbantu 
mengisi data-data yang ter k ait 
deriq an materi RUU yang sedang 
dibahas Rekornendasi in i 
diluncurk an dari tahun 2007 ke 
tahun 2008 

Menginventarisasi maleri-materi yang 
perlu dilarnpilkan dalam kanal-kanal 
database Perancangan Undang­ 
Undang yang akan ditempatkan dalam 
website • wwwd.Q.UJ.QjQ 
Mengisi kanal-kanal database 
Perancangan Undang-Undang sesuai 
dengan NA RUU, Draft RUU, usulan 
masyarakat, data-data penunpng 
RUU, serta pembahasan RUU d1 DPR. 

Membangun kerjasama dengan 
Universitas. LSM, Lembaga Kajian 
untuk melengkapi (iatalJase 
Perancangan Undang-Undang. 

NO. REKOMENOASI TINDAK LANJUTfOUTPUT KEGlATAN 

Membangun database Perancangan 
Undang-Undang. 

3 
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Rekomendasi ini telah 
dilaksanakan dan 
menghasilkan 19 kajian 
urgensi penyiapan RUU 
diantaranya: Revisi UU 
Kepegawaian, Kajian RUU 
Ormas, RUU Pemilihan 
Gubernur dan Bupatif 
Walikota, RUU Pemilihan 
Um um P residen/W akil 
Presiden, RUU 
Pemasyarakatan, RUU 
Ekstradisi. 
Hasil kajian disampaikan ke 
Badan legislasi dan Komisi 
yang sesuai dengan hasil 
kajian 
Program tersebut berlanjut 
pada tahun 2008 

:.::•• ·TmPAJ<:'-lAfiy[fgyJ;ift;Jjj: :·•····••·· 
Melakukan diskusi terbatas dengan 
mengundang Pakar yang bidang 
keahliannya sesuai dengan materi 
RUU yang akan disusun. 
Mengumpulkan data-data yang relevan 
dengan materi RUU berupa hasil 
penelitian/kaj ian/berita-berita dart 
media massa, internet, buku-buku 
ilmiah 
Mengumpulkan peraturan 
perundangan yang reievan dengan 
materi RlJU serta mengkaji UU yang 
akan direvisi 
Melakukan rapat penyusunan kajian 
urgensi penyiapan RUU 
Melakukan diskusi terbatas untuk 
penyempurnaan kajian urgensi 
penyiapan RUU 
Melakukan sosialisasi hasil kajian 

4 I Melaksanakan kajian urgensi penyiapan 
RUU dari Pemerintah yang diamanatkan di 
dalam Prolegnas 

Nrt~[:::=::.:::m::=•:.:::.:·:.::':=:i:l:'=l~IPM~HPA~J::::'::,:r:: .. ::.=:.:: .• :;::.•:::: .. ::,.:r-:,:~:n;[::;;;:;:::08''[~qi!AN 
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Draft buku manual tentang tata 
cara pembentukan peraturan 
perundang-undang an sud ah 
dihasilkan, melalui diskusi - 
diskusi dan lahap berikutnya 
adalah uji sahih dan 
penyempurnaan buku manual 
ten tang tat a cara 
pembentukan peraturan 
peru ndang-u nd ang an 

Pencetakan buku manual 
dilakukan setelah ada 
penyempurnaan tentang tata 
cara pembentukan peraturan 
perundang-undangan 
dilakuk an 

Sosialisasi tala car a 
pembentukan peraturan 
perundang-undangan melalui 
website www.dpr.go.id 
terdapat dalam folder Tata 
Tertib sub folder Pembentukan 
Undang-Undang 

o' 
l'lii 

Melakukan diskusi terbatas dengan 
mengundang p ak ar yang bidang 
keahliannya terkait dengan teknik 
perundang-undangan 
Melakukan perbandingan tata cara 
pembentukan peraturan perundang­ 
undangan dari Pemerintah, Universitas 
dan LSM/Lembaga kajian 

Sinkrorusasi dengan UU No. 10 tahun 
2004 tentang Pernbentukan Peraturan 
Peru nd ang-undang an 

Menyusun manual tentang tata cara 
pembentukan peraturan perundang­ 
undangan 

Menso sialisasik an manual tentang tata 
c ar a pembentukan peraturan 
perundang-undangan 

tata cara 
perundang- 

REKOMENDASI NO. . TINDAKLANJl.ff/QUJflUT KEGIATAN 
Membuat manual tentang 
pembentukan peraturan 
undangan 

5. 
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Diklat metodologi diikuti 15 
orang peneliti pad a bulan Juni 
2007 selama 10 hari 
Diklat statislika diikuti 15 
orang peneliti pada bulan 
Agustus 2007 selama 1 o hari 
Diklat teknis perancangan UU 
peserta 20 orang dari penelili 
dan perancang UU 
dilaksanakan bulan Februari 
2007 selama 20 hari 
Diklat penyusunan NA peserta 
15 orang calon perancang 
selama 10 hari pada bu Ian 
Agustus 2007 
Diklat computer dalam 
pengembangan IT peserta 65 
pejabat/pranata computer 
dilaksanakan bulan Mei s/d 
September 2007 selama 10 
hari 
Dik\at kearsipan dan 
perpustakaan diikuti oleh 15 
orang arsiparis dan 
pustakawan bulan Februari 
2007 selama 10 hari 
Diklat Analisa APBN diikuli 
oleh 15 orang pejabat/ 
perencana anggaran 
dilaksanakan bulan April 2007 
selama 10 hari 

t 
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- Menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan bagi peneliti yang 
dilaksanakan oleh bagian Diklat pada 
bulan Juni sampai dengan Agustus 
2007 

- Menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan bagi legal drafter yang telah 
dilaksanakan oleh bagian Diklat pada 
bulan Maret 2007 
Menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan bagi pejabat fungsional 
lainnya yaitu pranata komputer, 
arsiparis, pustakawan dan perencana 
anggaran yang telah diselenggarakan 
oleh bagian Diklat bulan Mei sampai 
dengan September 2007 

··N.ott}· .. ;:::.:.c·,·· ·:~a;-~QM~HPA$1.•:. .Yi: ': .J2l2••·.·rn ···=······•=<• KEGIAfAN.• : .•.•••. : ••.•• ·····•<··CrC·;]····· =•:r1NPAK-~N~Qf)(jgjipqf:/? ... 
Melakukan pendidikan dan latihan bagi 
penelili, legal drafter, dan pejabat fungsional 
lainnya. 

6 



Memasukan draft RUU dalarn website 
DPR RI. 

Mernasukan RUU yang telah diselesai 
dibahas oleh DPR dengan Pemerintah 

8 

Membantu rnenyiapkan naskah akademis 
dan draft awal RUU yang akan dijadikan RUU 
Usul lnisialil dari DPR RI. 

NO; 

Di dalam Website www.dpr.qo.id 
sosialisasi RUU dibagi atas RUU 
yang sedang dibahas, draf RUU 
(dalam format pdf) RUU yang 
telah selesai dibahas dan RUU 
yang disahkan pada Rapa! 
Pa1ipurnn DPR 

····---~--·---·-· , .... __ 

Naskah Akademis (tanpa drat 
RUU) yang dihasilkan berjurnlah 
2 yaitu NA RUU Pernilihan 
Gubernur d an Bupati/Walikota, 
serta NA Pengelolaan Kekayaan 
Negara 

Penyusunan proposal p en elili an 
penyiapan RUU 

Diskusi terbatas dengan pak ar yang 
terkait dengan penyempurnaan 
proposal penelitian dan panduan 
pengurnpulan data 

Pencarian data di lapangan penelilian 
yang sesuai dengan maleri yang akan 
diatur dalarn RUU 
ME;lengkapi data p erie.rtian denuan 
surnber data yang berasal dari h ast! 
penehttan lainnya, k ajian, berila d ari 
media massa, jurnal tlrruah , dan 
internet 

Penyusunan naskah akademik RU U­ 
Penyusunan draft RUU 

Menyerahkan NA dan draft RUU pada 
Alal Kelengkapan Dewan 

KEGIATAN REKOMENDASI 

>---+---· 

TINDAK LANJUJIOl.lTPUT 

~ 

Mernfasilitasi so sialisasi RUU dan RUU yang 
lelah disetujui rnelalui websinc: DPR RI. 

7 
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Menyiapkan program aplikasi yang 
sesuai dengan substansi RUU 
Up load data secara kontinyu 

9 I Membuka website DPR RI yang memuat data 
dan informasi tentang mekanisme 
pembentukan UU dalam bahasa yang mudah 
dicerna dalam bentuk narasi dan skema 
(gambar), baik bagi Anggota DPR RI 
maupun masyar akat luas, antara lain 
mengenai: 
a) pembentukan undang-undang; 
b) program legislasi nasional; 
c) Anggota Panitia Khusus/Komisi yang 

akan membahas sualu RUU; 
d) waktu pembahasan; 
e) abstraksi RUU; 
f) mekanisme/lata cara dan tenggang waktu 

masyarakat menyampaikan masukan; 
g) alamat korespondensi (alamat surat, 

telepon, fax, email) alat kelengkapan DPR 
Rl/Panitia Khusus yang akan membahas 
RUU; serta 

h) data dan informasi lainnya yang terkait 
dengan pelaksanaan fungsi legislasi. 

NP4\'/ .. : ).'mlPiK.•:filiQu¥iiuxeP.m·:•·,:• t-: '·1 ••.·• a~l<bMIEl\ltlAsiL·· ···.•.· 



-------·-- --- -----··------ 

Ter s edianva media komunikasi 
untuk pengaduan masyarakat 
yang dapat dirnanlaalk an oleh 
publik 

Tersosialisasikannya UU Nomor 
1 (J Tahun 2004 dalarn 
penyusunan dan pembahasan 
RUU kepada Anggota DPR dan 
Masvar ak at 

Press release dibagikan saat 
diadakannva konprensi pers 

TINDAK LANJUT/QUTPUT 

Mengefekttfkan kotak pas 7000 dan 
melakukan sosialisasi rne lalu i ikl an 
Jayanan masyarakat di media cetak 
maupun elektron ik 

Melakukan kerjas arna dengan Fraksi-· 
Fr ak si di DPR dan mstitus: terkai\ 
s e p e r t: media c e t ak dan media 
elektonik 

Up load website 

Menyiapkan materi so sialis asi 

MenyP-lenggarakan scrnmar 

Menyiapkan press release dari keputusan 
akhir Rapat tertutup Panitia Kerj a (Panj a) 
pembahasan RUU yang lelah disep ak ati 
untuk disarnpaikan kepada media rnass a 

12 I Meli:ikukan kerj asarna deng an kantor pos, 
media celak, dan media eleklronik lainnya 
un tuk men yo si alis asik an kotak pos 
penoaduon rn as var ak at , agar dapat 
dirnanfaatkan p ublik untuk 
menyarnpaikan aspir asinya 

11 I Menvosialisasik an Undanq-Und anq Nornor 
10 lahun 2004 ten tang Pembentukan 
Peraturan F,erundang-undangan d an 
Program Leg1slas1 Nasional melalui berbagai 
media mas s a (c e tak , e!eklronik. dan 
seb aqarnva) 

10 I Memberikan press release kepada 
masyarak<1t tentang proqrcis» pembahasan 
sualu RUU. 

···--·------·----·-·--·-· -· ·-~-- --·---·---- ·---------- I 
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Draft pedoman mengenai 
Mekanisme Penanganan 
Surat Apirasi dan Pengaduan 
Masyarakal kepada DPR RI. 

- Sedang dibahas Panja BURT 
DPR dan Sekretariat Jenderal 

- Di tetapkan Prosedur bagi 
masyarakat yang menjadi 
peninjau dalam rapat-rapat 
DPR 
Di tetapkan Prosedur 
peneritnaan tamu/delegasi 
masyarakat 

- Hasil tabulasl pengaduan 
masyarakat dalam satu tahun 
dirnuat dalam Buku Tahunan 
DPR N 

,{ 

Sedang disusun draft mengenai 
mekanisme penyampaian aspirasi 
masyarakat melalui delegasi 
pengaduan masyarakal dan 
Mekansime penyampaian aspir asl 
masyarakat melalui surat pengaduan 
masyarakat 
Membual analisa terhadap Pengaduan 
Masyarakat 

14 I Membuat mekanisme penyampaian aspirasi 
masyarakat kepada Pimpinan, alat 
kelengkapan DPR RI lainnya dan Fraksi­ 
fraksi di OPR RI serta disosialisasikan lewat 
website www.dpr.go.id 

- Tersusunnya draft Prolegnas, 
NA dan draft awal RUU 
sebagai masukan kepada 
DPR 

- Menjalin kerjasama dengan 
perguruan tinggi, lembaga 
penelitian dan BPHN 

Me/aksanakan penjajagan kerja sama 
deng~n Perguruan Tinggi dalam 
menyusun Naskah akademik dan Draf 
Awai RUU. 
Dijajagi kerja sama dengan lnstitusi 
Penelitian. 
K~rja sama dengan BPHN telah 
dilaksanakan dalatn koordinasi 
penyusunan Prolegn as 

13 I Memperluas jaringan dan meningkatkan 
kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi 
dan lembaga yang terkait dengan perundang­ 
un d angan (misalnya Sadan Pembinaan 
Hukum Nasional (BPHN), serta institusi lain 
yang bergerak di bidang penelitlen (untuk 
mendapatkan informasi yang tepat gun a dan 
tepat waktu, guna mendukung proses 
legislasi seperti penyusunan naskah 
akademis dan uji sahih). 

NO~ ···•·•·.·••; ffiit4P.A~ t:Af4iuti()Qreur: . •... : X./i<:£a!Ar:ANC ... ······.·····.·.·.·.······.·.·.··.·.·.·.··· ... ·····R.E:~QMENPA$1 /:···· 



Sedang di su sun k aji an 
mengenai pola hubungan dan 
mekanisme k erj a yang 
berkaitan dengan 
pelayananan data dan 
informasi antara P3DI dengan 
Anggota dan A lat 
Kelengkapan DPR RI s ert a 
tenaga ahli DPR 

Hasil-hasil kajian/penelitian 
mengenai pelaksan aan tugas 
dan fungsi Dewan yang 
dilekuken oleh unit-unit kerja 
pelayan an keahlian di Setjen 
OPR RI. 

"O :al 1r~ I) 

I I r· 
I I I 
~: fl(_ .... 

Menyertakan PeneJitl P301 dalam 
kegiatan d1 bidang legislasi dan 
anggaran sebaqai pendukung keahtian 

Menyusun Pedoman dan Mekanisme 
Kerja P3DI dengan Anggota DPR dan 
Ala! Kelengkapan DPR 

Membuat leaflet tentang unit-unit kerja 
pelayanan keahlian di Setjen DPR 

16 I Mengatur pola hubungan dan mekanisme 
kerja yang berkaitan dengan pelayananan 
data dan informasi antara Setjen DPR (P30l) 
dengan Anggota dan Alat Kelengkapan DPR 
RI. 

.. ·------·--! _ ... _ .. ........ ------+--· --··- I 1---- 

Menyiapkan Sarana Data dan 
tnformasi yang mudah diakses 
p u b lik melalui website 
www.dpr.go.id 

Peningkatan kapasitas dan 
pengamanan j annqan server 
DPR 

jaringan data dan inforrnasi di 
lingkungan intern DPR rnelalui 
intranet 

Menyiapkan sarana data dan inforrnasi 
yang mudah diakses oleh Anggota OPR 
dan Masyarakat 

15 I Menyediakan sarana untuk mengakses 
data dan informasi. 

TINO AK LANJUTJOUTPUT KEGIATAN NOJ . · • • REK()MENDASI co 
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Telah tersusun draft pedoman 
pengelolaan arsip berbasis Tl 
dan SOP nya 
lmplementasi SOP kearsipan 
belum dilaksanakan akan 
dibahas dengan BURT 
Dilanjutkan tahun 2008 

Menyusun pedoman pengelolaan arsip 
berbasis teknologi informasi 
Menyusun SOP yang terkait dengan 
pelaksanaan tugas kearsipan berbasis 
teknologi informasi 

19 I Membangun manajemen kearsipan berbasis 
Tl 

Diktat tata cara penyusunan 
kesimpulan rapat, laporan 
singkat dan catatan rapat 
diikuli 30 orang pegawai 
sekretariat komisi dan fraksi 
dilaksanakan bulan April 2007 
selama 10 hari. 
Diklal leknis pen~sunan DIM 
diikuti 20 orang pegawai 
sekretariat komisi dan fraksi 
serta staf PUU dilaksanakan 
bulan April 2007 selama 1 0 
hari. 

Penyelenggaraan Diklat telah 
dilaksanakan oleh bagian Diklat pada 
bulan April 2007 
Diklat dilakukan dengan mengundang 
pakar yang memiliki kompetensi 
tersebut. 
Diklat ditujukan bagi stat Sekretariat 
Ala! Kelengkapan Dewan, Staf 
perancang undang-undang Stat 
Sekretariat Fraksi untuk penyusunen 
kesimpulan rapat, laporan singkat, 
risalah rapat 

18 I Mengadakan pendidikan dan lalihan untuk 
penyusunan kesimpulan rapat, laporan 
singkat, resume rapat. 

Pendampingan tenaga peneliti 
P301 dan legal drafter dalam 
pembahasan RUU sebagai 
dukungan keahlian. 

membual leaflet tentang P3DI dan 
kegiatannya 
Meningkatkan sarana dan prasarana 
data dan informasi. 

17 I Menyasialisasikan tentang keberadaan 
unit-unit kerja keahlian di Setjen DPR serta 
Mengoplimalkan pelayanan data dan 
informasi kepada Anggola DPR RI. 



Diklat Pelatihan APBN telah 
dilaksanakan 2 kali diikuti oleh 
staf Bagian Analisa APBN dan 
Peneliti Bidang Ekonorni 
On The Job Trainning telah 
dilaksanakan 3 kali 
Oiklat Bahasa Asing, berupa 
Oikl-at Bahasa Jepang dan 
Bahasa lnggris 
Diklat RIA (tentang kebijakan 
public) telah dilaksanakan 2 
kali untuk staf Bagian Analisa 
APBN dan Peneliti 

www.dpr.go.id berisi berita terkini, 
agenda, informasi tentang 
lembaga DPR, Anggota DPR, 
Setjen DPR, RUU/Pansus, Pidato 
Pimpinan DPR, Pemantauan 
pe!aksanaan UU, Jajak Pendapat. 
Serb a-Serbi DPR, Pengdauan 
M asyarakat, Foto-Foto Keg1atan 
DPR Tampilan website dpr akan 
dis e suaik an dengan diriarnik a 
kegiatan yang terjadi di DPR serta 
kebutuhan masyarakat akan 
informasi Setiap RUU diberikan 
ruang untuk membuka kanal 
dalam website DPR 

~JI f- 
1:0 - 
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analisa mempersiapkan data dan 
berkaitan dengan RAPBN 

Mengadakan pendidikan dan latihan SOM 
Sekretariat Jenderal DPR RI dalam 

Meningkatkan kemampuan Sumber Daya 
Manusia Sekretariat Jenderal DPR RI dalam 
mempersiapkan data dan analisa berkaitan 
dengan Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (RAPBN) 

21 

1n1 tel ah 
Website 

Rekomendasi 
dilaksanakan. 

Mengisi website www dprgo.id dengan 
berita-berita yang terkait dengan 
pelaksanaan tugas Dewan di bidang 
legislasi, pengawasan dan anggaran 

Membuka akses p ublik dalam 
pembahasan RUU 

Meningkatkan kemampuan server 
DPR 

20 I Membuka akses publik melalui website DPR 
RI. 
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(X) 
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Kursus Metodologi Penelitian 
telah dilaksanakan 1 kali dan 
diikuti untuk staf Bagian 
Analisa APBN dan Peneliti 
Pelatihan pembuatan one 
paper summary brief telah 
difaksanakan 1 kali dan diikuti 
untuk staf Bagian Analisa 
APBN dan Peneliti 
Melaksanakan seminar, 
diskusi dengan Departemen 
Keuangan, Bl, BPS dan pakar 
ekonomi. Telah dilaksanakan 
sebanyak 17 kali diskusi 
dengan terna-terna diskusi 
diantaranya: Hutang dalam 
Negeri, Pengelolaan Pinjaman 
dan Hibah Luar Negeri, Upaya 
Peningkalan Kinerja Pinjaman 
dan Hibah Luar Negeri, LKPP 
2005, Pengawasan 
Perbankan Peran Bank 
Sentral dan Otoritas Jasa 
Keuangan, Pengaruh nilai 
Tuk ar terhadap industri 
perbankan dan sektor riil, 
Alokasi Belanja Daerah Tahun 
2007, Proyeksi APBN 
Strategis 2008, Proyeksi 
Makro Ekonomi 2008 

< 

c. 
v 
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Analisa Kondisi Ekonomi 
Makro Tahun 2007 

Analisa Kebij akan Utang 
Luar Negen: Pendanaan 
Program-program Prioritas 
diantara Kewajiban 
Pembayaran Bunga dan 
Cicilan Utang Luar Negeri 

Analisa Konsumsi, 
Ke sej ahter aan dan 
Pertumbuhan Ekonomi 

Analisa Kebijakan Sistem 
Moneter: Perkembangan 
Relevansi Keberadaan 
Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) sebagai Pengawas 
Jasa Keuangan Perbankan 
dan Non Perbankan. 

TlNP.AKLAN41..lT!QUTP:VT• 
1. Memasukan data-data APBN 

dalam data base, antara lain: 

a. Tahun 2006, terdiri dari 10 
buah analisa dan 1 
referensi, yaitu 

Analisa : 

Analisa Pertanggung­ 
jawaban Alas Pelaksanaan 
APBN Tahun Anggaran 
2004 

I\~ 

v1 

Melakukan kerjasama dengan Pusat 
Data 
Melakukan diskusi-diskusi dengan 
pakar 

Up load data 

KEGrATAN 

221 Membangun pusat data base dan analis a 
APBN 

~ INOl REKOMENDASI 



Tindak lanjut LKPP 2005 oleh 
Pemerintah mengenai selisih Kurs 
dan Pembiayaan Utang t.uar 
Negeri 

b. Tahun 2007 terdiri dari 6 buah 
analisa dan 6 buah referensi, 
yaitu : 

_. .\J-c'T 
Analisa: 

Analisa Kemandirian Ekonomi 
Pesca CGI 

Pengelolaan Keuangan 
Pemerintah Terhadap 
Perencanaan Anggaran dan 
Kinerja Makroekonomi. 

Referensi: 

lmplikasi Analisa 

Analisa Defisit dan 
Pembiayaan Anggaran. 

Analisa Pengalokaslan, 
Pendanaan dan fll'lekanlsme 
Penanggulangan Bencana 
Alam. 

Analisa Kondisi Kemiskinan 
Indonesia. 

Analisa Laporan 
Pertanggungjawaban Atas 
Pelaksanaan APBN Tahun 
Anggaran 2005 

-: 

c_ 

co ........ 
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Analisa Asumsi Makro 
Ekonorni RAPBN 2008 
Analisa Status Kekayaan 
Negara Pada BUMN 
Analisa SUN seb aq ai 
lnstrumen Pernb1ayaan Defisil 
APBN 
Analisa Besaran dan 
Pengelolaan Piutang Pajak 
Analisa Perkembangan 

lndikator Ek o riorru Makro 
Semester I 2007 dan 
Prognosis Semester II 2007 

Referens1 
Temuan Badan Pemeriksa 
Keu angan Atas LKPP TA 2008 
Rencana Kerja Pemerintar1 
(RKP) Tahun 2008 
Keb1jakan Perhitungan dan 
Mekanisme Dana Bagi Has1I 
(DBH) Dalam Rangka 
Keb11akan Pe rirnb anq an 
Keuangan antara Pernerintah 
Pusat dan Perner intah an 
Daer ah Kot cntue n, 
Mekanisme Jan lrnplementasi 
Penyerapan Anggaran dan 
Dampaknya Terhadap 
Pertumbuhan Ekonorni serta 
Upaya Percepatan 
Penyerapan f,nggaran 

y~ 

TINDAK LANJUT/OUTPUT KEGIATAN . REKOMENDASl co 
tv 



. 
(0 
VJ 

-, ~t~".f 
,c' -I ~.,~_J, c 

Membentuk tim kajian terhadap 
struktur kajian organisasi Setjen 
untuk mengkaji rencana 
pembentukan Sadan Pengelola 
Gedung dan Halaman. 

Menerima masukan dan 
mengumpulkan data serta melakukan 
kajian temadap pembentukan Badan 
Pengelola Gedung dan Halaman DPR 
RI 
Melakukan konsultasi pad a pihak-pihak 
terkait yang ahli dalam bidang 
Pengelolaan Gedung dan Halaman 

23 I Mengkaji Pembentukan Sadan Pengelola 
Gedung dan Halaman 

Ringkasan atas RUU tentang 
Pertanggungj awaban alas 
Pelaksanaan APBN tahun 
2006 dan laporan Hasil 
Pemeriksaan BPK Atas LKPP 
Tahun 2006 
Malriks Persandingan antara 
Pandangan Umum den 
Pendapat Umum Fraks~frakst 
DPR RI terhadap RAPBN 
2008 

2. Langganan data Ceic 
(Hongkong) 
Data Ceic berisi: Regional 
Economic Database, Premium 
China Database, Sector 
Database, Corporate 
Database 



Rekomendasi in i sudah 
dilaksanakan dalarn bentuk 
penggunaan kartu akses 
khusus 
Orang yang masuk ke Geciung 
DPR akan terseleksi, namun 
derntkian kar\u akses \.',e \if\ 
dan ruang-ruang k erj a 
Anggota Dewan belum dapat 
d.laksanakan rnenqmqat akan 
ada periataan ulang gedung 
DPR 
Membuat kearnanan d an 
kenyarnanan para Anggota 
Df,R d alarn melaksanakan 
tugasnya, serta terwujudnya 
ketertiban para tamu yang 
ak an berkunjunq ke DPR RI 

Sedang dilakukan 
p emb ah as an oleh Tim 
rernunerasi Setjen 
Tersusunnya hasil kajian 
mengenai standar gaJi 
pegawa1 Setjen DPR 

+----t--------·------------------+·-·-···-··· 

Melakukan penyempurnaan protap 
Pengamanan Oalam agar tetap sesuai 
dengan perkembang an kondisi 
sekarang ini. 

Pendataan identitas d ir i Anggota 
Dewan karyawan Sctjen DPR RI, 
tenaga ahlr dan Se spri dan pihak-pihak 
yang bekerja di DPR 

Penrngkatkan pengawasan 
penggunaan kartu akses khusus­ 
Petugas Peng am an an dalam 
melakukan seleksi terhadap tamu-tamu 
Anggota Dewan dengan lebrh ketat dan 
hanya bis a bertemu setelah 
mendapatkan iJin dari Anggota yang 
bersangkutan 

Melalrnkan k ajian peningkatan gaJI 
pegawai Setj er: DPR seb aqai p eq awai 
parlemen serta menqkaitkannva dengan 
UU Kepegawaian, UU Susduk dan UU 
Keuangan Negara serta k e bij ak an 
Pemerintah mengenai Remunerasr ga11 
pegawai negeri 

----+----------- I 

Melakukan disk usi - diskusi 
internal Seljen dan 
memerlukan payung hukum 

Peningkatan pengamanan lingkungan DPR 
melalui satu kartu akses khusus 

26 

251 Peningkatan Gaji kepada pegawai Setjen DPR 
RI sebagai pegawai parlemen 

---~-------+----------- 

Melakukan kajian perubahan status 
Pegawai Negeri Sipil Setjen DPR RI 
menjadi p e q aw at Parlemen serta 
rnenqk aitk annva o e nq an UU 
Kepeqawaien dan ULJ Susduk 

Menjadikan pegawai Setjen DPR RI menjadi 
pegawai parlemen 

24 
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Terlaksananya Diklat, antara lain: 
perancangan undang-undang­ 
analisa kebijakan 
pelatihan APBN 
On the Job Trainning 
metode penelitian 

Persiapan untu k peng adaan 
konsultan perencana dalam 
rangka redesain kawasan DPR 

Tersedianya kartu akses 
sebanyak 5741 kartu, terdiri 
dari 589 untuk Anggola DPR/ 
PAW/Pimpinan/Karlu 
Tambahan, 132 Anggota DPD, 
1425 pejabat/pegawai Setjen, 
1484 untuk tenanga ahli/ 
sespri, 85 untuk honorer, 115 
untuk pegawai MPR, 91 untuk 
pegawai DPD, 91 untuk 
penghubung, 228 untuk 
wartawan, 49 untuk cleaning 
service, 150 kartu semntara, 
1000 kartu tamu dan 25 kartu 
master 
Draft Pedoman Pengelolaan 
Keamanan sedang dibahas 
dengan BURT DPR 

~ seminar 
kajian-kajian 

Bagi SOM Setjen DPR yang terkait 
dengan bidang legislasi dan anggaran 
dilakukan 

pelatih an-pelatih an 

Menyusun perencanaan untuk 
rnelakukan redesign 
Mengundang konsultan untuk 
mempresentasikan Grand Disain 
Gedung DPR 

,. 

28 I Penguatan staf pendukung bidang legislasi 
dan anggaran Setjen DPR RI rnelalui 
kerjasama dengan pihak penyadang dana 

27 I Meredesign ruang rapat paripurna, ruang 
rapat alat-alat kelengkapan Dewan 

., 
~ 
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Rekomerid asi 1111 sudah dan 
terus dilak s an ak an se su ai 
dengan syara\ pengajuan 
kenaikan pangkal p ej ab at 
fungsiona! 
Tersedianya j ab at an 
Iunqsional yang mendukung 
tugas dan funqsi Dewan 
Naskah Ak adernis tent ariq 
jabatan Iu nq sro n al an ali s 
par le men 

One paper summary brief 

Sis t em pengawasan 
keuangan negara di Eropa 

TINDAK LANJUT/OUTPUT 

Mernbe1 ikan kesempatan yang lebih 
luas kepmla pejabat tunqsioriai untuk 
rnelakukan kegiatan se sua denqan 
bidang kcah Ii an yang d I teku 111 nya 
untuk dapat meningkatkan jerij anq 
karierriya 

Melakukan kajian tentang j ab atan 
fungsional analis parlr~men 

Mei d'.i,~<H1 kerjasama dengan 
1nstan~.: pernbina j ab atan Iunqsional 
ynn:_, '·; d1 Setjen DPR 

Melakuk an penyesua1an terhadap 
kebij akan yang t er k ait dengan 
kenaikan pangkat pejabat funqsion al 

29 I Peningkatanjenjang kaner pejabat fungsional 
1--+-----------------------~ -- 

KEGIATAN .' REKOMENDASI NOi CD 
0) 
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Draft Revisi Tata Tertib DPR 
ak an diperbaharui sambil 
menunggu selesainya 
pembahasan RUU tentang 
Perubahan alas UU Nomor 22 
Tahun 2003 tentang Susduk 
MPR,DPR,DPDdan OPRD 

Baleg sedang menyusun Program 
Legislasi Nasional Prioritas Tahun 
2009 denqan terlebih dahulu 
mengadakan koordinasi dengan 
Kornisi-kornisi 

ijll:.: 

Menyusun Draft Revisi Talib 
DPR 

Baleg melaksanakan koordinesl 
dengan Kornlsi-Korntsl untuk 
mendapatkan masukan RUU yang 
akan diusulkan dalam Prolegnas 
2009. 

Mengadakan rapat Koordinasi 
antara Baleg dengan Kcrnisl­ 
komisi untuk menentukan prioritas 
Program Legislasi Nasional dan 
evaluasi target pencapaian RUU. 

1. Mengefektifkan koordinasi 
an tar a Bad an Leg islasi 
dengan alat kelengkapan 
DPR RI lainnya dalam 
menentukan Program 
Legislasi Nasional. 

2. Mengefektifkan koordinasi 
antara Sadan Legislasi 
dengan alat kelengkapan 
DPR RI lainnya dalam 
rnenentukan prioritas dan 
meng-evaluasi target 
pencapaian pembahasan 
Rancangan Undang­ 
Undang (RUU) per tahun 

3. Merevisi Peraturan Tata 
Tertib DPR RI terutama 
mengen~ kewenangan 
Sadan Musyawarah dalam 
peng-ambilan keputusan 
dalam rnene-tapk an 
Program Legislasi Nasional. 

1. I Penyusunan 
Program 
Legislasl 
Nasional 

<•J.INtiA.S:~~fi4Gri.9\J!fYJ ••··~ :H.Ql :;t::: t.t: ::::::.:::~~~2M~N.Pi~1: .. ;:.::.].l'illi :::;:,y:,i::;;:;;8Eill1:: :y;1;::: :i<,~g~fAN . : : 
1. BIDANG LEGISLASI 

Lampiran 2 LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI 
TAHUN2008 
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Ko misi/P ansus/Baleg 
melaporkan kepada Bamus 
ten tang perkembangan 
pembahasan RUU untuk 
diputuskan perlu tidaknya 
perpanjanqan waktu 

Susdt1k 

Tim telah melaksanakan tug as 
pernberian dukungan kepada 
Komisi/Pansus/Baleg dalam 
penyusunan RUU usul inisiatif 
DPR dan dalam pembahasan 
RUU baik RUU usul inisiatif 
DPR maupun RUU dari 
Pemerintah. 

Meningkatkan kapabilitas 
tenaga pendukung d1 bid anq 
legislasi dengan mernberikan 
diklat terkait k epada Tenaga 
Perancang UU, Peneliti dan 
tenaga teknis pendukung 
lainnya 

Sedang disu sun rencana 
struktur organisasi Sekretariat 
Jenderal DPR RI, 
menyesuaikan struktur yang 
akan diatur dalam RUU 

Oalam Rapat Bamus, Komisi/ 
Baleg/Pansus menyampaikan 
laporan perkembangan 
pembahasan RUU 

Rapat Bamus menentukan 
batas rn ak sirn al waktu 
pembahasan RUU 

·····--·-··----·--····-----+·· 

Mernbentuk Tim Pendukung 
Keahlian, Tim F'endukung 
Adrninistr asi dan Tim 
Pendukung Teknik untuk 
membantu Dewan dalam 
Pembentukan RUU Usul DPR 
d1 Komisi/Baleg dan 
Pembahasan RUU di Komisi/ 
Pansus/Baleg. 

Meningkatkan dukunqan dalam 
penyusunan RUU usul inisiatif 
DPR dan dalam pernbahasan 
RUU di Komisi/Pan sus/Baleq. 

Mengevaluas1 Struktur 
Organisasi Sekretar iat Jenderal 
DPR RI untuk meningkatkan 
dukungan kepada Dewan 

Menentukan bat as 
m ak sirnal waktu 
pembahasan RUU dan 
jumlah RUU yang dib ahas 
oleh Komisi 

Merevisi Peraturan Tata Tertib 
DPR RI terutama mengenai 
mekanisme kerja staf 
pendukung penyusunan RUU 

3. 

Penyusunan 
RUU 

NO 

r--+-- - ! ---'-- I 1. . --------------· 

I 
I 

TINDA,K LANJUT/OUTPUT KEOIATAN REKOMENDASI 

Pembahasan 
RUU 

2. 

co co 



Barnus memperlimbangkan 
substansi, mitra kerja dan beban 
kerja Komisi yang bersangkutan 
dalam menentukan Alat 
Kelengkapan Dewan yang akan 
menangani Rancangan Undang­ 
Undang. 

Memasukkan hasil rapat 
koordin asi ke dalam draft 
revisi Talib DPR. 

- Menyusun Pokok-pokok revisi 
Peraturan Tata Tertib DPR RI. 

Seljen DPR menyampaikan 
kepada Bamus, Kajian RUU 
unluk menetapkan kriteria 
penanganan RUU yang berisi 
Abstraksi Materi RUU, Saran 
pertimbangan mengenai Alai 
Kelengkapan Dewan yang akan 
menangani RUU dan waktu 
pembahasan RUU. 

Mengadakan rapat Koordinasi 
antara Pimpinan DPR dengan 
Pimpinan Komisi-komisi/Baleg 
dan Pimplnan Fraksi-fraksi 
untuk membicarakan waktu 
pembahasan RUU dan jumlah 
RUU yang dibahas oleh Komisi, 
serta pembatasan perangkapan 
keanggotaan Fr ak si dalam 
mengikuti Panitia Khusus 
pembahasan RUU. 

Memasukkan hasil rapal 
koordinasi ke dalam draft revisi 
Talib DPR. 

Rapa! Bamus menentukan 
jumlah RUU yang akan dibahas 
oleh Komisi/Pansus/Baleg 

3. Menetapkan kriteria 
penanganan RUU oleh 
Komisi atau Panitia Khusus 
dengan mempertim­ 
bangkan subst ansi yang 
dibahas, mitra kerja, dan 
beban kerja komisi yang 
bersangkutan. 

2. Merevisi Peraturan Tata 
Tertib DPR RI terutama 
mengenai 

a) koordinasi antara Badan 
Legislasi dengan alat 
keleng-kapan DPR RI 
lainnya untuk menentukan 
batas maksimal waktu 
pembahasan RUU dan 
jumah RUU yang dibahas 
oleh Korrisi. 

b) pembatasan 
perangkapan 
keanggotaan bagi 
Anggota Fraksi dalam 
mengikuti Panitia 
Khusus. 

1--~- +--~~~~~~~~~~~~~~~~~---+-~~~~~~~~~~~~~~~~~--i 

<D 
(!) 

• I · HfiNo~J(:.~.4:N44¥i91JJ'tttlii? J NOF > .::: .• :Rt;KR .. tEtfbA$1·.·· ··········I·> ····KE;q~t;Ar-J<•····.·.··. 



(\( 

5. Mengadakan kesepaka\an 
antara Pemerintah dan DPR 
RI mengenai batas waktu 
penvelesaian sualu RUU. 

6 Merevisi Peraturan Tata Tertib 
DPR RI terutama menqenai 

a) Ketentuan surat/masukan 
dari rnasyarakat yang 
terkalt dengan 
pembahasan RUU, yang 
dikirimkan fangsung ke alat 
kelengkapan DPR RI yang 
membahas RLJU 
tersebut. 

Dr af Pokok-pokok revisi 
Peraturan Tata Tertib DPR RI. 

Melakukan revisi Tata Tertrb DPR 

Setiap Komisi/Pansus bersama­ 
sarna Pemerintah/pasangan kerja 
rnenyusun j adwal pembahasan 
RUU pada se tiap masa 
persidangan, namun banyak 
RUU yang waktu 
penyelesaiannya meteset d ar i 
j adu al yang diperkirakan. 
Sedangkan RUU APBN 2009 
akan diselesaikan bulan Oklober 
2008 A 

Mengirim sur ai kepada komisi/ 
pansus/ baleglpanggar untuk 
membuat kesepakatan dengan 
p erner m lah mengenrn jadwal 
pembahasan RUU p ad a setiap 
masa persidang an 

Pokok-pokok revisi Talib Memasukkan dalam dr af revisi 
Peraturan Tata Ter tib DPR RI 
mengenai kri\er\a periariqanan 
RUU oleh Komisi atau Panitia 
Khusus dengan mempertim­ 
bangkan s u b s tan s i yang 
dibahas, mitra kerj a, dan beban 
k erj a komisi yang 
bersang k utan. 

4 Merevisi Peraturan Tata Tertib 
DPR RI terutarna rnengenai 
kriteria penanganan RUU 
oleh Kornisi atau Parii ti a 
Khusus dengan 
mempertimbangkan 
substansi yang dibahas, rntra 
kerja, dan beban kerja komisi 
yang bersangkutan. 

Jrml · · ··.· .... •.· • .. RE1KOMEN0As1 I _ KEGtATAN I TINDAK LANJUT/OUTPUT I --" 
0 
0 



Masih menunggu hasil rev1s1 
Undang - Undang No. 17 tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, 
yang dilaksanakan oleh Komisi XI 

Dalam perencanaan 
Masih menunggu hasll revisl 
Undang-Undang No .17 lahun 
2003 tentang Keuangan Negara, 
yang dilaksanakan oleh Komisi XI 

Substansi yang perlu diatur 
adalah hal-hal yang berkaitan 
dengan kekuasaan pengelolaan 
keuangan berdasarkan 
pembagian kekuasaan (UU No. 
17 Tahun 2003) : 

a. Perbendaharaan 
b. Pengelolaan uang 
c. Pengelolaan piutang dan utang 
d. Pengelolaan barang milik 

negara 
e. Pengelolaan inventaris lf\-i 

' 

Menyusun draft revisi UU No. 
17 Tahun 2003.- 
Menyusun draft revisi Tatib DPR 
berkaitan dengan fungsi 
anggaran 

Menyusun draft revisi UU No. 
17 Tahun 2003. 
Menyusun draft revisi Tatib DPR 
berkaitan dengan fungsi 
anggaran 

: :,:::.:.:::;:::::''··K~QJAlANYW::m-•1;:,•·:••::::•••::.·::=:U'·-:=•·tiftQA;R•t.1fmuT.iQYl1UifrnE•i• 

9. Merevisi Undang-Undang 
Nomor 15 Tahu n 2004 
ten tang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara. 

8. Merevisi Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbenda-haraan 
Negara. 

7. Merevisi Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara. 

b) Penentuan sifat Rapa! 
Panitia Kerja pada 
dasarnya terbuka dan 
dapat diakses oleh 
publik, kecuali rapat 
menentukan lain. 

........ 
0 ........ 

.Noh :::;:.::::.:.::::: ····:~koiiMPMt)•E• 



Masih menunggu hasil revisi 
Undang - Undang No. 17 tahun 
2003 tenianq Keuangan Negara, 
yang dilak sariakan oleh Kornisi XI 

negara 
e Pengelolaan inventaris 

Pengelolaan uang 
Pengelolaan piutang dan utang 
Pengelolaan barang rnilik 

c 
d 

a Perbendaharaan 
b 

Substansi yanu perlu diatur 
adalah hal-hal yang berkartan 
dengan kekuasaan pengelolaan 
keuangan berdasarkan 
parnbaqian kekuasaan (UU No. 
17 Tahun 2003) · 

Dalarn per encanaan 
Ma sih menunggu hasil r e vi si 
Undang-Undang No 17 tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, 
yang dilaksan akan oleh Kom1s1 XI 

TINDAK LANJUT/OUTPUT 

Menvusun draft revisi LJU No. 
17 Tahun 2003.- 
Menyusun draft revisi Talib DPR 
b erk aitan d eriq an fungsi 
anggaran 

KEG!ATAN 

8. Merev1s1 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 
lentang Perbenda-haraan 
Negara 

~~~~-1-~~i si lJ nd ~;~-~- lJ nd an g 
I o . Nornor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara 

·-" IT. ·• REKOMENOASI 

- ---,~-P-e11entua11 sif at Rapat 
Panitia Ker] a p arl a 

I I d as arriva terb uk a dan 

l 1 dapat di ak s e s ole h 
I I pt,blik. kecuali rap at i ! ! .. menenlukan lain. 

I r;- -Merev1 SI l~n-;~~ g-Und ang ~·-~enyus~~-~r aft re.V!SI uu No 
! I ~Jomor 11 Tahun 2003 17 Tahun 2003. 

1 tentanq Keuanqan Negara Menyusun draft r evisi Tafiti DPR 
I . I b e rk artan denga11 fungsr 
I anggaran 

(':) 
j',J 
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Sedang_ dirancang program 
khusus Sistem lnformasi Legislasi 
(StLEG) dengan maleri muatan 
dalam intranet dan internet. 

Menyusun Program Khusus 
Sistem lnformasi Legislasi 
(SILEG) 
Sosialisasi kepada internal DPR 
dan kepada eksternal DPR 
(masyarakat, dan pihak lerkait 
lainnya) 

7 I Sosialisasil I 1. 
kegiatan DPR 
khususnya 
b i d a n 91 I 2. 
legislasi 

Telah dilakukan pemantauan 
terhadap beberapa Undang - 
Undang yang disahkan oleh OPR 
yang belum dikeluarkan peraturan 
pelaksanaannya. 

1. Me1akukan pemantauan 
terhadap peraluran 
pelaksanaan Undang-undang 

2. Mefakukan pemantauan 
perm as al ah an/ken d ala 
pelaksanaan Undang-undang 

j 

6 I Pemantauan 
Pelaksanaan 
Undang­ 
undang 

Telah dilaksanakan Diklat 
Perancangan Undang - Undang 
bekerja sama dengan 
Departemen Hukum dan HAM 
serta Universitas Indonesia. 

2. Mefakukan kerjasama dengan 
Departemen Hukum dan HAM 
serta Universitas 

1. Melakukan Diklat Perancang 
Undang-Undang 

5 I Peningkatan I Peningkalan kualitas SOM 
kualitaa SOM Perancang Undang-Undang 

4. Menyusun manual lentang tata 
cara pembenlukan peraturan 
perundang-undangan 

5. Mensosiallsasikan manual 
tenlang tata cara pembentukan 
peraturan perundang-undangan 

···.··· REKOMENDASl ... ·~ :: ••..• ::: ···t::y::,·1:.:-:-rn1·••r ~&~!~·(: •:f0:'•.•···•f~p~ij;)~4N~Yti.Otim-~·····f•I Nol 



· .. •· .. -: .. .. . .. No··· REKOMENDASI : .: KEGIATAN TINOAK LANJOT!OUTPUT 
1 Pembentukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Melakukan disku si antara DPR dengan 1 Dalam rangka menindaklanjuti 

dan Kantor Analisa Anggaran (KAA) di DPR Sekr etariat .Iender al DPR dalam rangka rekomendasi ten tang 
pembentukan Kantor Akuntan Pubilk (KAP) pembentukan Kantor Akuntan 
dan Kantor Analisa Anggaran (KAA) di Publik (KAP) dan Kantor 
DPR Analisa Anggaran (KAA) telah 

diad ak an beberapa diskusi 
dan rapat koordinasi antara 
Pimpinan Panilia Anggaran, 
tenaga ah!i dan De puti 
Sekr e tar is Jenderal bid ariq 
Anggaran dan Pengawasan. 

2. Rene an a pembentukan 
Kantor Akuntan Pubilk (KAP) 
dan Kantor analisa Anggaran 

:v (KAA) tersebut diatas telah 

I : • 11 
disampaik an kepada Pansus 
RUU Susduk MPR, DPR, DPD 

\ ,/'\, "' dan DPRD sebagai masukan. 

~·" 

2. BIDANG ANGGARAN ......... 
0 
.i::.. 
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" 

tifoF'7 ···-·.···:·· 

...... 
0 
U'l 

1. Pimpinan dan Anggota Panitia 
Anggaran serta staf 
Sekretariat Jenderal mengikuti 
Revised Budget Estimate for 
Participation in the 3rd 
Residential Summer school for 
Parliamentary Public Accounts 
Committee & Effective 
Parliamentary Inquiries 
Courses di Australia pada 
tanggal 3 - 15 Februari 2008, 

2. Pimpinan dan Anggota Panitia 
Anggaran telah mengikuli 
Seminar on Legislative Budget 
Offices yang dilaksanakan 
pada tanggal 28 - 30 Juli 2008 
di Washington DC . 

::::::rn.:moii:·~qr~P.ii91t::::.:n:. 
Mengikuti pendidikan singkat atau seminar 
bidang Anggaran baik di dalam negeri 
maupun luar negeri 

R~f<j)M~NQA'-t :::.:<:::::::;.;.; 

2 Peningkatan kapasitas SDM bidang Anggaran 



BURT ber sarna-s arna dengan 
Sekrelariat Jenderal menyiapkan 
usulan Nomenklatur baru dalam 
rangka menyusun anggaran yang 
sesuai dengan karakteristik tugas 
dan fungsi DPR RI ti/_ 

Menyiapkan usulan Nornenkiatur b ar u 
dalarn rangka rnenyusun anggaran yang 
sesuai dengan k ar akteris tik tugas dan 
fungsi DPR RI 

5 
··-·--·-~ r--+-------------~-------------1------------------------t------------·-·--·-·-- 

Dalam rangka mendukung 
pelaksanaan fungsi anggaran 
telah ditetapkan tenaga ahli untuk 
anelisa tindak lanjut ternuan BPK. 

·--·------._ I 

1 Telah diselenggarakan kursus 
tentang "Ettoctivo Financial 
Scrutiny Tho Role of 
Parliament in Public Finance" 
alas kerjasama Sekretariat 
Jenderal DPR RI dengan 
World Bank Institute (W Bl) 
dan CO/. 

2 Staf Sekretariat Jenderal dan 
Tenaga Ahli Panitia Anggaran 
menghadtri seminar on 
Parliamentary Budqet 
Analysis pada tanggal 19 - 31 
Oktober 2008 di Washington 
DC 

Pengadaan Tenaga Ahli yang mernifiki 
kompetensi di b1dang Anggaran DPR 

Menqikuti pendidikan singkat atau seminar 
bidang Anggaran 

Peningkatan pelaksanaan fungsi Anggaran 
DPR 

4 

Peningkatan kapasitas SOM staf Sekretariat 
Jenderal DPR untuk bidang Anggaran 

!Nor·:''·'·'•·.·, .. •> RliRbMENoAs•··· TJNDAK; LANJ\JTJOUTPUT KEGlATAN I 

Anggaran yang sesuai dengan k ar akteristik 
tugas dan fungsi DPR RI 

3 

...... 
0 
0) 



Membentuk Panja untuk menyusun 
Rencana Strategis DPR RI Tahun 2010- 
2014, 

6. 

_.. 
0 ..... 

:+J'tNqJ~:~_fQO:ti94T-e9.li}: 
Rapat BURT telah membentuk 
Panja untuk menyusun Rencana 
Slrategis DPR RI Tahun 2010- 
2014, terrnasuk didalamnya 
mengembangkan indikator kinerja 
DPR RI 

Menyusun Rencana Strategis DPR RI Tahun 
2010-2014 

[ll:~:):::::t;-}:::.;:::t:) .. ':.{!flj$QM~P4iJ:}j:::)::t:.:_:;:=;;;;:t;:·::JU:}:i:',?f:iU:'):@(i:·t.:::):~gflfiN:-::u:nu·: (. 



Sekrelaris Jenderal sudah 
menyampaikan pokok-pokok 
revisi Peraturan Tata Tertib DPR 
RI pada tanggal 3 Desember 
2007, draf revisi Tatib diserahkan 
kepada Tim Peningkatan Kinerja 
DPR untuk mendapatkan 
tanggapan 

·. 'T'lNPAKLANJl1'f1ol.Jf PUT/ •.• ·. 
Pelaksanaan Rapa! 

1. Penentuan kuorum untuk membuka 
r ap at: dihadiri oleh 60% wakil fraksi 
atau 50% + 1 dari jum\ah Anggota. 

2. Penenluan kuorum pengarnbilan 
keputusan: dihadiri oleh 60% wakil 
fraksi atau 50% + 1 dari jumlah 
Anggota 

3. Dalam pelaks ariaan rapat diperlukan 
adanya pernbatasan waktu untuk 
bicara, vaitu 3 kali 3 rrienit untuk 
masing-rnasing Anggota dengan 
diselingi jawaban Pemerintah. 

4. Anggota sudah mempersiapkan 
pertanyaan sebelum rapat dirnulai 
dengan didukunq data dan informasi 
yang akurat. 

5. Anggota yang datang terlamba! tebih 
d ari 30 (tiga puiuh) menit kehiiangan 
hak bicara dalam rapat. 

6. Sanksi bagi Anggota yang tidak hadir 
dalam rapat. 

7. Sanksi bagi Anggota yang 
meninggalkan rapat sebelum ditutup. 

8. Adanya kewajiban Menteri untuk 
menindaklanjull kesimpulan Rapa\ 
Kerja yang diatur dalam Undang­ 
Undang. 

Memperbaiki manajemen persidangan melalui 
fasilitasi rapat-rapat yang dilaksanakan oleh 
Komisi-Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan 
lainnya. 

NO KgGJATAN Rl:t<OMENDASI 

3. BIDANG PENGAWASAN _.. 
0 
OJ 
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1. Dalam rangka tertib 
administrasi akan 
dilaksanakan evaluasi 
terhadap pelaksanaan 
pedoman penyusunan risalah 
rapat paripurna, catatan rapat 
alat kelengkapan DPR RI, 
laporan singkat rapat alat 
kelengkapan DPR RI, laporan 
delegasi ke luar negeri, 
laporan kunjungan kerj a, 
program fegislasi nasional, 
inventarisasi masalah, laporan 
DPR RI, laporan Sekretariat 
Jenderal, dan daftar 
inventarisasi masalah. 

2. Untuk meningkatkan 
kapasitas SOM Sekretarial 
J ender al tel ah 
diselenggarakan pendidikan 
dan pelalihan tentang tata 
cera penyusunan kesimpulan 
rapat, laporan singkat dan 
resume rapat para staf Komisi 
dan Alat Kelengkapan Dewan 
serta para staf Perancangan 
Undang - Undang, sebagai 
kelanjutan program tahun 
2007 

•• ;.:_:_;.r~tJ.AiK••MN~mfilit?91'..:· ... :1 

t 

Setelah Rapat : 

Segera disusun laporan singkat 
(berdasarkan prosedur beku penyusunan 
kesimpulan rapat dan laporan singkat) 
yang telah disampaikan kepada Anggota 
paling lambat 1 (satu) harl setelah 
pelaksanaan. 

RtKoM~N.P~1L >• NOL/•·• 



Sarnpai s aat ini belum semua 
Kornisi al au Ala\ Kelengkapan 
melakukan kornpilasi kesimpulan 
Rapat Kerja dan rnernpersiapkan 
pokok-pokok pembicarnan entara 
Pernerintah dan OF>R 

1. Te\ah d1laksanakan verif\kasi 
admirustr asi terhadap berkas 
calon Tenaga Ahli yang 
diperuntukkan bagi masing - 
rn a siriq Anggota, A lat 
Kelengkapan, dan Fraksi - 
Fraksi pada bulan Febr uati 
2008. 

2 Telah dil ak s an ak an 
pengangkatan Ie n aq a uhli 
Anggota, Alat kelengkapan 
Dewan, dan Fr aksi-fr aksi )'rn1g 
dimulet per 1 Mei 2008 

p ernbic ar aan antar a Pcrnerin lah dan 
DPR RI dalam Rapa\ Konsultas1 

pok ok-p o k ok 2. Mempersiapkan 

1. Melakukan k o rnpila s i ke sirnp u'ao 
Rapa! Kerja yang b elur-i/tio ak 
ditindaklanjuti oleh Pemerintah untuk 
rneniadi bah an rapat dan agenda Rapat 
Konsul\asi DPR RI oan Pres1den. 

Dukungan lerhadap pelaksanaan Rapa\ · 

1. Mengadakan pencudik an dan latihan 
unluk penyusunan kesimpulan rapat, 
laporan s1ngl<GI, catatan r apal, nsa\ah 
r apat, dan hal kehurnas an (membuat 
pros« release) bagi staf Sekretariat 
Jenderal DPR RI yang terliba\ langsung 
secara teknis, baik dalarn pelaksanaan 
rapat rnaupun yang terkait dengan 
bidang kehumasar 

2 Menelapkan pedoman rekrutmen, 
persvar atan, dan kelentuan mengenai 
evaluasi s e c ar a berkala (se ti ap 6 
bulan) bagi tenaga ahli. 

Konsultasi dan Kocrdinasi dengan lembaga 
lainnva 

2. 

TINDAK LANJUT/OUTPUT KEGIATAN REKOMENDASI NO 
...... ...... 
0 
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1. Dalam rangka memperbaiki 
manajemen dan mekanisme 
k unj ungan kerj a tel ah 
disampaikan konsep 
pedoman umum pelaksanaan 
kunjungan kerja Komisi - 
Komisi dan Sadan Legislasi 
dalam setiap reses masa 
persidangan kepada BURT 
untuk dibahas bersama 
dengan Sekretariat Jenderal. 

2. Mengenai pendirian rumah 
aspirasi dan staf Anggota DPR 
RI di daerah pemilihannya 
yang menampung pengaduan 
masyarakat, dalam 
pelaksanaannya masih 
memerlukan payung hukum, 
revrsi UU Susduk dan 
Peraturan Tata Tertib DPR RI 

t, Membuat mekanisme baku mengenai 
pelaksanaan kunjungan kerja 
perorangan lintas fraksi (berdasarkan 
daerah pemilihan) dan lintas Komisi. 

2. Mendirikan rumah aspirasi yang 
menjembatani Anggota DPR RI dengan 
rakyat di daerah pemilihannya. 

3. Menyediakan stat Anggola DPR RI di 
daerah pemilihannya yang 
menampung pengaduan masyarakat. 

Memperbaiki manajemen dan mekanisme 
Kunjungan Kerja Anggota Dewan 

!~~~K·.~AN49!1QQmQm. 1:H01•·-•:•\:·•.:::rn:•·.:m:::•;::;1;liKoM~iiiim:1:I:,•I::w:::::'.•···:•,:•::·:::1rn.:''8fS: ••• ·.•:-rn•-'•••···•~ti¥.IN·••-::.-•-:••-•·•:•·•·•••···-:. ···•··i·•n•••••···••••-••·· 



Badan Musyawarah, dengan keqiatan antar a 

Memben\uk Tim Perancang Penyusunan 
Jadwal Acara Rapat, yang anggotanya terdiri 
dari wakil-wakf fraksi yang menjadi Anggota 

6. Te!ah tersusun pota baru 
penyusunan jadwal rapat-rapat 
DPR RI 

Membentuk kelompok k erj a pengaduan 
masyarakat pada rnaslng-masing alat 
kelengkapan or~R RI. 

5. Beberapa Komisi tel ah 
membentuk Pol<.ja Pengaduan 
Masyarakat dan telah menangani 
pengaduan rnasyar akat dengan 
baik 

Untuk memperbaiki manajemen 
dan mekanisme penyarnpaian 
aspirasi dan pengaduan 
m asyar aka\ tel ah disusun 
pedoman mekanisme 
penanganan surat aspir asi dan 
pengaduan rnasyarakat kepada 
DPR RI 

Memperbaiki r-ianajernen dan mekanrsme 
penyerapan asptr ast dan pengaduan 
rnasvar ak at 

Telah diiak s an ak an Perancangan 
Penyusunan Jadwal Acara DPR 

Alat-alat kelengkapan Dewan (dihimbau 
untuk) membentuk Pokj a Pengaduan 
Masyarnkat unluk rnenangani pengaduan 
masyarakat baik yang dalang langsung 
maupun yang melalui surat. 

Membuat rnek anisrne penyampaian 
aspirasi masvar ak at. 

2 Mernbenluk kelompok k er] a 
pengaduan masyarakat pada masing­ 
masing alat kelengkapan DPR RI. 

3. Melakukan kerjasama dengan kantor 
po s, media cetak dan media elektronik 
lainnya untuk rnenyosialisasikan kotak 
pos pengaduan masyaraka\ agar dapat 
dimanfaatkan publik untuk 
menyampaikan aspir asinya. 

REKOMENDASl NO TlNl)A}{ LANJtff/OUTPUT KEGIATAN 

lain mengadakan konsultasi dengan pih ak 
kctiga dalarn r angka penyusunan jadwal rapat­ 
rapat DPR RI dan mengadakan survei 
mengenai kegiatan Anggota Dewan sebagai 
bahan penyusunan jadwal rapat (untuk 
merninim alis asi tumpang lindih j adw al 
kegiatan /\nggota). 

4. 
N 



Peningkatan kapasilas dan 
pengamanan jaringan server 
DPR 
Pemeliharaan website 
www.dpr.go.id berupa 
pengisian dan perubahan data 
serta perubahan struktur 
website 
Perpanjangan pengadaan anti 
virus 
Pengadaan Wireless pada 
bagian yang belum ada 
j aringan internet seperti 
Gedung Paripurna Nusantara 
II 
Peningkatan kehadalan 
system pendukung ruang 
server (AC dan UPS) 
Setjen melakukan sosialisasi 
kapasitas dan pengamanan 
jaringan server DPR 

(Q 

""""' ~ w 

Sebagai tindak lanjut re-aesein 
gedung DPR RI sudah ditetapkan 
melalui (proses pengadaan) 
konsultan perencana dan 
manajemen konstruksi dalam 
rangka me-review master plan 
kawasan DPR. 

.ttNbAKtANafirib.trmut- 
Mempresentasikan konsep grand design 
termasuk rencana renovasi ruang rapat 
paripuma (saat ini sedang dalam proses 
lelang) sebagai bagian dari grand design 
kompleks Gedung DPR RI. 

Meredesign Ruang Rapat Paripurna, Ruang 
Rapat Alat kelengkapai DPR 

untuk mengaksesl Pengadaan dan pengelolaan internet 
(Website, Wireless/Wi Fi) dilakukan secara 
professional sehingga Anggota Dewan 
dapat memanfaatkannya secara optimal. 

Menyediakan sarana 
data dan informasi. 

2 

4. BIDANG SISTEM PENDUKUNG (SEKRETARIAT JENDERAL) 
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Menetapkan waktu skors dalam Rapa! 
Paripurna untuk istirahat, sholat dan 
makan siang. 

4 I Larangan rnak an siang di datarn Ruang Rapa! 
Paripurna 

rapat t 

l 

~ 

Rekomendasi Tim me nq en ai 
larangan makan siang di dalam 
ruang rapat Paripurna telah 
dilaksanakan dengan 
ditetapkannya waktu (skors dalam 
rapat) untuk istirahat, sholat dan 
makan siang (IS HOMA). 
kemudian melanjutkan 
kembali. 

Peresmian hasil perbaikan 
ruang wartawan (pressroom) 
di Gedung Nusantara Ill dan 
membangun ruang wartawan 
(pressroom) baru di Gedung 
Nusantara I telah dilakukan 
ber1epatan dengan HUT MPR/ 
DPR pada tanggat 29 Agustus 
2008 
Penambahan internet, wi-fi di 
ruang wartawan (pressroomi J 
Dilengkapi perlengkapan dan I 
furniture kantor. 

REKOMENDASI NO 

1-----t--· ------·-+-----· 

Perbaikan ruanq wartawan (pressroom) 
dan fasilitasnya di Gedung Nusantara Ill 
serta membangun ruang wartawan 
(pressroom) baru di Gedung Nusanlara I 
untuk mendukung publikasi pelaksanaan 
tugas dan fungsi DPR 

K(:GIATAN · .. 

Melakukan kerjasama dengan media cetak 
dan media elektronik koordinatoriat DPR RI 

3 

I 'T'tNDAK LA.N.J\Jif()l.JlPUT ·. 
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6 1. Melakukan koordinasi dengan 
pihak kepolislan mengenai 
penggunaan fambang DPR RI 
pada nomor polisi kendaraan, 
pihak kepolisian juga telah 
bersedia melakukan sweeping 
narnun kegiatan ini menunggu 
set el ah nomor potisi 
berJambang DPR bagi 
Anggola telah didistribusikan 
seluruhnya kepada Anggota 
DPR RI (saat ini masih dalam 
proses). 

2. Untuk kegiatan pencetakan 
nornor polisi kendaraan 
berlambang DPR bagi 
Anggota telah dialokasikan 
dalam Revisi DIPA DPR Tahun 
2008. 

Penggunaan Lambang OPR Rf tefah 
diatur dalam Peraturan DPR RI yang 
hanya bisa digunakan oleh yang 
berhak yaitu Lembaga DPR dan 
Anggota DPR. 
Pengawasan penggunaan Lambang 
DPR RI dengan melibatkan aparat 
kepolisian 
Penerliban oleh Sekretariat Jenderal 
terhadap penggunaan Lambang DPR 
RI di kartu namadan mobil pribadi yang 
dilakukan oleh Asisten Anggota Dewan 
dan Tenaga Ahli 
Pengawasan penggunaan Kop Surat 
DPR RI, Kop Surat Sekretariat Jenderal 
DPR RI 

Menertibkan penggunaan Lambang DPR RI 

_.),. 
_.),. 

oi 

1. Berdasarkan Keputusan 
Pirnpinan DPR mengenai 
larangan merokok di ruang 
r apat, saat ini telah dibuat 
tanda/gambar berupa tulisan 
atau larangan merokok yang 
diletakkan di tempat yang 
strategis 

2. Telah diusulkan pada alokasi 
DIPA DPR tahun 2009 untuk 
pembangunan lounge dan 
ruangan khusus untuk 
merokok. 

5 I Larangan untuk merokok di Ruang Rapat I - Menjadikan Ruang Rapat menjadi 
Kawasan Bebas Rokok 
Diusulkan dibangun ruangan/tempat 
khusus untuk merokok 

<· ·.· . . ·'·~ ::.-:-: -: -: ·... - . .. . : >. : :. : : _': .. :.·. .: .: . :": .: :-: -t-: ·,• .•. '• - .:: :_ :::: :::.: :.;_: .::1 
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Sedang drlakuk an k o o rdin a s i 
k e rj a di lin qk un q an Deput1 
Adrninistr asi meliputi Oeputi 
Administrasi, Biro Umurn, Biro 
Pernelih ar aan Bangunan dan 
lnstalasi mengenai pengaturnn lift. 

Sedang dilakukan k oo r dirias i 
k erj a di lingkungan Deputi 
Adrninis tr as! rne lip ut: Deputi 
Adrnirustrasi, Biro Umum, Biro 
Pemel1harcian Bangunan dan 
lnstalasi 

TINDAK LANJUTIOUTPUT 

Merun q k atk an profesionalisme petugas 
Pengamanan Dalarn (Pamdal) di DPR RI 

Mernak sirrialkan pengawasan ole h 
Parndal terhadap penggunaan lift baru 
khusus Anggota Dewan di Gedung 
Nusantara I DPR RI 

Melaku kan per aw a tan yang kon tinu 
terhadap penggunaan lift baru khusus 
Anggota Dewan di Gedung Nusantara 
I DPR RI 

Pengaturan penggunaan lift khusus Anggota 
DPR di Gedung Nusantara I DPR Rt 

8 

Memaksimalkan tugas Pamdal di 
bidang pengamanan dalam DPR RI 

Menyesuaikan ju-nlah tenaga Pamdal 
di DPR RI dengan kebutuhan 
pengamanan dalam bagi seluruh 
keqratan DPR RI 
Membagi jadwal kerja selama 24 jam 

Memberikan r as a aman kepada 
seluruh Anggota Dewan dan Pegawai 
di lingkungan Gedung MPR/ DPR/ DPD 

KEGIATAN REKOMENOASI NO 
7 

--->.. _.... 
0) 
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Sudah dilaksanakan dengan 
melakukan koordinasi oleh 
Bagian Pamdal dan Bagian 
Gedung dan Halaman. 
Altematif pintu gerbang yang 
akan dibuka adalah pintu 
gerbang di samping Masjid 

rnelakuk an antisipasi keadaan yaitu 
dengan memberikan alternatif berupa 
pengaturan keluar masuk kendaraan 
{mobil) khusus untuk Anggota DPR dan 
karyawan rnelalui gerbang lain yang ada 
selain melalui pintu gerbang belakang DPR 
RI 

Menjadikan tangga darurat tidak 
dipergunakan sebagai gudang untuk 
menyimpan barang-barang 
Lampu penerangan tangga darurat 
harus tetap menyala terutama bila 
lerjadi hal-hal darurat seperti bencana 
gempa, kebakaran atau lift rusak. 

1C 

Pemeliharaan area tangga 
darurat secara kontinu dalam 
rangka upaya optimalisasi fungsi 
tangga darurat sebagaimana 
mestinya, antara lain dengan 
memberikan penerangan yang 
cukup, menjaga kebersihan dan 
"mensterilkan" area tangga 
darurat dari benda • benda yang 
dapat menghalangi sehingga siap 
digunakan dalam keadaan darurat 
jika sewaktu • sewaktu terjadi. 

Penggunaan tangga darurat harus sesuai• • 
dengan fungsinya 

!~··?:1::;: ... :.·.· :: :: :I@::.R§k9M~'g"1$P > ;:·::::?::::t··.··l:ioiK:~yriYrmP.rn::::.:: ~ 

Menyediakan alternatif pintu keluar masuk 
kendaraan (mobil) di lingkungan DPR RI 

9 
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TCI ah di presentL1s1 kan Pedoman 
Pengelolaan Kohurnasan DPR RI 
pada Panja Sistern dan 8:andar 
BURT DPR RI don c:blarn prcx;es 
penyempurnaan materi 
Telah dipresentasikan Pedornan 
Pengclolaan Pcng<Hnnn<Jn 
Oal arn pada Panja Si':>tern dan 
Standar BURT DPR RI dan 
di peri ntahkan untuk mcl akukzin 
s.os iali s as i dalam rangka 
penyempurnaan Pedoman 
Scdang dsusun Pedoman 
Peng<-~olaan IT 
Dij adwalk.an untuk 
rnemprcscntasikan Pcdom0n 
y<Jng telah ada pada Rapat Tim 
Pcningkat3n Kinerka DPR RI 

Menyusun Podoman 
Pengelolaan J>rtggaran d DPR RI 
sobngai pedoman untuk 
pengelolaan anggaran tahun 
2009 
Telah ditetapkan Pedomnn 
KunJungan Ker j a (untuk 
perjalanan dnas Anggota ke luar 
negeri) tertuang dnlarr1 
Kcputusan Pimµnan DPR RI No. 
70/PIMP/IV/2006-2007, tanggal 
30 Juli 2007). 
Sedang dibahas Pedoman 
.Jarnriar, Kesehatan pact> PcmJe> 
::'..istern dan Sandar BURT DP!'< 
r~1. 

'" 
!{_ 

c 
'v 1 

Mempresentasikan SOP pada Rapa! 
Tim Peningkatan Kinerja DPR RI 

Melaksanakan SOP pada unit kerja 
mas1ng-rnas1ng 

Menyusun dan mernpr esentasrk an 
SOP pada Rapa! BURT DPR RI 

11 I Penyusunan SOP oleh Sekr etartat Jenderal· - 
DPR RI 

...,_ ·--·-·----··----· 

'TINDAK LANJUT/OUTPUT KEOIATAN REKOMENOASI NO• 
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Melakukan kerjasama dengan 
Kementerian Negara Pendayagunaan dan 
Aparaitur Negara 

Berkaitan dengan rekomendasi 
tentang peningkatan jenjang karir 
pejabat fungsional telah 
dilaksanakan bentuk kerja sama 
dengan Menteri Pendayagunaan 
dan Aparatur Negara untuk 
menyempurnakan draft Naskah 
Akademis. 

tlP~',~YTiPYJifiif;•i;•.•••· 
12 I Peningkalan jenjang karir pejabat fungsional 

Setjen DPR RI 

•••••• ;p,~~PM~NPA,Iii••.·•••·,• \).: :: ·:::·.:1 
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Kctcntuan lebih lanjut mengenai 
tata cam pembentukan, susunan, 
tuqas, wewen ariq, d an 
rnekanisrne kerja P3nitia Khusus 
diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
DPR ten tang T3l3 Terlib yanq saat 
ini sedang dalam tahap 
Pomb ahasrm 

Jumlah anggola panitia khusus 
drtelapkan oleh rapat paripurna 
paling banyak 30 (liga puluh) 
orang. (Pasal 137 avat (2)) 

Telah ditet apk an di d alarn UU 
tentang MPR, OPR, DPD, dan 
DPRD 

TINDAK LANJUT/OUTPUT 

'v" 

Merevisi Peraturan OPR le11tar1g Tata 
Tertib 

KEGIATAN 

1. I Menentukan balas jurnlah Panil1a Khusus 
yang membahas RUU secara ber sarnaan 
(paralel)Menetapkan kriteria pembentukan 
panitia khusus dengan rnempertirnb anqkan 
substansi yang dibah as, milra kerja, dan 
k eterw akilan fr ak si di dalam Panitia 
KhusuaMeneuluk an batas ruaksrrnal jurnlah 
anggota I a111l1<.J Khus;..;c' (28 CK3ng anqqota) 

NO. REKOMENDASI 

Lornpirnn J 

1. BIDANG LEGISLASI 

LAPORAN TIM PENINGKATAN KINERJA DPR RI 
TAHUN 2009 

___,. 
N 
0 
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Telah ditetapkan di dalam UU 
tentang MPR, DPR, DPO, dan 
DPRD: 

Untuk mendukung kelancaran 
tugas dan wewenang DPR, 
dibentuk badan fungsional/ 
keahlian yang ditetapkan 
dengan peraturan DPR 
setelah dikonsultasikan 
dengan Pemerintah. 
Dalam rangka melaksanakan 
tugas dan wewenang DPR 
dibentuk kelompok pakar atau 
tim ahli yang diperbantukan 
terutarna kepada anggota. 

/ 

Meningkatkan dukungan dalam 
penyusunan RUU usu! inisialif DPR 
dan dalam pembahasan RUU di 
Komisi/ Pansus/Baleg. 
Mengevaluasi Struklur Organisasi 
Sekretariat Jenderal DPR RI untuk 
meningkatkan dukungan kepada 
Dewan 

3. I Meningkatkan kualitas staf pendukung 
penyusunan RUU 

Te/ah ditetapkan di dalam UU 
tentang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD: 

Semua Rapat di DPR pada 
dasarnya betsifat terbuka, 
kecuali rapat tertentu yang 
dinyatakan tertutup (Pasal 
200) 

Ketentuan lebih fanjut tentang tala 
cara persidangan dan rapat diatur 
dengan Peraturan DPR tentang 
Tata Tertib yang saat ini sedang 
dibahas. 

Merevisi Peraturan DPR tentang Tata 
Tertib. 

1-NPfi:+::·;:: < : ::Ri~<?i"1~HRA~f· • • :., ··. :::"·.:_:J"::::::::::.::::·::ii.iiji.ir~N···, · .':;_,_ .. :::_.:,:;-:::':· ::-:::;:::m::.:·.:: ifiNii~i:~Niµif!Qp~#:!!1J::·:•:.::: 
Transparansi dalam pembahasan 
RUU.Penentuan sifat Rapat Panitia Kerja 
pad a dasarnya terbuka dan dapat diakses oleh 
publik, kecuali rapat menentukan lain. 

2. 



alat 
yang 

·-- ... ·--- ··----· ---- ------·- ··- ----- 

(Pasal 153)Kelentuan lebih lanjut 
ak an diatur dalam Peraturan DPR 
tentang Tata Tertib yang saat ini 
sedang dtb ahas. 

menyiapkan atau rnembahas 
RUU dapat me lak uk an 
kegiatan untuk mendapat 
masukan dari rnasyarakat 

a tau 
OPR 

Anggota 
kelengkapan 

Telah drtetapkan di d alarn UU 
tentang MPR, DPR, DPD, d an 
DPRD 

rne ne ntuk an jangka waklu 
penyeles aian RUU (Pasal 90 
ayat ( 1) huruf a 

Ketentuan lebih lanjul ak an diatur 
dalam Peraturan DPR tentang 
Tata Tertib yang saat ini sedang 
nib ahas. 

untuk Barn us Tuoas 

Telah ditetapkan di dalam UU 
Nornor 27 Tahun 2009 tentang 
MPR, DPR, DF>D, dan DPRD 

TINDAK LANJUT/OUTPUT 

Merevisi Peraturan DPR tentang 'l ata 
Tertib 

Mer evis! Peraturan DPR tentang Tata 
Tertib 

KEGIATAN 

fl ·~-- 

5. I Membuka kesernpatan kepada masyarakal 
yang ingin berpartisipas: dan rnenyarnpaikan 
aspirasi. 

4. I Merventukan balas maksimal waktu 
pembahasan RUU dan jurnlah RUU yang 
drbahas. 

NQ. REKOMENDASI ---" 
N 
N 
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Telah diakomodasi dalam UU 
nomor 27 tahun 2009 tentang 
MPR,DPR,DPD dan DPRO 

:: iril9-AK;~~~1Yr!g~~r ::···:• 
Pelaksanaan Rapa! : 
1. Penentuan kuorum untuk membuka 

rapat: dihadiri oleh 60% wakil fraksi 
atau 50% + 1 dari jumlah Anggota. 

2. Penenluan kuorum pengambilan 
keputusan: dihadiri oleh 60% wakil 
fraksi alau 50% + 1 dari jumlah 
Anggota. 

3. Dalam pelaksanaan rapat diperlukan 
adanya pernbatasan waktu untuk 
blear a, yaitu 3 kali 3 menit untuk 
masing-masing Anggota dengan 
diselingi jawaban Pemerintah. 

4. Anggota sudah mempersiapkan 
pertanyaan sebelum rapat dimulai 
dengan didukung data dan informasi 
yang akurat. 

5. Anggota yang datang terlambat lebih 
dari 30 (tiga puluh) menit kehilangan 
hak bicara dalam rapat. 

6. Sanksi bagi Anggota yang tidak hadir 
dalam rapat. 

7. Sanksi bagi Anggota yang 
meninggalkan rapat sebelum rapat 
ditutup. 

8. Adanya kewajiban Menteri untuk 
menindaklanjuli kesimpulan Rapat 
Kerja yang diatur dalam Undang­ 
Undang . 

1. I Memperbaiki manajemen persidangan 
melalui fasilitasi rapat-rapat yang 
dilaksanakan oleh Komisi-Komisi dan Alat 
Kelengkapan Dewan lainnya. 

iJ.~1rn:'1, ;::;.:.-:::1Jr:'filii.t~!tJ1sc·:.%;:,,:-:.' ::',;,:::mt::::·: 

BIDANG PENGAWASAN 



2. I Memperbaiki manajemen dan mekanisme 
Kunjungan Kerja Anggota Dewan 

2. Melakukan Revisi terhadap 
Materi peraturan Talib DPR 
untuk rnerespons substansi 
pengaduan yang disampaikan 
oleh rnasyarak,at ke DPR. 

1. Membentuk Pokja Pengaduan 
Masyarakat di semua Ala! 
Kelengkapan Dewan 

Mengenai pendirian rumah 
aspirasi dan staf Anggota DPR RI 
di daerah pernilihannya yang 
menampung pengaduan 
masyarakat, dalam 
pelaksanaannya disesuaikan 
dengan UU tentang MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD dan revisi 
Peraturan Tata Ter tib DPR 
Rl;Sudah diakomodasi dalam UU 
nomor 27 Tahun 2009 tentang 
MPR,DPR,DPD dan DPRD 

1. Mernbentuk kelompok kerja 
pengaduan masyarakat pada rnasmq­ 
masing alat kelengkapan DPR RI. 

2. Melakukan kerjasama dengan kanlor 
pos, media cetak dan media elektronik 
lainnya untuk menyosialisasikan kotak 
pos pengaduan masyarakat agar dapat 
dimanfaatkan publik untuk 
menyarnpaik an aspir asinya. 

1. Mendirikan rumah aspirasi yang 
menjembatani Anggota DPR RI dengan 
rakyat di daerah pemilihannya. 

2. Menyediskan staf Anggota DPR RI di 
daerah pemilihannya yang 
menampung pengaduan masyarakat. 

RE KO MEN DASI NO~ 

·--------·-·- ·-·-----------------+- f----t----· 

-r-: ~~if.io.A.t<[.A.N.fui16ul'Pu"I' •.... KEGIATAN 

Memperbaiki manajemen dan mekanisme 
penyerapan aspirasi dan pengaduan 
masyarakat 

3 

--"' 
l'0 ~ 



BURT bersama-sama dengan 
Sekretariat Jenderal menyiapkan 
usulan Nomenklatur baru dalam 
rangka menyusun anggaran yang 
sesuai dengan karakteristik tugas 
dan fungsi DPR RI. ~ 

Menyiapkan usulan Nomenklatur baru 
dalam rangka menyusun anggaran yang 
sesuai dengan karakteristik tugas dan 
fungsi DPR RI 

2. I Anggaran yang sesuai dengan karakteristik 
tugas dan fungsi DPR RI 

~ 
N 
0'1 

tefah disusun Anggaran dengan 
nomenklatur baru yang sesuai 
dengan karakteristik tugas dan 
fungsi DPR RI 

Sudah diakomodasi UU Nomor 27 
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, 
DPD dan DPRD 

Telah diakomodasi datam UU 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
MPR, DPR, DPD dan DPRD 

Telah diakomodasi dalam UU 
Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
MPR, DPR, DPD dan DPRD 

Menyampaikan usulan kepada 
pansus UU Nomor 22Tahun 2003 · 
tentang Susduk MPR, DPR, DPD 
dan DPRD telah diakomodasi 
dengan UU Nomor 27 Tahun 2009 
lentang MPR, DPR, DPD dan 
DPRD 

·.:: ... )J!'!IY~~::~.~~~--'~:~'':"':i:;;:c,~,; .. 

4. Rencana Budget OPR di sahkan di 
Rapat Paripuma (transparansi ke 
Anggota DPR dan Publik) 

5. Pembentukan BAKN (Sadan 
Akuntabilitas Keuangan Negara) 

3. Otonomi Anggaran Parlemen 
{nomenklatur, standar khusus, dll} 

2. Pembahasan APBN-P bersifat optional 

1. Penyerahan RKP dari Pemerintah lebih 
awal yaitu pada Februari - Mei 

1. I Meminta Pemerintah menyampaikan RKP­ 
KL disertai dengan target kinerja, waktu 
pembahasan lebih lama 

BIDANG ANGGARAN 

i,q~:I::,::;:::.:;;,:::,,,. ::-·:fi~KQM~ii~$t' .": 
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NO REKOMENDASI . KEGIATAN . .. TlNDAK l..AN.JllT/OUTPl1T 
1 Meningkatkan diplomas: parlementer yang - Menjadi tuan rumah penyelenggaraan - Menyempurnakan Piagam 

dijalankan oleh DPR RI pertemuan Dewan Eksekutif Asian (Charter) dan mekanisme 
Parlementary Assembly (Executive kerja (Rules of Procedure) 

j Council APA) APA yang akan disahkan pada 

I - Menyiapkan agenda sidang yang akan sidang pleno bulan November 

I disahkan dalam Sidang Pleno APA mendatang 

I yang diputuskan untuk - Delegasi Indonesia berhasil 
I diselenggarakan di Bandung pada meyakinkan delegasi negara- I 
I 

bulan November 2009. neg ar a peserta lainn ya agar I APA mengurangi j u ml ah 
I Standing Committee dari lima 

I menjadi tiga agar ke depan 
I APA lebih efektif dan efisien 
I dalam membahas I 
! permasalahan yang dihadapi 

I i'Vr oleh negara-neg ara di Asia, 
I 

BIDANG LUAR NEGERI ~ 
N 
0) 



Menyempurnakan Piagam 
(Charter} dan mekanisme 
kerja (Rules of Procedure) 
APA yang akan disahkan pada 
sidang pleno bulan November 
mendatang 
Delegasi Indonesia berhasil 
meyakinkan delegasi negara­ 
negara peserta lainnya agar 
APA mengurangi jumlah 
Standing Committee dari lima 
menjadi tiga agar ke depan 
APA lebih efektif dan efisien 
dalam membahas 
permasalahan yang dihadapi 
oleh negara-negara di Asia, 

::::.::'[~g~K~qffiiQiliitt'·:::.: 

~ 
l'V 
-..J 

Menjadi tuan rumah penyelenggaraan 
pertemuan Dewan Eksekutif Asian 
Parlementary Assembly (Executive 
Council APA). 
Menyiapkan agenda sidang yang akan 
disahkan dalam Sidang Pleno APA 
yang diputuskan untuk 
diselenggarakan di Bandung pada 
bulan November 2009. 

1. I Meningkatkan diplomasi parlementer yang 
dijalankan oleh DPR RI 

i9l:.:'{t:·:::~i'f::::::i§l<bM~~9Aii.tt 
BIDANG LUAR NEGERI 



Me ninqk atk an sosialisasi diplomasi 
parlementer yang dijalankan oleh DPR RI 

2., 
I 
I 

Menyusun diplomasi parlementer yang 
dijalankan oleh DPR RI dalam sebuah 
buku 

REKOMENDASI 
Peluncuran buku "Diplomasi 
OPRRI Dari Senayan ke 
Kancah Global" 

Buku ini diharapkan dapat 
memberikan informasi kepada 
masyarakat umum menqenai 
kip rah BKSAP dalam 
melaksanakan diplomasi 
palemen secara aktif dengan 
menjadi anggota dan dalam 

. beberapa kesempatan 

I 
menjadi penggagas 
organisasi parlemen regional 
dan internasional serta 

LI menjalin hubungan bilateral 
·--- dengan parlemen negara lain. 

TJNDAKLANJOTibOlPIJT KEGIATAN 
....... 
N co 
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Penambahan bandwith dari 7 
mbps awal tahun 2008 dan 9 
mbps pada akhir tahun 2008 
menjadi 20 mega byte per 
seconds (mbps) pada awaJ 
tahun 2009 yaitu 5 mbps 
melalui Vsat dan 15 mbps 
melalui kabel- P e n g ad a a n 
storerage server sebesar 2,4 
terabyte 
Pengadaan anti virus lisensi 
dan spam server 
Pengadaan hot spot untuk 
wisma DPR RI di Kopo 
Cisarua (Tahap awal) 
Pengembangan perfengkapan 
lab komputer- P e n g ad a an 
backbone fiberoptic (dalatn 
tahap awal) 
Pengadaan peralatan ruang 
server (router dan firewall}­ 
Pengadaan software Microsoft 
office (OLP) 
Pengadaan alat pengolah data 

n::::.t1NoA:k:.tiN.Juri0ufet11t: ::::: 

t. 

Peningkatan sarana informasi tercelak 
Peningkatan sarana IT 

::::::::::: 

1. I Menyediakan sarana untuk mengakses data 
dan informasi 

BIDANG SISTEM PENDUKUNG 

NOl({ ::):{: : :=.::·: ,: :{ff£KOMENDASt{ : t:U 



''1 

M·~·rnbuat menu pengaduan 
rn:'•:·;y:·;r;•,v.cit rnelalui web site 
[)PF-?_(j(.• :d LL 

'v 1 

Tan1f;i,:;;:·, si:.u~ www.dpr.qo.id 
daram l·;ar,a.:;3 hgg1·is 

fJengernbar;qar1 tampi!an situs 
Fr;-,i\s1-f·•·af\~;· dcm Set1en DPR 
µ1 
'.1 

pc-:ridih,_._;r1 

[~'·,if·;;-1• :1:irr•:1 A;1qguta DPR 
rJenqa:· s h o r t daerah 

I 

I 
I i 
I 

i:·•c:,qg !egislas1 
···:ih ·,:;;;,;;: UU dari tahun 

''c' ·; ·.•mp:•: d'7cigan tahun 
2o(·is;, ~~.)U y.:.:ng s e d an q 
c1it·: :·has :.-i~C:,(; ~~-U~ _ _j yang sudah 
di•:.,~·,k r'.a!•,m Rapat 

n":~, ·,p· 
c.•, \'.J3Fr1bar tentang 

Parlemen. TV :j 
', ~ j i 

··r:7.-;: ,::;_~-~! ~::t::Jr:il;:1t·1 siaran vidio 
1\u:.; www.dpr.qo id, i_.in·;::.Jk 

N_9, -=~~--~-~~~~::: :~i~ij<-0~-~N_Q;~i-.=~---r_ .. ~ . -~~ __ ff G~TAN -··--------=l-- . .r~~-P·:~~i~;~N~.ill·[ouTPUT 
2. ! ·'">:'1,,,9k;··tan ku alitas lavarian data d a ·· I Perunqkaran ki.Jalitas per1geloiann Wet''';!te i 

!i•lu1.•ic1s; I www.dpr.qoid 

D ,:=ir !!",~ 

..... 
(A) 
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Melaksanakan Diklat 
Lemhanas, Diklatpim lingkat 
I, II, Ill dan IV serta Diklal Pra 
Jabatan bagi CPNS dan Ujian 
Dinas penyesuaian golongan 
Melaksanakan diklat-diklat 
guna untuk mendukung tug as 
dewan dalam bidang keahlian, 
teknis dan administrasi. 
Melakukan pemberian 
beasiswa untuk S 1, 52, S3, 
dan Non Gelar kepada 
Pejabat, Staf dan tenaga 
fungsional 

Melakukan Diklat Struktural bagi 
Pejabat Setjen DPR RI untuk 
memenuhi persyaratan sesuai PP 101 
Tahun 2000 tentang Jabatan Struktural 
dan Prajabatan bagi CPNS 
Melakukan Diklat Fungsional bagi 
Pejabat dan tenaga Fungsional seta 
staf Setjen DPR RI 
Program pemberian 8easiswa untuk 
pendidjkan gelar dan non gelar 

4. I Meningkatken kualitas SDM Se~en DPR RI 

Tersusunya laporan singkat 
(lapsing) dan media release 
segera setelah rapat selesai 
dilaksanakan 
Dilakukan media gathering 
dengan media massa 
koordinatoriat DPR RI 
Membuat database analisis isi 
media massa tentang kegiatan 
DPR 

Mempermudah wartawan unluk 
mendapatkan informasi dari rapat-rapat 
di DPR 

Meningkatkan kualillas komunikasi 
antara DPR dengan media massa 

3. I Meningkatkan Kualitas Hubungan DPR 
dengan Media Massa 



mempresentasikan Pedoman 
yang telah ada pada Rapa! 
Tim Peningkatan K1nerka OPR 
RI 

untuk Dijadwalkan 

Telah dilakukan sosialisasi 
fJedoman Pengelolaan 
Kehumasan DPR RI kepada 
Alat Kelengkapan DPR RI, 
Fraksi-Fraksi di DPR dan 
Setjen DPR RI (menunggu 
pengesahan dan BURT) 

Telah dllakukan Sosialisasi 
Pedoman Pengelolaan IT 
kcpada Setjen OPR RI, 
Tenaga Ahli, Asisten Pribadi 
Anggota OPR RI, Sekretariat 
Fr aksi 

Menyusun dan rnernp r e s ent asik an 
SOP pada Rapat BURT DPR RI 

Mempresentasikan SOP pada Rapat 
Tim Peningkatan Kinerja OPR RI 

Melaksanakan SOP pada unit kerja 
masing-masing 

-- -- - ------ 

-··--·--·---~--------- 

6. I Penvusunan SOP oleh Sekretariat Jenderal 
DPR RI 

Digunakannya Pedoman 
Um urn Pengelolaan 
Pengamanan Dalam DPR RI 
sebagai Panduan Kerj a 
petugas Pengarnanan Dalam 

2. Mengikuti Diklat Pengamanan 
Dalam di Sekolah Kepoltsian 
Lido J awa Bar at 

Memaksimalkan tugas Pamdal di 
bidanq pengamanan dalam DPR RI 

Membcrikan r as a aman k e p ad a 
seluruh Anggota Dewar dan Pcgawai 
di lingkung<:m Gedung M PR/ DPR/ DPD 

5. I Meningkatkan pr o fe sion allsrne petugas 
Pengarnanan Dalam (Pamdal) dt DPR RI 

NOJ REKOMENDASI . I KEGlATAN . ! . TINDAK LANJUT/OUTPlll ... ' 
_.. 
(A) 
I\.) 
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Menyelenggarakan workshop 
yang akan dilanjutkan sayembara 
dalam rangka penataan ulang 
kawasan gedung kantor MPRI 
DPRRI 

Merencanakan renovasi gedung DPR RI 8. I Meredesign Ruang Rapat Paripurna, Ruang 
Rapat Alat Kelengkapan DPR 

Telah ditambah 5 orang 
Peneliti pada Bidang 
Pengkajian P3DI Setjen DPR 
RI dari instansi lain dan akan 
ada penambahan 91 orang 
tenaga fungsional peneliti dan 
20 orang tenaga fungsional 
perancang UU 
Mengikutserakan peneliti dan 
perancang UU dalam Diklat 
Fungsional yang terkait 
dengan keahlian kajian ilmiah, 
perancangan UU, Naskah 
Akademis dan Jumal 
Menerbitkan jurnal, kajian 
singkat yang diterbitkan 2 kali 
sebulan dan dislribusikan 
kepada seluruh Alat 
Kelengkapan DPR RI 
Menerbitkan Booklet dan 
Leaflet informasi tentang 
pelayanan yang disediakan 
P3DI. 

Menambfi'I jumfah tenaga fungsional 
dibidang keahlian Setjen DPR RI 
Meningkatkan dan Menambah layanan 
keahlian kepada Anggota DPR 

7. I Peningkatan kualitas pejabat fungsional 
Setjen DPR RI 
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Dr. H.R. Agung Laksono 

Ketua Tim Peningkatan Kinerja DPR RI 

A- 412 31 Constant M. Ponggawa, SH F-PDS 1 

Anggota F-PDS A-413 30 Carol Daniel Kadang, S E., MM 
A-420 Anggota F-PDS 29 Pastor Saut M. Hasibuan 
A- 269 Anggota F-PBR 28 Ir. Bahran Andang, M.Sc. 

Anggota F-PElR A- 285 27 Anhar. S. E 
F-PElR A- 297 

24 Rap1uddin Ham a rung A - 72 ! F-BPD Anggota 
25 Ors Ali Mochtar Ngabalin A- 12 ! F-Bf)D Anggota 

Anggota 

Anggota 

26 dr. Hj. Kasmawati TZ Basaiarnsh 

i 18 Ors Mufid A Bwsyairi, MPD A- 195 F-KB An1;>gota 
!19 Hj. Saidah Sakwan, MA A-199 F-KB Anggota 
~-~--~~--!~~-;--~:~;_h_l~-~ciz~(i;(i~-i::lsi l __ A - 265 I ~_-P_f_<_s_·--t----~---_-_-AJ~_1-g_g-=_o-=_ia-=_~------j---ii 
, , , 11v.usta,a Karr,al, S. 0. . A- 248 , F·-Pt<S Anggota I 
j22Fs~;.;;1_ SH~----------~_A__- 269 _I F-P_l __ <s_·_--+-""======An=g=g=o=ta=====---j_. 
! 23 l.Jarnaluooin Karim 

1 
A - 11 I F-Bf'D Anggota 

15 Alvin Lie, M.Sc. F-PAN Anggota e---t-------------r------t-----r-----------1 
' 16 Tuti lndarsih Loekman Soetrisno A- 159 F-PAN Anggota i----+-------------+-----+----+-----'-'------l 
i 17 Drs H. Saifullah t>,1'sum A - 221 F-KB Anggota 

Lukman Hakim Saituddln A- 45 F-Pf)P Anggota i 14 

i 12 ldeatisrrian Dachi A- 548 F~PD Anggota r---+-------------+-----+-----+-----------j 
; 13 Ors H. Lukman Hakim A - 31 F-PPP Anggota 

11 S1dk1 Wahab A- 102 F-P D Anggota 

9 
8 Ors DarulSiska A-431 F-PG Anggota !:----+-------------+------+-~---+---------- 

Zainal Arlftn A - 325 F-PD IP Ar:ggota 
i--1-0_.__~v-1a-rd-1o_n_o --+-_A 3_4_9_,__F_-P[)IP ----An-g-go_t_a _ 

Ors Syamsul Bachri, M.Sc. A- 534 F-PG Anggota 7 
Ir. Afni Achmad A-149 F-PAN Wakil Ketua 

5 Ors H_ Endin A.J. Soefinara, MMA A- 39 F-PPP Wakil Ketua 
4 HJ. lndria Oktavia Muaja A- 91 F-PD Wakil Ketua 
3 Ora. Eva Kusuma Sundari, MA, MOE A- 369 F-PD IP Wakil Ketua 
2 Marzuk1 Darusman, SH A- 508 F-PG Wakil Ketua 

A- 158 

6 

-N-0-~-11--~-------------,--N--0-.--,------,------------, 
; · NAMA FRAl<SI KET ERAN GAN 
! URUT 1 ANGGOTA 1-------··---------------+------;------r-----------i 
! 1 Dr. H.R. Agung Laksono A- 449 F-PG Ketua T1m/Ketua DPR-R! 

SUSUNAN KEANGGOTMN TIM PENINGKATAN KINERJA 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

(Keputusan Pirnpinan DPR-RI Nomor 28/PiMP/111/2008- 2009 tentang Perubahan 
Pertama atas Keputusan Pimpinan DPR-RI Nomor 72C/lll/2006- 2007 tentang 

Pembentukan Tim Peninqkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) 
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NO. NANIA JABATAN KET ERAN GAN 

1 Ora. Nining Indra Shaleh, MSi Sekretaris Jenderal Penanggung Jawab 
2 Ora. Winantunigntyastiti S, MSi Oeputi Bidang Mggaran dan Ketua 

Penaawasan 
3 Rahayu Setiawardhani, SH.,f\il-l. Ke pal a Biro PUU Bidang Sekretaris i 

EkuindaQ 
4 Ors. Djaka Owi W inarko, M Si Kabag TU Wakil W akil Sekretaris 

Ketua/Korpoleku 
BID.ANG LEGISLASI 

5 H.R. Sartono, SH.,MSi Oeputi Bidang Perundang- Koordinator Bidang 
undangan Legislasi 

6 K. Johnson Rajagukguk, SH, WH Karo 1-+Jkum dan Pendamping Tim 
Pemantauan Pelaksanaan 
Lkldana-undanQ 

7 r-.bvianto Wurti Hantoro, SH.fl/H Pene1iti Bidang Hukum P301 Tim Asistensi 
BIOANG ANGGARAN 

8 Ora. Setiarini, MSi Karo Analisa Anggaran & Koordinator Bidang 
Pelaksanaan APBN Anacaran 

9 Ors. Setyanta Nugraha, Miii Karo Perencanaan & Pendamping Tim 
Pengawasan 

10 Ors. Juli Panglima Saragih, lVlv'I Peneliti Bidang Ekonomi P3DI Tim Asistensi 

BID.ANG SISlEM PENDUKUNG 
11 lkltung Ojumadi, SH.fl/H Kepala Pusat P3DI Koordinator Sistem 

Pendukung 
12 Ors, lding Hadiwidjaja Deputi Bidang .Administrasi Pendamping Tim 
13 01'$. Achmad Budiman, MPd Peneliti Bidang PON P3DI Tim Asistesi 

BID.ANG PENGAWASAN 
14 Achmad Djuned, SHM-i Deputi Bidang Persidangan & Koordinator Bi dang 

KSAP Penaawasan 
15 Ors. Bambang Suselio Nugroho, M!:\P Karo Persidangan Pendam ping Tim 

16 Udya Suryani Widayanti, SH.fl/H Peneliti Bidang 1-+Jkum P3DI Tim Asistensi 
BID.ANG LUAR NEGERI 

17 Tatang Sutarsa, SH Karo KSAP Koordinator Bidang 
LuarNeaeri 

18 Endah Tjahjani Dwirini, R, SS.,MPhil Kabag Set OPI Pendamping Tim 
19 Drs. Humprey Wangke, MSi Penelili Bideng Ht P3DI Tim Asistensi 

SUSUNAN NAMA-NAMA 
PENDAMPING TIM PENINGKATAN KINERJA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RE PUB UK INDONESIA 
(Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 70/SEKJEN/2009, 

Tanggal 19 Januari 2009) 
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